
BUPATI TAPIN
PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR   55    TAHUN2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang     :   a.     bahwa       untuk       melaksanakan       ketentuan

sebagaimana     dimaksud      dalam      Pasal      16
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tapin  Nomor   11

Tahun  2017  tentang  Susunan  Organisasi  dan
Tata Kelja Pemerintah Desa serta Pengangkatan

dan      Pemberhentian      Perangkat      Desa      di
Kabupaten Tapin, perlu mengatur Pengangkatan
dan   Pemberhentian   Perangkat   Desa   dan   Staf
Desa;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  a,   perlu   menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Pengangkatan   dan
Pemberhentian Peran8kat Desa dan Star Desa;

Mengingat        :    1.     Undang-Undang  Nomor  8  Tahun   1965  tentang

Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   Tanah   I.aut,
Daerah  Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  11

Tabalong  (Ijembaran  Negal`a  Republik  Indonesia

Tahun   1965   Nomor   51,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang

Desa    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   2014   Nomor   7,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
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3.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2014   Nomor   244,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republjk
Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana      telah
diubah          beberapa       kali,  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2015  tentang
Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi  Pemerintahan   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2014   Nomor   292,

Tambahan       Lembaran       Negara       Republik
Indonesia Nomor 5601);

5.     Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang

Cipta     Kelja     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6573);

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor

123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor   5539),   sebagaimana      telah
diubah     beberapa     kali,     terakhir    dengan
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Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2019
tentang    Perubahan    Kedua    Atas    Peraturan
Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang
Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor 6
Tahun  2014  tentang  Desa  (I,embaran  Negara

Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   41,

Tambahan       Lembaran       Negara       Republik
Indonesia Nomor 6321 ) ;

7.     Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2017

tentang        Pembinaan        dan        Pengawasan
Penyelenggaraan         Pemerintahan         Daerah

(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2017  Nomor  73,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6041) ;

8.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   83
Tahun     2015     tentang     Pengangkatan     dan
Pemberhentian  Peran8kat  Desa  (Berita  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor   5),

sebagaimana  telah   diubah  dengan   Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017

tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  tentang
Pengangkatan   dan   Pemberhentian   Perangkat
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2017 Nomor  1223);

9.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20
Tahun   2018   tentang   Pengelolaan   Keuangan
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
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10.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tapin  Nomor  09
Tahun     2016     tentang     Pembentukan     dan
Susunan  Peran8kat  Daerah  Kabupaten  Tapin

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tapin   Tahun
2016   Nomor   09),   sebagaimana   telah   diubah
dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tapin
Nomor  10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tapin  Nomor  09
Tahun     2016     tentang     Pembentukan     dan
Susunan  Perarigkat  Daerah  Kabupaten  Tapin

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tapin   Tahun
2019 Nomor  10);

11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tapin  Nomor  11
Tahun  2017  tentang  Susunan  Organisasi  dan
Tata Kelja Pemerintah Desa serta Pengangkatan
dan     Pemberhentian     Peran8kat     Desa     di
Kabupaten Tapin (Iiembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSEN :
Menetapkan    :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PENGANGKATAN

DAN    PEMBERHENTIAN.  PERANGKAT    DESA    DAN

STAF DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Kepala    Daerah    sebagai    unsur

penyelenggara       Pemerintahan       Daerah      yang       memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
Daerah Otonom.
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3.   Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Bupati  adalah  Bupati
Tapin.

4.   Camat  adalah  Peminpin  Kecamatan yang berada di  bawah  dan
bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5.   Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan mama
lain,   selanjutnya   disebut   Desa   adalah   kesatuan   masyarakat
hukum  yang  memilihi  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk
mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,     kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.   Pemerintahan       Desa       adalah       penyelenggaraan       urusan

pemerintahan dan kepentingan  masyarakat     setempat     dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.   Pemerintah  Desa adalah  Kepala Desa atau yang disebut dengan
nana lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8.   Kepala Desa atau  sebutan lain adalah  Pejabat Pemerintah  Desa

yang   mempunyai   kewenangan,   tugas   dan   kewajiban   untuk
menyelenggarakan  rumah  tangga  Desanya  dan  melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9.   Badan  Pemusyawaratan  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BPD
adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  Pemerintahan  yang
anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa berdasarkan
ketervakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan   Desa  adalah   peraturan   perundang-undangan  yang
ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati
bersama BPD,  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum    mengikat    sepanjang    diperintahkan    oleh    peraturan

perundang-undangan     yang     lebih     tinggi     atau     dibentuk
berdasarkan kewenangan.
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11. Tingkat   Perkembangan   Desa   dan   Kelurahan   ada]ah   status

tertentu  dari  capaian  hasil  dari  Desa  dan   Kelurahan  dalam

penyelenggaraan           pemerintahan,           kewilayahan           dan
kemasyarakatan    yang    dilakukan    oleh    Pemerintah    Pusat,
Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa dan Kelurahan.

12. Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa   yang   selanjutnya

disingkat    APE    Desa    adalah    rencana    keuangan    tahunan
Pemerintahan  Desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh
Pemerintah  Desa  dan  BPD,  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan
Desa.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu  Kepala Desa
dalam menyusun kehijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan  kebijakan yang  diwadahi  dalam  bentuk  pelaksana
teknis dan unsur kewilayahan.

14. Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjuthya disebut Tim
Pengan8katan  adalah  Tim  yang  dibentuk  Kepala  Desa  untuk
menyelenggarakan  proses  penjaringan,  penyaringan  dan  seleksi
Perangkat Deca.

15. Penjaringan  adalah  suatu   kegiatan  yang  dilakukan   oleh  Tim
Pengan8lratan  Perangkat  Desa  untuk  mendapatkan  balcal  calon
Peran8kat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.

16. Penyaringan  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Tim
Pengangkatan    Perangkat    Desa    untuk    mendapatkan    calon
Peran8kat Desa melalui  seleksi administrasi,    ujian  tertulis dan
ujian praktek.

17. Bakal  Calon  Perangkat  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  Bakal
Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi

persyaratan untuk dipilih menjadi calon Perangkat Desa.
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18. Calon  Perangkat  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  Calon  adalah
calon  Perangkat  Desa yang  memenuhi  persyaratan  dan  berhak
mengikuti seleksi.

19. Tokoh  Masyarakat  adalah  tokoh  keagamaan,  tokoh  adat,  tokoh

pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
20. Pelantikan    adalah    acara    resmi    pengucapan    sumpah/janji

Perangkat Desa sebelum memangku jabatan.
21. Hari adalah hari kelja.

22. Putusan  Pengadilan  adalah  pemyataan  hahim  yang  diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

23.Tercangka   adalah   seorang   yang   karena   perbuatannya   atau
keadaannya berdasarkan bulrd permulaan patut diduga sebagal

pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tercangka yang dituntut, diperiksa dan

diadili di pengadilan.
25. Terpidana  adalah  seorang yang  terpidana  berdasarkan  putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)  Maksud   ditetapkannya   Peraturan   Bupati   ini   adalah   sebagai
pedoman bagi Camat,  Pemerintah Desa dan pihak terkalt dalam
melaksanakan pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan

pemberhentian Perangkat Desa serta Star Desa.
(2)  Tujuan    ditetapkannya    Peraturan    Bupati    ini    adalah    agar

pengan8katan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian
Perangkat   Desa   dan   Star   Desa   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.

\
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BAB Ill

RUANG LINGKUP

Pacal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.   pengangkatan perangkat Desa;
b.   pemberian sanksi Perangkat Desa;
c.   pemberhentian perangkat Desa;
d.   pengangkatan star Desa;
e.   kesejahteraan perangkat Desa;
f.    peningkatan kapasitas aparatur Desa; dan

9.   pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 4

(1)  Pengangkatan  Perangkat  Desa  dilaksanakan  dalam  hal  teljadi
kekosongan jabatan Perangkat Desa.

(2)  Dalam  hal  teljadi  kekosongan  jabatan   Perangkat  Desa  maka
tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana
tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain.

(3)  Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya
disampaikan   kepada   Bupati   melalui   Camat   paling   lambat   7

(tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
(4)  Pengisian jabatan  Perangkat  Desa yang  kosong  paling  lambat  2

(dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
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(5)  Dalam   hal   pengisian   jabatan   Perangkat   Desa   yang   kosong
sebagaimana dimaksud  pada ayat (4)  tidak dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan karena sesuatu hal, pengisian

jabatan dilaksanakan pada waktu berikutnya.
(6)  Pengisian jabatan  Perangkat  Desa  sebagainana  dimaksud  pada

ayat (4) dapat dilakuhan dengan cara:
a.   mutasi   jabatan    antar    Perangkat    Desa    di    hiigkungan

Pemerintah Desa; atau
b.   Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa

Pasal 5

(1)  Pengisian jabatan  Perangkat  Desa  dengan  cara  mutasi jabatan
sebagalmana  dimaksud  pada  Pasal  4  ayat  (6)  huruf  a,  wajib
dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis Camat.

(2)  Setelah  Kepala Desa melakukan mutasi jabatan  Perangkat  Desa
dan  masih  terdapat kekosongan jabatan  Perangkat Deca,  maka

pengisian    jabatan    Perangkat    Desa    dilaksanakan    melalui
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 6

(1)  Dalam     rangka     melaksanakan     proses     pencalonan      dan
pengangkatan     jabatan      Peran8kat      Desa,      Kepala      Desa
memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lalnbat 30

(tiga puluh) hari sebelum pelaksanaannya.
(2)  Berdasarkan   pemberitahuan   dari   Kepala   Desa   sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) , Camat meneruskan kepada Bupati.
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(3)  Surat pemberitahuan  Kepala Desa sebagalmana dimaksud  pada
ayat ( 1 ) menyebutkan data aparatur Pemerintah Desa sesual yang
tercantum  dalaln  Peraturan  Desa  tentang  Struktur  Organisasi
Pemerintah Desa serta rencana pengisian jabatan yang lowong.

(4)  Rencana pengisian jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (3)  wa].ib  mengacu  pada  klasifikasi jenis  Desa  yang
ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa pada profil
Desa, dengan ketentuan:
a.   Desa swasembada wajib memiliki 3  (tiga) urusan dan 3  (tiga)

seksi;

b.   Desa  swakarya  dapat memiliki  3  urusan  dan  3  (tiga)  seksi;
dan

c.    Desa swadaya memilild 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 7

(1)  Camat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1),  dalam
proses  pencalonan  dan  pengan9katan jabatan  Perangkat  Desa
berkewajiban:
a.   mengarahkan   dan   memberikan   bimbingan   teknis   tentang

proses   pencalonan   dan   pengangkatan  jabatan   Perangkat
Desra; dan

b.   memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan.

(2)  Camat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melaporkan  setiap
tahapan kegiatan proses pencalonan  dan pengangkatan jabatan
Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 8
Dalam setiap tahapan kegiatan proses pengan8katan Peran8kat Desa,
Kepala  Desa  berkewajiban  mengundang  unsur  kecamatan  untuk
melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
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Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 9

(1)  Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa darn warga Desa yang
telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2)  Persyaratan  umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah
sebagal berikut:
a.   berpendidikan paling rendah tanat sekolah menengah umum

atau yang sederajat;
b.   berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi

42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
c.   tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
d.   memenuhi kelengkapan persyaratan adminstrasi.

(3)  Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persyaratan  yang  bersifat  khusus  dengan  memperhatikan  hak
asal usul dan nilal budaya setempat, diantaranya:
a.   memahami kondisi Desa;
b.   mampu  berkomunikasi  dan  memahami  bahasa dan  budaya

Desa setempat; dan
c.   bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.

(4)  Untuk dapat dian8kat menjadi  Perangkat Desa,  penduduk  Desa
yang memenuhi persyaratan sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) wajib mengikuti seleksi atau ujian yang dilaksanakan
oleh Tim Pengangkatan.
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Bagian Kelima

Mekanisme Pengangkatan
Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a.   pembentukan Tim pengangkatan;
b.   Penjaringan;

c.    Penyaringan;

d.   penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
e.   persiapan pelaksanaan seleksi;
f.    pelaksanaan ujian; dan

9.    penetapan.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Pengangkatan

Pasal 1 1

(1)  Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan paling lama 3  (tiga)
bulan sebelum berakhimya nasa jabatan Perangkat Desa.

(2)  Dalam  hal jabatan  Peran8kat  Desa  lowong  tidak  karena  habis
nasa  jabatannya,  pembentukan  Tim  Pengangkatan  dilakukan

paling   lama   2    (dua)    bulan   setelah   ditetapkan   keputusan
pemberhentian Perangkat Desa.

(3)  Pembentukan  Tim  Pengangkatan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1)  dan  ayat (2)  dilakukan melalui rapat/musyawarah yang
dihadiri:

a.   unsur kecamatan;
b.   unsur perangkat Desa;
c.   unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
d.   unsur Tokoh Masyarakat Desa.

(4)  Rapat/musyawarah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih Tim Pengangkatan dari

p€serta yang hadir.

d\\
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(5)  Hasil  rapat/musyawarah  sebagaimana  dinaksud  pada  ayat  (3)
dituan8kan dalam berita acara pembentukan Tim Pengangkatan
dan  menjadi  dasar  penetapan  Keputusan  Kepala  Desa  tentang
Pembentukan Tim Pengangkatan.

Pasal 12

(1)  Tim   Pengan8katan   sebagaimana   dimaksud   Pasal   11   ayat   (1)
beljumlah   ganjil   dan   paling   banyak   5   (lima)   orang   dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut:
a.   ketua merangkap anggota;
b.   sekretaris merangkap anggota;
c.   anggota/seksi-seksi.

(2)  Seksi-seksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   c
dipimpin seorang ketua seksi merangkap anggota yang  memiliki
anggota dengan jumlah sesual kebutuhan antara lain:
a.   seksi Penjaringan dan Penyaringan;
b.   seksi seleksi/ujian; dan
c.   seksi lainnya sesuai kebutuhan.

(3)  Syarat untuk menjadi Tim Pengangkatan adalah:
a.   warga negara Indonesia;
b.   berumur paling sedildt 17 (tujuh belas) tahun pada saat rapat

pembentukan Tim Pengangkatan ;
c.   terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersrmgkutan;
d.   sehat jasmani dan rohani;
e.   bukan anggota BPD;
f.    tidak mencalonkan diri sebagal peran8kat Desa; dan

9.   tidak  mempunyal  hubungan  keluarga  sampal derajat kedua
balk  secara  vertikal  maupun  horizontal  dengan  salah  satu
Calon.

A
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(4)  Penentuan kedudukan ketua,  sekretaris dan anggota/seksi-seksi
Tim     Pengan8hatan     Perangkat     Desa     dilakukan     dengan
musyawarah mufakat oleh anggota Tim Pengan8katan Perangkat
Desa,     dan     apabila     melalui     musyawarah     tidak     dicapai
mufakat/kesepakatan,   maka   dilakukan   dengan   pemungutan
Suara.

(5)  Untuk    keperluan    administrasi,    Tim    Pengan8katan     dapat
menggunakan cap/ stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

(6)  Apabila  terdapat  anggota  Tim   Pengan8katan  yang  pada   saat
pencalonan   Perangkat   Desa   temyata   mempunyai   hubungan
keluarga salnpai derajat kedua balk vertikal maupun  horizontal
dengan   salah   satu   Colon,   maka   yang   bersangkutan   harus
mengundurkan diri dari Tim Pengangkatan.

(7)  Apabila diantara anggota Tim Pengan8katan ada yang ditetapkan
sebagai Calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan
diberhentikan   dan   digantikan   dari   unsur   Perangkat   Desa,
lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.

(8)  Kepala     Desa     menetaphan     pengganti     Tim     Pengangkatan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6)   dan   ayat   (7)   dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

(1)  Tim Pengan8hatan bertugas:
a.   merencanakan     dan     mengajukan     biaya     pengangkatan

Perangkat  Desa  dan  dengan  persetujuan  Kepala  Desa  dan
dikonsultasikan kepada Camat;

b.   menyusun  jadwal  waktu   dan   tempat  proses  pelaksanaan

pengangkatan  Perangkat  Desa,  dengan  persetujuan  Kepala
Desra;

c.   menyusun  tata  tertib  pelaksanaan  pengangkatan  Perangkat
Desa   dengan   pertimbangan   Kepala   Desa   dikonsultasikan
dengan Carat;

dEI
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d.   mengumumkan     kepada     masyarakat    mengenai     adanya

pengangkatan Peranghat Desa;
e.   melakukan Penjaringan/Pendaftaran Bakal Calon;
f.    melakukan penyaringan/seleksi administrasi Bakal calon;

9.   menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
h.   memfasilitasi penyediaan peralatan, perlen8kapan dan tempat

pelaksanaan uj ian;
i.    melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;

j.    menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
k.   mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi

kepada Kepala Desa; dan
I.    melaporkan    pelaksanaan    pengan8katan    Perangkat    Desa

kepada Kepala Deca.

(2)  Penyusunan  tata  tertib  pelaksanaan  pengan8katan   Perangkat
Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  ditetapkan
dengan Keputusan Tim Pengan8katan Perangkat Desa.

(3)  Tim    Pengangkatan    Peran8kat    Desa    dalam    melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

(1)  Tim   Pengangkatan   sebelum   melaksanakan   tugasnya   terlebih
dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa yang
dituangkan   dalam   berita   acara   pengambilan    sumpah/janji
dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
"Delhi ALllc.h (Tli:ha;n),  saya bersurmpa:h/berjanft bahoa saya ci,ham

menenuhi  keuiajiban  scaya  sel.aku  ltm  Pengangkatan  dengan
sebaik-bctknya,  se:jlyu:rjirfu:nvya dan seadhaditnga;  bahoa scaya
cckan   selaha   tact   dalam   mengamalkcm   dcm   mem;pertahawhcm
Pci:neasta sebcLgal Dasar Negara; bahoa sa,ga ahan menegakhan
kehid:upcm  demokTasi,   Undo:ng-Undang   Dasar  Negara  Repuhiik

lrrdonesi,a  Tahim   1945   serta  melaksanckan  segala  peraturan

perundang-undo:ngan dengan seha"s-ha:rusnga ga:ng bericku, bagi
Desa. Daercl,h dan Negara Kescthi,an Repu,blik lndonesiaa.
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(2)  Tin Pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12  ayat  (8)   sebelum  melaksanakan  tugasnya  terlebih  diambil
sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 15

( 1)  Tim  Pengangkatan  dalam  melaksanakan  seleksi  dapat  dibantu
oleh pihak ketiga sebagai tim penyusun naskah ujian.

(2)  Pinak ketiga sebagainana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.1embaga swadaya masyarakat;
b,   perguruan tinggi yang sekurang-kurangriya terakreditasi 8;
c.   Iembaga  bimbingan  belajar  tingkat  sekolah  lanjutan  tingkat

atas;
d.   organisasi kemasyarakatan; atau
e.   perusahaan,  yang  sumber  keuangan  dan  kegiatannya  tidak

berasal    dari    anggaran    Pemerintah,    Pemerintah    Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

(3)  Penunjukan  pihak  ketiga  sebagai  tim  penyusun  naskah  ujian
ditetaphan      dengan      Keputusan      Kepala      Desa      setelah
dikonsultasikan kepada Camat.

(4)  Tim penyusun naskah ujian mempunyal tugas dan kewajiban:
a,   menyusun  naskah  ujian  dan  naskah  kunci  jawaban  serta

naskah  ujian  cadangan  dan  naskah  kunci jawaban  sesuai

jenis materi ujian yang tercantum dalam surat peljanjian;
b.   menyanpaikan naskah ujian dan nashah kunci jawaban serta

nashah  ujian  cadangan  dan  naskah  kunci jawaban  kepada
Tim  Pengan8katan  sesuai ketentuan  dalam  surat peljanjian;
dan

c.   menjaga kerahasiaan nashah ujian dan nashah kunci jawaban
serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.



-17-

(5)  Dalam  hal kemampuan keuangan  Desa tidak mencukupi untuk
membiayai    penyusunan    naskah    ujian    oleh    pihak    ketiga
sebagaimana dinaksud  pada ayat  (2)  maka dapat disusun  oleh
Camat  dengan   berkonsultasi  kepada   Perangkat  Daerah  yang
membidangi pembinaan Desa.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 16

(1)  Tim   Pengangkatan  mengumumkan  adanya  pendaftaran   Bakal
Calon    Perangkat   Desa   dengan   mencantumkan   persyaratan
selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.

(2)  Pengumuman  pendaftaran  Bakal  Calon  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1 ) dilaksanakan melalui:
a.   pengumuman tertulis yang ditempatkan di:

1.   kantor Kepala Desa; dan
2.   tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh

warga masyarakat Desa.
b.   musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.

(3)  Selain  dilaksanakan  dengan  cara  sebagainana  dimaksud  pada
ayat   (2),    pengumuman   Penjaringan    Perangkat   Desa   dapat
dilaksanakan melalui :
a.   siaran keliling;

b,   pemasangan baliho/spanduk;
c.   penyebaran pa7nLflet; dan/atau
d.   media cetak dan elektronik.

(4)  Tim Pengangkatan Peran8kat Desa menerima pendaftaran Bakal
Calon Perangkat Deca selama 14 (empat belas) hari.
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(5)  Apabila   penerimaan   pendaftaran   Bakal   Calon    sebagaimana
dinaksud pada ayat (4) telah ditutup temyata:
a.   Bakal Calon yang mendaftar lebih  dari  1  (satu)  orang,  maka

Tin Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
b.   Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka

dilakukan  pengumuman  ulang  paling  banyak  1   (satu)  kali
dengan tenggang wa]thi 7 (tujuh) hari.

(6)  Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dengan ketentuan:
a.   hanya    untuk    formasi    jabatan    Perangkat    Desa    yang

pendaftamya kurang dari 2 (dua) orang; dan
b.   Tim   Pengan8katan   membuat   berita   acara   perpanjangan

pendaftaran Bakal Calon Peran8kat Desa.
(7)  Apabila  sampai  dengan  bet.akhimya  batas  waJctu  perpanjangan

pengumuman   pendaftaran   tetap   tidak   ada   yang   mendaftar
dan/atau  pendaftar  yang  memenuhi  persyaratan  administrasi
tidak ada dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang,
maka  proses  pencalonan  dan  pengangkatan  dihentikan  paling
lama  1  (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa menugaskan
Perangkat  Desa  yang  lain  sebagal  pelaksana  tugas  Perangkat
Deca yang lowong.

(8)  Hasil  Penjaringan  Bakal  Calon  dituan8kan  dalam  berita  acara
Penjaringan.

Pasal 17

(1)  Pendaftaran   Calon   diajukan   sendiri   oleh   Bakal   Calon   yang
bersangkutan   dengan   cara   mengajukan   surat   pemohonan
tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas
bermateral     cukup     kepada     Tim     Pengan8katan,      dengan
melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a.   fotocopy  kartu  tanda penduduk yang dilegalisir oleh  pejabat

yang berwenang;
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b.   fotocopy    kartu    keluarga    yang    dilegalisir    pejabat    yang
berwenang;

c.   fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir

pejabat yang berwenang;
d.   fotocopy ijazah pendidikan dari tin8kat dasar sampai dengan

ijazah   terakhir   yang   telah   dilegalisir   oleh   pejabat   yang
berwenang atau surat pemyataan dari pejabat berwenang;

e.   surat  keterangan  catatan  kepolisian  dari  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia;

f.    surat  keterangan  berbadan  sehat jasmani  dan  rohani  serta
bebas  narkoba  dari  dokter  pemerintah  (rumah  sakit  umum
daerah / pusat kesehatan masyarakat) ;

9.   surat   keterangan   tidak   pemah   dijatuhi   pidana   penjara
berdasarkan   putusan   pengadilan   yang   telah   mempunyai
kekuatan  hukum  tetap,  karena  melakukan  tindak  pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5  (lima)
tahun  atau  lebih  dari  Pengadilan  Negeri.  Bagi  yang  pemah
dijatuhi  pidana  penjara  dan  telah  selesai  menjalani  pidana

penj.ara  lebih  dari  5  (lima)  tahun,  dilengkapi  dengan  surat
keterangan   dari   lembaga   pemasyarakatan   setempat,   dan
mengumumkan   secara  jujur   dan   terbuka   kepada   publik
bahwa  yang   bersangkutan   pemah   dipidana   serta   bukan
sebagai  pelaku  kejahatan  berulang-ulang  serta  tidak  akan
mengulang tindak pidananya;

h.   surat pemyataan bemiaterai cukup yang menyatakan:
1 .   bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.   memegang      teguh      dan      mengamalkan      Pancasila,

melaksanakan   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    1945,    serta   mempertahankan   dan
memelihara     keutuhan     Negara     Kesatuan     Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

`tl
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3.   bersedia diangkat sebagal Perangkat Desa;
4.   tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
5.   siap menerima dan mengakui  hasil  seleksi pengangkatan

Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung).awab;
dan

6.   akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagal Calon

yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
i.  pas  foto  berwarna  ukuran  4x6  sebanyak  4  (empat)  lembar;

dan
j.  surat  izin  dari  pejabat  pembina  kepegawaian  bagi  pegawai

negeri sipil.

(2)  Surat pelmohonan  beserta lanpirannya  sebagaimana dinaksud
pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukan
ke  dalam  map/amplop  besar  tertutup  dan  ditulis  nana  Bakal
Calon dan fomiasi jabatan yang dilamar.

Pasal 18

(1)  Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa
harus    mendapatkan    izin    tertulis    dari    pejabat    pembina
kepegawaian.

(2)  Bagi pegawai negeri sipil dalam lin8kup Pemerintah Daerah yang
mencalonkan  sebagai  Perangkat  Desa  harus  mendapatkan  izin
dari  Bupati  dan   bagi  pegawai  negeri   sipil  dari   luar  lingkup
Pemerintah    Daerah    harus   mendapatkan    izin    dari    pejabat
atasannya yang berwenang.

(3)  Permohonan   izin    bagi   pegawai   negeri    sipil   dalaln   lingkup
Pemerintah  Daerah  yang  mencalonkan  sebagai  Perangkat  Desa
diajukan   kepada   Bupati   melalui   Kepala   Peran8kat   Daerah
masing-masing dengan dilanpiri:
a.   fotocopy ijazah teralchir;

b.   fotocopy surat keputusan pan8hat terakhir;
c.   fotocopy surat keputusan jabatan terakhir; dan
d.   fotocopy sasaran kinelja pegawai tahun terakhir.
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(4)  Pemrosesan izin Bupati untuk pegawai negeri sipil dalam lingkup
Pemerintah  Daerah  yang  mencalonkan  sebagai  Perangkat  Desa
dilakukan   oleh   Peran8kat   Daerah   yang   membidangi   urusan
kepegawaian.

Paragaraf 3
Penyaringan

Pasal 19

(1)  Tim Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan  meneliti dan
mengklarifikasi   kelengkapan   persyaratan   administrasi   Bakal
Calon  dalam jan8ka  waltu  paling  lanbat  3  (tiga)  hari  setelah

pendaftaran ditutup.
(2)  Apabila setelah diteliti oleh Tim Pengangkatan temyata terdapat

kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi

yang  telah  ditetapkan,  Bakal  Calon  diberi  kesempatan  untuk
melengkapi    paling    lama    7    (tujuh)    hari    terhitung    sejak

pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
(3)  Apabila  Tim  Pengan8katan  akan  melakukan  upaya  pembuktian

terhadap   keabsahan   berkas   persyaratan   administratif   Bakal
Calon,  maka  Tim  Pengan8katan  dapat  mengirim  surat  kepada
lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara
tertulis.

(4)  Tim  Pengangkatan  dalam  melakukan  Penyaringan  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)   hasilnya   dibuktikan   dengan   surat
keterangan tertulis.

(5)  Hasil    Penyaringan    dituan8kan    dalam    berita    acara    hasil
Penyaringan.

(6)  Terhadap   persyaratan   Bakal   Calon   yang   dinyatakan   tidak
memenuhi syarat, maka Tim Pengangkatan mengembalikan surat

pemiohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai
alasan    pengembalian    surat    permohonan    dan    tanda   bulcti

penerimaan    dari    Bakal    Calon    yang    berengkutan    atau
keluarganya.
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(7)  Bakal   Calon   yang   telah   melalui   penelitian   dan   memenuhi
persyaratan administrasi oleh Tim Pengan8katan Perangkat Desa
ditetapkan  sebagal  Bakal  Calon  yang  dituan8han  dalam  berita
acara penetapan Calon.

(8)  Nama-nana   Bakal    Calon    sebagainana   dimaksud    ayat    (7)
selanjutnya  diumumkan  kepada  masyarakat  paling  lambat  3

(tiga)   hari  setelah  ditetapkan  untuk  memberikan  kesempatan
masyarakat menilal masing-masing Bakal Calon.

Pasal 20

( 1)  Penyampaian  keberatan  oleh  masyarakat  terhadap  Bakal  Calon
yang   ditetapkan   oleh   Tin   Pengan9katan    Perangkat   Desa,
disampaikan  kepada Tim  Pengangkatan  Peran8kat  Desa dengan
menyebutkan  identitas  pengirim  secara  jelas,  paling  lambat  3

(tiga) hari sejak penetapan BakaJ Calon.
(2)  Penyampaian  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

setelah  diteliti  kebenarannya,   dituangkan  dalarn  berita  acara

penelitian keberatan masyarakat.
(3)  Berita   acara   penelitian   keberatan   masyarakat   sebagaimana

dimaksud   pada   ayat   (2)   menjadi   bahan   pertimbangan   dan
masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang
berhak mengikuti seleksi.

(4)  Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   tidak   dipertimbangkan   dan   tidak
mempengaruhi hasil seleksi.

Pasal 2 1

(1)  Tim  Pengangkatan  Perangkat  Desa  mengusulkan  Bakal  Calon
peserta seleksi kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara
penetapan    Calon    dan    berita    acara    penelitian    keberatan
masyarakat.
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(2)  Kepala    Desa    setelah    menerima   usulan   Tim    Pengangkatan
Perangkat Desa sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) menetapkan
calon  peserta  yang  berhck  mengikuti  seleksi  yang  dituangkan
dengan keputusan Kepala Desa.

(3)  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  disampaikan
kepada Tim Pengan8katan Perangkat Desa paling lambat 2  (dua)
hari   sebelum   pelaksanaan   ujian   seleksi   untuk   selanjutnya
diumumkan di kantor/balai Desa dan ditempat strategis lainnya.

Pasal 22

(1)  Anggota  BPD  wajib  mengajukan  pemiohonan  izin  cuti  kepada
Ketua   BPD   setelah   ditetapkan   menjadi   Calon   yang   berhak
mengikuti seleksi.

(2)  Izin  cuti  diberikan  oleh  ketua  BPD  selambat-lambatnya  3  (tiga)
hari sebelum pelaksanaan ujian.

(3)  Masa  berlaku  izin  cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
paling lama 7 (tujuh) hari yang digunakan sebelum dan sesudah
pelaksanaan ujian.

Paragraf 4
Persiapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 23

( 1 )  Camat memfasilitasi persiapan pelaksanaan seleksi.
(2)  F`asilitasi  persiapan  pelaksanaan  seleksi  sebagaimana  dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
a.   Camat  mengundang  Kepala   Desa  dan  Tin   Pengangkatan

dalam rangka pembahasan rencana penyusunan naskah ujian
oleh pihak ketiga; dan

b.   Kepala  Desa  melakukan  peljanjian  keljasama  dengan  pihck
ketiga sebagai tim penyusun naskah u].lan berdasarkan hasil

pembahasan sebagaimana dinaksud pada huruf a.
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Pasal 24

(1)  Beberapa Desa dalam satu wilayah Kecamatan dapat bergabung
melaksanakan ujian secara serentak.

(2)  Dalam hal pelaksanaan ujian secara serentak, penandatanganan
peljan].lan keljasama dilakukan oleh semua Kepala Desa dengan
pihak ketiga sebagal tim penyusun naskah ujian.

(3)  Camat  mengkcordinasikan  pelaksanaan  ujian  secara  serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  bersama-sama dengan Tim
Pengan9katan masing-masing Desa.

Pasal 25
Penganghatan   Perangkat  Desa  dilakukan   dalam  tahapan   seleksi
sebagai berikut:
a.   ujian tertulis;
b.   ujian praktek komputer; dan
c.   wawancara.

Pasal 26

(1)  Naskah  ujian  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25
huruf a, disusun oleh tim penyusun naskah ujian dengan materi:
a.   Pancasila    dan    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik

Indonesia Tahun 1945;

b.   pengetahunan tentang pemerintahan dan/atau Pemerintahan
Desa;

c.   pengetahuan umum; dan
d.   administrasi perkantoran.

(2)  naskah  soal ujian tertulis  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk pilihan ganda beljumlah  100 (seratus)  seal
dan  penilaian  dilakuhan  dengan  menggunakan  angha  satuan
maksimal  nilai  100  (seratus),  dengan  ketentuan  setiap  1  (satu)

jawaban atas soal yang benar bemilai 1  (satu) dan jawaban salah
tidak mendapatkan nilai.

`,ife
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Pasal 27

(1)  Naskah  ujian  praktek  komputer  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 25 huruf b dengan materi:
a,   pembuatan  surat-menyurat  dengan  menggunakan  progra]n

ndarosof i u]ord, dan
b.   pembuatan   tabel  dengan  menggunakan   program   mieroso/I

excel"

(2)  Naskah  seal  ujian  praktek  sebagaimana  dirnaksud  pada  ayat  1
huruf  a  dan  b  dibuat  dalam  bentuk  praktek  pengoperasian
komputer dengan penilalan kemampuan:
a.   mampu dengan nilai 20 (dua puluh);
b.   kurang mampu dengan nilai 10 (sepuluh); dan

c.   tidak mampu dengan hilai 0 (nol).

(3)  Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek komputer sebagalmana
dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  c,   Tim   Pengangkatan   dapat
bekeljasama dengan sekolah dan/atau lembaga kursus komputer

yang mempunyal izin dan sarana prasarana praktek komputer.

Pasal 28

(1)  Wawancara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  huruf  c,
dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau unsur kecamatan.

(2)  Wawancara    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    adalah
wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau unsur
kecamatan terhadap Calon Perangkat Desa.

(3)  Dalam  hal  Kepala  Desa  berhalangan,  dapat  diwahilkan  kepada
Perangkat Desa yang lain dengan terlebih dahulu dibuatkan surat
tugas kepada Perangkat Desa yang diberi tanggungjawab untuk
melaksanakan wawancara tersebut.
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(4)  Materi  wawancara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalali
materi:
a.   bidang pemerintahan;
b.   pembangunan,     pemberdayaan     masyarakat,     pembinaan

kemasyarakatan; dan
c.   situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.

(5)  Wawancara dilaksanakan dalam bentuk pertanyaan kepada Calon
Perangkat  Desa  berjumlah   5   (lima)   buah  pertanyaan  dengan

penilaian sebagai berikut:
a.   manpu   dan   baik  menjawab   pertanyaan   dengan   nilal   10

(sepuluh);
b.   kurang mampu  menjawab  pertanyaan  dengan  nilai  5  (lima);

dan
c.   tidak mampu menjawab pertanyaan dengan nilai 0 (nol).

Pasal 29

(I)  Pemberian nilal dilakukan dengan menjumlahkan perolehan hilai
ujian tertulis, nilai ujian praktek dan nilai ujian wawancara.

(2)  Naskah  coal  ujian  tertulis  untuk  cadangan  dan  naskah  kunci
jawabannya  dibuat  paling  sedikit  5%  (lima  persen)  dari jumlah
peserta ujian.

(3)  Masing-masing jenis  naskah  ujian  dan  naskah  kunci jawaban
serta   naskah   ujian   cadangan   dan   naskah   kunci   jawaban
dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dan bersegel.

(4)  Tim  penyusun  naskah  ujian  menyerahkan  naskah  ujian  dan
naskah  kunci  jawaban  serta  naskah  ujian  ulang  dan  naskah
kunci jawaban kepada Tim Pengangkatan pada hari dan tanggal

pelaksrmaan uj ian.
(5)  Penyerahan   naskah   u].ian   dan   naskah   kunci  jawaban   serta

naskah ujian ulang dan naskah kunci jawaban dituan8kan dalam
bentuk berita acara penyerahan.
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Pasal 30

(1)  Paling   lama   7   (tujuh)   hari   sebelum   pelaksanaan   ujian,   Tim
Pengangkatan   sudah   menyampaikan   surat   undangan   untuk
mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi.

(2)  Dalam   surat   undangan   dicantumkan   hari,   tanggal,   waktu,
tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa dan
ketentuan pakaian pada saat ujian.

Pasal 3 1

(1)  Tim  Pengangkatan  mempersiapkan  tempat  pelaksanaan    ujian
paling lalna 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.

(2)  Ruangan  ujian  harus menunjang kenyamanan,  kelancaran  dan
ketertiban  pelaksanaan ujian  serta tidak dimungldnkan  adanya
kecurangan.

(3)  Tim Pengangkatan menentukan waJctu pelaksanaan ujian tertulis
dan ujian praktek serta wawancara dengan cermat agar alokasi
waktu    pembagian    lembar   jawaban,    pengeq.aan    soal,    dan

pengumpulan  jawaban  dilakukan  dengan  alokasi  waktu  yang
cukup.

Paragraf 5
Pelaksrmaan Ujian

Pasal 32

( 1)  Tim Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling  lama 30
(tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.

(2)  Pelaksanaan  ujian  dilakukan  tepat  waktu  dimulai  dan  diakhiri
sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan.

(3)  Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
(4)  Dalam hal terdapat Calon datang terlanbat di dalam pelaksanaan

ujian    tulis   dan    uj.ian   praktek,    maka   yang   bersangkutan
mengeljakan seluruh naskah ujian tulis dan ujian praktek dari
sisa wakeu yang tersisa.

(5)  Calon  yang  tidak  hadir  atau  tidak  mengikuti  ujian,  dinyatakan
gugur atau tidak lulus.

^
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Pasal 33

(1)  Pelaksanaan ujian tulis, ujian praktek komputer dan wawancara
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

(2)  Pelaksanaan    ujian    sebagainana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan  ditempat yang ditentukan oleh Tim  Pengangkatan
dalam wilayah Daerah.

Pasal 34

( 1)  Sebelum Tim Pengan8katan membagikan naskah ujian tulis dan
ujian   komputer   kepada   para   Calon,   terlebih   dahulu   harus
memperlihatkan  kepada para Calon bahwa naskah ujian  masih
terbungkus dan masih tersegel.

(2)  Sebelum  pelakeanaan  ujian,  Tim  Pengangkatan     menjelaskan
mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
a.   penjelasan mengenal hal-hal yang dilarang dibawa masuk  ke

dalam    ruangan    ujian    dan    dilarang    dilakukan    selama

pelaksanaan uj lan ;
b.   penjelasan    mengenai    waktu     mulai     ujian,     tata    cara

mengeq.akan dan waktu berakhirnya ujian; dan
c.   penjelasan  mengenal  pelaksanaan  koreksi  hasil  ujian  akan

dilakukan    segera    setelah    ujian    selesai    dan    hasilnya
diumumkan pada hari itu juga.

(3)  Hasil    pelaksanaan    ujian    dituangkan    dalam    berita    acara
pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan.

(4)  Tim  Pengangkatan  menandatangani  berita  acara  pelaksanaan
ujian      sebagalmana     dimaksud     pada     ayat     (3)      setelah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

(5)  Selama pelaksanaan ujian, Tim Pengangkatan harus tetap berada
dilokasi ujian sekaligus menjadi pengawas pelaksana ujian.
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Pasal 35

(1)  Koreksi  hasil  ujian  dilakukan  oleh  'Itm  Pengangkatan     segera
setelah ujian selesal dihadapan Calon.

(2)  Hasil  ujian  dirangking  berdasarkan jumlah  nilai yang  diperoleh
oleh masing-masing Calon.

Pasal 36

(1)  Dalam  hal  terdapat  Calon  Perangkat  Desa  yang  memperoleh
jumlah nilal tertinggi yang sama lebih dari  1  (satu)  orang,  maka
Tim Pengangkatan melakukan penilaian tambahan berdasarkan:
a.   tingkat pendidikan; dan
b.   pengalaman bekelja di bidang Pemerintahan Desa.

(2)  Bobot penflaian tingkat pendidikan sebagainana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf a, adalah sebagai berikut:

NO. PENDIDIKAN NILAI

1. Ijazah SMA 1

2. Ijazah Diploma I, 11 dan Ill 2

3. Ijazah Diploma IV / Saljana 3

4. Ijazah Pasca Saljana 4

(3)  Bobot  penilaian  pengalaman  beker).a  di   bidang  Pemerintahan
Desa   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b,   adalah
sebagai berikut:

NO. JENIS PENGALAMAN NILAI

1. Kepala Desa/Perangkat Desa 4
2. BPD 3

3. Unsur Staf Desa 2
4. Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

1

-  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
-  Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
-  Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
-  HIPPA, KTNA;
-  Karang Taruna;
-  PKK, PNPM, BPR, Linmas/Hansip/ KUD;
-  Kader Posyandu, Koperasi Wanita;
-  BUMDES/BUMDESMA, KPM, Posko

Sanbung Rasa;
-  FKDM; dan/atau
-  Pendamping Program Pemberdavaan,

A`
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(4)  Pengalaman  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3),  dibuktikan
dengan    surat    tugas,    surat    keterangan    dan/atau    surat

pengangkatan.

Paragl.af 6
Kelulusrm
Pasal 37

(1)  Calon  Perangkat Desa yang dinyatakan  lulus adalah calon yang
mendapatkan nilai tertingri dan mengikuti semua tahapan ujian.

(2)  Nilai kelulusan didapathan dengan rumus:
NK            = NUT + NUK + Nuihr

NK           = Nilai Kelulusan

NUT        = Nilai ujian Tulis

NUK       = Nilai ujian praktek Komputer

NUW      = Nilai ujian wawancara

(3)  Apabila  terdapat  nilai  tertinggi  yang  sama  lebih  dari   1   (satu)
orang, maka nilai kelulusan ditambah bobot penilaian tambahan
sebagainana diniaksud dalam Pasal 36, dengan rumus:
NT          = Nilal pendidikan + Nilal pengalaman
NT          = Nilai Tanbahan

(4)  Apabila masih terdapat nilai yang sama setelah ditambah dengan
bobot penilaian tanbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
maka  Tim  Pengangkatan  melaksanakan  ujian  tulis  ulang  pada
calon yang mendapat nilal tertinggi yang salna dengan seal ujian
tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hari.

(5)  Tim   Pengangkatan   mengadakan   rapat   pleno   terbuka   untuk
melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan hasilnya
diumumkan secara terbuka dihari yang sama pelaksanaan ujian
dan   dituan8kan   dalam   berita   acara   setelah   dikonsultasikan
dengan Kepala Desa.

•H
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(6)  Tim   Pengangkatan   melaporkan   seluruh   proses   pengangkatan
Perangkat   Desa   kepada   Kepala   Desa   dilampiri   berita   acara

pelaksanaan  ujian  paling  cepat  24  (dua  puluh  empat) jam  dan
paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Paragraf 7
Penetapan
Pasal 38

(1)  Hasil  Penyaringan  Calon  Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dengan urutan nilai tertingri dikonsultasikan Kepala
Desa     kepada     Camat     untuk    mendapat    penetapan     dan
rekomendasi.

(2)  Camat   memberikan   rekomendasi   tertulis   dalam   hal   proses
pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.

(3)  Rekomendasi   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (2)   terhadap
Calon  Perangkat Desa diberikan  paling lambat selama 7  (tujuh)
hari.

(4)  Berdasarkan  identifihasi  camat,   apabila  proses  pengangkatan
Perangkat  Desa  tidak  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,     Camat     tidak     memberikan     rekomendasi     dan
memerintahhan  kepada  Kepala  Desa  untuk  melakukan  proses

pengangkatan ulang.
(5)  Rekomendasi  tertulis  Camat  menjadi  dasar  Kepala  Desa  dalaln

pengangkatan   Calon   untuk   menjadi   Perangkat   Desa  dengan
Keputusan Kepala Desa.
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Pangraf 8
Pelantikan
Pasal 39

(1)  Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.

(2)  Pelantikan  Perangkat Desa dilakukan paling lama 7  (tujuh)  hari
sejak ditetapkan keputusan pengan8katan Peran8kat Desa.

(3)  Pelantikan Perangkat Deca dilakukan oleh Kepala Deca.
(4)  Pelantikan    Peran8kat    Desa    dilaksanakan    di    Desa    yang

bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar
Desa yang bersangkutan.

(5)  Pelantikan  Peran8kat  Desa  dapat  dihadiri  anggota  BPD,  unsur
Peran8kat  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa  dan  unsur
masyarakat lainnya.

Pasal 40

(1)  Pengucapan   sumpah/janji  jabatan  Perangkat  Desa  dilakukan
sesuai  dengan   agama  yang  dianut  diawali  dengan  kata-kata
sebagai berfut:
a.   bagi penganut agama Islam "Demi AIlah, saya bersumpah";
b.   bagi  penganut  agama  Fhisten/Katholik  "Saya  bebanji"  dan

diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya";
c.   bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa"; dan
d.   bagi  penganut agama  Budha  "Demi  Sang  Hyang  Adi  Budha

Saya Beljanji".

(2)  Sumpah/janji jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
aDe:wi A:Eta:h/ 'ni:ha:n,  saga bersu:rr.pah/ berjcmif e bahoa  scnga  akan

rr.err.ervuhi keu]ajiban saya sel.aku Perm:nghal Desa dengan sebal:k-

balkngab  se:ftrfu:r-j\rfu;:rnya  dan  seadihadilnga;  bahaia  scaya  ckan

salalu tact dalam Tnengamalha;n dcm memperiaha:nha:n Pcr:neasila
sebagch   Dasar   Negara;   dan   ba:ha)a   scaya   clan   rnenegckha:n
kehidupan demokrasi dan Undo:ng-Undang Dasar Negara Repru,blik
Indonesia  Tahim   1945   serta  melakscunkan  segale  peratu:ran

peru:nda:ng-undo:ngcm dengcm selu:Tus-lu:rusnya yang berto;ku bagi
Desab Daerah dan Negara Kesatwn Repu.bttk Indonesia".
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Pasal 4 I

( 1 )  Susunan acara pelantikan Perangkat Desa meliputi:
a.   menyanyikan hagu Kebangsaan Indonesia Raya;
b.   pembacaan keputusan Kepala Desa;
c.   pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Kepala

Desa;

d.   penandatanganan   berita  acara  penganbilan   sumpah/janji

jabatan;
e.   penyerahan  keputusan  Kepala  Desa  kepada  Perangkat  Desa

yang dilantik;
f.    kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa;

9.   penandatanganan pakta integritas;
h.   sambutan Kepala Desa;
i.    pembacaan doa; dan

j.    penutupan.
(2)  Susunan acara Pelantikan sebagainana dimaksud pada ayat ( 1)

dapat ditambahhan dengan pembacaan ayat suci AI Qur'an atau
kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sosial budaya
Deca setempat.

Pasal 42

( 1)  Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
(2)  Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
a.   Kepala Desa yang melantik berdiri menchadap Peran8kat Desa

yang akan dilantik; dan
b.   rohaniwan   berdiri   di   belakang   atau   sebelah   kanan   atau

sebelah ldri Perangkat Desa yang akan dilantik.
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Pasal 43

(1)  Kepala Desa yang melantik menggunakan pakaian dinas upacara
besar  atau  pakalan  sipil  lengkap  berwama  gelap  dengan  peci
nasional.

(2)  Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas
harian atau pakalan hitam putih dengan peci nasional.

(3)  Undangan   pelantikan   Perangkat   Desa   menggunalran   pakalan
batik sasirangan dan/atau bebas rapi.

Pasal 44

(1)  Perlengkapan    acara    pelantikan    Perangkat    Desa    sekurang-
kurangnya terdiri dari:
a.   Ianbang negara;
b.   bendera merah putih;
c.   gambar resmi presiden dan waldl presiden; dan
d.   spanduk      pelantikan      dengan      ukuran      dan      bentuk

menyesuaikan tempat pelantikan.

(2)  Sebelum     pelaksanaan     acara     pelantikan     Perangkat     Desa
dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh kecamatan.

Bagian Keenan
Serah Terima Jabatan

Pasal 45

(1)  Serah  terima  jabatan  dilakukan  setelah  pelantihan  Perangkat
Deca.

(2)  Serah   terima  jabatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima

jabatan.
(3)  Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (2)  dilalcsanakan  pada  acara  pengambilan
sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa setelah penyerahan
keputusan  Kepala  Desa  kepada  Perangkat  Desa  yang  dilantik
bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
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(4)  Memori  serah  terima jabatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(3) paling kurang terdiri atas:
a.   pendahuluan;

b.   jenis program dan kegiatan;
c.   program   dan   kegiatan   yang   telah   diselesaikan,    sedang

dilaksanakan dan belum dilaksanakan; dan
d.   hambatan yang dihadapi.

(5)  Kepala  Desa  melalui  SekTetaris  Desa  memfasilitasi  penyusunan
memori  serah  terima jabatan  sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)   apabila   pejabat   yang   digantikan   meninggal   dunia   atau
berhalangan tetap.

(6)  Memori  serah  terima jabatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(5)  dapat  diserahhan  oleh  Kepala  Desa  melalui  Perangkat  Desa
setelah  pelantikan  Peran9kat  Desa  sebagal  bahan  pelaksanaan
tugas oleh Perangkat Desa yang baru dilantik.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 46

(1)  Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APE Desa.

(2)  Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disesuaikan
dengan  kemampuan  keuangan  Desa yang dilaksrmakan  dengan

prinsip   efisien   dan   proporsional   serta   mengutamakan   pada
pembiayaan     yang     menunjang     keberhasilan     pelaksanaan
pengangkatan Peran9kat Desa.

(3)  Biaya  pengangkatan  Perangkat  Desa  antara  lain  dipergunakan
untuk:
a.   administrasi (alat tulis kantor, pengumuman, pembuatan dan

pengiriman undangan, fomulir pendaftaran, pembuatan surat
keputusan, pelaporan dan sebagainya) ;

b.   penyusunan naskah ujian oleh pihak ketiga;
c.   penataan lokasi tempat ujian;
d.   honorarium Tim pengangkatan;
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e.   makan minum rapat;
f.    pelantikan; dan

9.   biaya  peljalanan  dinas  untuk    koordinasi    dan    konsultasi
pelaksanaan  pengisian    Perangkat    Desa    atau    klarifikasi
falctual    terhadap    persyaratan   administrasi   Bakal    Calon
Peran8kat Desa pada lembaga /instansi terkait.

Pasal 47

(1)  Tim   Pengangkatan   wajib   melaporkan   pelaksanaan   tugasnya
kepada  Kepala  Desa  dan  menyampalkan  pertanggunedawaban

penggunaan  anggaran  kepada  Pemerintah  Desa  paling  lama  30
(tiga puluh) hard sejak Perangkat Desa dilantik.

(2)  Kepala Desra membubarkan TIM  PENGANGKATAN  paling lama  7

(tujuh) hari sejak penyampaian pertanggungjawaban penggunaan
anggaran oleh Tim Pengan8katan.

BABV

PEMBERIAN SANKSI PERANGKAT DESA

Paal 48
(1)  Peran8kat  Desa yang  tidak  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya

sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dikenal sanksi administratif ringan oleh Kepala Desa.

(2)  Dalam hal teguran tertulis sebagainana dimaksud pada ayat (1)
telah  disampaikan  2  (dua)  kali  berturut-turut  dan  tetap  tidak
dilaksanatan, dikenai sanksi administrasi sedang.

(3)  Dalam hal telah dilaksanakan pemberian sanksi sedang dan tetap
tidak  dilaksanakan  maka  dapat  ditingkatkan  menjadi  sanksi
adminstrasi berat.

(4)  Tenggang waktu  antara teguran pertama dengan  teguran  kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh)
h
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(5)  Tengggang   waktu    peningkatan    sanksi    administrasi    sedang
menjadi sanksi berat berupa pemberhentian paling lama 30 (tiga

puluh) hari.

Pasal 49

(1)  Sanksi administratif ringan  sebagainana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) berupa:

a.   teguran lisan;

b.   teguran tertulis; dan/atau
c.   penundaan hak-hakjabatan.

(2)  Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (2) berupa:

a.   pemberhentian    sementara    dengan    memperoleh    hak-hak

jabatan; atau
b.   pemberhentian     sementara    tanpa    memperoleh    hak-hak

jabatan.
(3)  Sanksi administratif berat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (3) berupa:

a.   pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan;
b.   pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan;
c.   pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan

serta dipublikasikan di media massa; atau
d.   pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan

serta dipublikasikan di media massa.

(4)  Selain sanksi sebagainana dimaksud pada ayat (3)  Kepala Desa
dapat  memberikan   sanksi   sesuai  dengan   adat  yang  berlaku
sepanjang   tidak   bertentangan   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Desa.
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Pasal 50

( I )  Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan
mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

(2)  Sanksi  administratif ringan  dapat  dijatuhkan  secara  langsung,
sedangkan  sanksi administratif sedang atau  berat  hanya  dapat
dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

(3)  Pemeriksaan   internal   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dflakukan  oleh  Tim  yang  dibentuk  dengan  Keputusan  Kepala
Desa yang anggotanya beljumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari
unsur:
a.   Kepala Deca;

b.   perwaki]an Perangkat Desa; dan
c.  kec-tan.

(4)  Penjatuhan  sanksi  adminstrasi  sedang  sebagainana  dimaksud
dalam  Pasal  48  ayat  (2)  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  setelah
dikonsultasikan dengan Camat.

(5)  Penjatuhan   sanksi  administrasi  berat   sebagaimana  dimaksud
pada  pasal   48   ayat  (3)   dilakukan  oleh   Kepala  Desa  setelah
dikonsultasikan   dengan   Camat   dan   mendapat   rekomendasi
Camat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 5 1

(1)  Kepala        Desa        memberhentikan    Perangkat    Desa    setelah
berkonsultasi  dengan Camat.

(2)  Perangkat  Desa berhenti karena:
a.   meninggal dunia;
b.   permintaan  sendiri; atau
c.    diberhentikan.

i\
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(3)  Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  huruf a  dan  huruf b  ditetapkan  dengan  keputusan  Kepala
Desa dan disampaikan   kepada Camat paling lambat  14  (empat
belas) hari setelah ditetapkan.

(4)  Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c karena:
a.   usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b.   dinyatakan  sebagai  terpidana  yang  diancam  dengan  pidana

penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berdasarkan  putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c.   berhalangan tetap;
d.   tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  sebagai  Perangkat  Desa;

dan/atau
e.   melanggar larangan sebagai peran8kat  Desa.

(5)  Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
untuk mendapatkan  rekomendasi tertulis.

(6)  Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
didasarhan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2
Meninggal Dunia

Pasal 52
Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   51   ayat  (2)   huruf  a,  ditetapkan  dengan
keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat  14

(empat  belas)  hari  terhitung  sejak  yang  bersangkutan    meninggal
dunia.
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Paragraf 3
Permintaan Sendiri

Pasal 53

(1)  Pemberhentian    Peran8hat    Desa   karena    permintaan    sendiri
sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   51   ayat   (2)   huruf   b,
ditetapkan  dengan  keputusan  Kepala  Desa  tanpa  rekomendasi
Camat, paling lambat  14 (empat belas) hari terhitung sejak yang
bersan8haitan mengaj ukan permohonan berhenti.

(2)  Permohonan   berhenti   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
disampalkan    secara    tertulis    kepada    Kepala    Desa    dengan
tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan
alacannya.

Paragraf 4
Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun

Pasal 54

(1)  Pemberhentian Peran8kat Desa karena usia telah genap 60 (enam
puluh)  tahun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51  ayat  (4)
huruf a, Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada
Kepala Desa perihal nasa jabatan akan berakhir paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.
(2)  Kepala Desa wajib melakukan  konsultasi tertulis  kepada Camat

paling    lambat    2     (dua)     bulan     setelah     menerima     surat
pemberitahuan dari Perangkat Desa.

(3)  Camat   menerbitkan   rekomendasi   tertulis   berisi   persetujuan
tentang    pemberhentian    Perangkat    Desa    setelah    menerima
konsultasi terturis.

(4)  Kepala  Desa  menetapkan  keputusan  pemberhentian  Perangkat
Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) .
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(5)  Dalam  hal  usia  Perangkat  Desa  telah  genap  60  (enam  puluh)
tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa,
maka   Kepala   Desa   wajib   memberhentikan   Perangkat   Desa
tersebut  dengan   tetap   melakukan   konsultasi  tertulis   kepada
Carat.

(6)  Dalam  hal  Kepala  Desa  tidak  memberhentikan  Perangkat  Desa
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5),   Camat   memberikan
teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5
Dinyatakan  Sebagai Terpidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara
Paling Sin9kat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang

Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Pasal 55

(1)  Pemberhentian  Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 51  ayat (4)  huruf b, dilakukan apabila terbukti melakukan
tindck  pidana  yarig  diancam  pidana  penjara  paling  singkat  5

(lima)  tahun  berdasarkan  putusan pengadilan yang mempunyal
kekuatan hukum tetap.

(2)  Kepala  Desa wajib  melakuhan  konsultasi  secara tertulis  kepada
Camat   terkait   pemberhentian   Peran8kat   Desa   sebagaimana
dimaksud ayat ( 1).

(3)  Camat  menerbitkan   rekomendasi  tertulis  persetujuan   tentang
pemberhentian       Perangkat       Desa       berdasarkan       syarat
pemberhentian   Perangkat  Desa,   setelah  menerima  konsultasi
tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimcksud pada ayat (2) .

(4)  Kepala   Desa   menetapkan   keputusan   tentang   pemberhentian
Perangkat  Desa  berdasarkan  rekomendasi  tertulis  dari  Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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Paragraf 6
Berhalangan Tetap

Pasal 56

(1)  Pemberhentian    Perangkat    Desa    karena    berhalangan    tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51  ayat (4)  huruf c,  adalah
tidak   dapat   melakeanakan   tugas   secara   berkelanjutan   atau
berhalangan tetap  secara berturut-turut selama 6  (enam)  bulan
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental,  tidak  berfungsi  secara  normal  yang  dibuktikan  dengan
surat keterangan dokter pemerintah.

(2)  Perangkat     Deca    yang     berhalangan     tetap     karena     sakit
sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  tidak  bersedia  diperikea  dokter

pemerintah, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa
tersebut.

(3)  Kepala  Desa wajib  melakukan  konsultasi  tertulis kepada Camat
terkait  pemberhentian  Peran8kat  Desa  sebagaimana  dimaksud
ayat ( 1 ) .

(4)  Camat   menerbitkan   rekomendasi   tertulis   berisi   persetujuan
tentang pemberhentian Peranghat Desa.

(5)  Kepala   Desa   menetapkan   keputusan   tentang   pemberhentian
Perangkat  Desa  berdasarkan  rekomendasi  tertulis  dari  Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 7
Tidak I,agi Memenuhi Persyaratan Sebagai Peran8kat Desa

Pasal 57

(1)  Pemberhentian   Perangkat   Desa   karena   tidak   lagi   memenuhi
persyaratan   sebagai   Perangkat   Desa   sebagaimana   dimaksud
dalaln  Pasal  51  ayat  (4)  huruf d,  wajib  dikonsultasikan  kepada
Camat setelah Kepala Desa menyatakan  yang bercangloutan tidak
lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
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(2)  Pemyataan   Kepala   Desa   tentang   Perangkat   Desa   tidak   lagi
memenuhi persyaratan  sebagai Perangkat Desa harus didukung
dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggung].awabkan.

(3)  Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau
penolakan   pemberhentian   Peran8kat   Desa   setelah   menerima
konsultasi tertulis Kepala Desa.

(4)  Kepala   Desa   menetapkan   keputusan   tentang   pemberhentian
Peranglcat  Desa  berdasarkan  rekomendasi  tertulis  dari  Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Paragraf 8
Melanggar Larangan Sebagal Perangkat Desa

Pasal 58

( 1)  I.arangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (4) huruf e adalah sebagai berikut:
a.   merugikan kepentingan umum;
b.   membuat   keputusan   yang   menguntun8kan   diri   sendiri,

anggota keiuarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.   menyalahgunakan   wewenang,   tugas,   kewajiban,   dan/atau

haknya;
d.   melakukan  tindakan  diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu;
e.   melakukan   tindakan   meresahkan   sekelompok   masyarakat

desa;

f.    melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap
keananan negara;

9.   melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme,  menerima  uang,
barang,    dan/atau    jasa    dari    pihak    lain    yang    dapat
mempengaruhi    keputusan    atau    tindakan    yang    akan
dilakukannya;

h.   menjadi pengurus partai pohitik;
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i.    menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

j.    merangkap jabatan  sebagal  Ketua  Lembaga  Kemasyarakatan
Desa,  anggota BPD,  dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan ;
k.   ikut   serta   dan/atau   terlibat   dalani   kampanye   pemilihan

umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala
Desra;

I.    meninggalkan   tugas   selama   60   (enam   puluh)   hari   kerja
berturut-turut   tanpa   alasan  yang  jelas  dan   tidak   dapat
dipertanggungjawabkan;

in.  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan

perundang-undangan,    bertentangan   dengan   norma   yang
hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  atau  melakukan

perbuatan   lain   yang   dapat   men8hilangkan   kepercayaan
masyarakat; dan

n.   memilild ikatan kerja dengan instansi negeri dan/atau swasta.

(2)  Pemberhentian    Perangkat   Desa   karena   melanggar   larangan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   dilaksanakan   melalui
tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
a.   teguran lisan;
b.   teguran tertulis; dan
c.   pemberhentian sementara.

(3)  Teguran  lisan  sebagalmana  dinaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,
dilakukan   dalam  bentuk  pembinaan  yang  dituangkan   dalam
berita acara.

(4)  Dalam hal sanksi administrasi berupa tegul.an lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh)
hari, maka dapat diberikan teguran tertulis oleh Kepala Desa.

(5)  Teguran tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
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(6)  Teguran  sebagaimana dimaksud  pada ayat (5)  diberikan dengan
tenggang waktu :
a.   teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari;

dan
b.   teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari;

(7)  Dalarn  hal  teguran  ketiga  tidak  dilaksanakan  sampal  dengan
tenggang waktu 10 (sepuluh) hari:
a.   Kepala  Desa  melakukan  konsultasi  tertulis  kepada  Camat

mengenal  pemberhentian  Perangkat  Desa  dengan  dilampiri
bukti pendukung yang dapat dipeltanggungjawabkan;

b.   Camat   memberikan   rekomendasi   tertulis   yang   memuat
mengenai     pemberhentian     Perangkat    desa    yang     telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

c.   rekomendasi tertulis Camat di].adikan dasar oleh Kepala Desa
dalam   pemberhentian   Perangkat   Desa  dengan   keputusan
Kepala Deca.

(8)  Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  huruf
b  wajib  disampaikan  oleh  Camat  paling  lambat  7  (tujuh)  hari
sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.

(9)  Rekomendasi   Camat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (8)
diberikan  setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan hal-
hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(10)  Kepala  Desa  menerbitkan  keputusan  pemberhentian  Perangkat
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi
tertulis dari Camat.
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Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 59

(1)  Perangkat   Desa   diberhentikan   sementara   oleh   Kepala   Desa
dengan keputusan  Kepala Desa.

(2)  Pemberhentian      sementara     Peran8kat     Desa     sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) disebabkan:
a.   ditetapkan  sebagal  tersungka  dalam  tindak  pidana  korupsi,

terorisme,     makar,     dan/atau    tindak    pidana    terhadap
keananan negara;

b.   dinyatakan  sebagal  terdakwa yang  diancam  dengan  pidana

penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berdasarkan  register
perkara di pengadilan;

c.   tertangkap tangan dan ditahan; atau
d.   melanggar   larangan   sebagal   Perangkat   Desa  yang   diatur

sesuai dengan ketentuan per.aturan perundang-undangan.

(3)  Pemberhentian     sementara     Peran8kat     Desa     sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf a,  huruf  b  dan  huruf  c  dapat
dijatuhhan  langsung  oleh  Kepala  Desa  sebagai  bentuk  sanksi
administratif     sedang     tanpa     melalui     pemberian      sanksi
administratif ringan setelah dikonsultasikan dengan Camat.

(4)  Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara, Perangkat Desa
yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas
dan  kewajiban  Perangkat  Desa  yang  diberhentikan  sementara
sampai    dengan    adanya    putusan    pengadilan    yang    telah
mempunyal kekuatan hukum tetap.

(5)  Sebelum   pelaksanaan   pemberhentian   sementara   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melakukan konsultasi
secara tertulis kepada Camat.

(6)  Konsultasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),   dilengkapi
dengan  fotocopy  bukti-bukti/surat-surat  terkalt  dengan  status
tersangka,  terdakwa,  dan  ditahan  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
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Pasal 60

(1)  Perangkat   Desa   yang   diberhentikan   sementara   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, humf b, dan huruf c
diputus   bebas,    atau    tidak   terbu]cti    bersalah    berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(2)  Pengembalian  kepada jabatan  semula  oleh  Kepala  Desa  paling
lana  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  penetapan  putusan  pengadilan
diterima oleh Perangkat Desa.

(3)  Pencabutan  keputusan   sebagainana  dimaksud   pada  ayat  (1)
dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.

(4)  Apabila     Perangkat     Desa     yang     diberhentikan     sementara
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  pada  ayat  (2)  huruf a,
huruf b,  dan huruf c dinyatakan terbulcti bersalah berdasarkan

putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum
tetap,  maka Kepala Desa memberikan  sanksi administrasi berat
berupa     pemberhentian     sebagai     PeranBkat     Desa     setelah
dikonsultasikan   dengan   Camat   dan   mendapat   rekomendasi
Carat.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF DESA

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6 1

(1)  Kepala Desa dapat mengan8kat unsur star Desa.
(2)  Unsur  staf  Desa  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling

banyak 2 (dua) orang.

(3)  Unsur star Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.    1 (satu) orang star Perangkat Desa; dan
b.    1  (satu) orang star administrasi BPD.

•EI
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(4)  Untuk    dapat   menjadi   unsur    star   Desa   harus   memenuhi
persyaratan sebagal berikut:
a.   warga Desa bersangivtan;
b.   berpendidikan  paling rendah  sekolah  menengah  umum atau

yang sederajat;
c.   berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi

35  (tiga puluh lima)  tahun pada saat mendaftar sebagai star
Deca;

d.   berkelakuan baik dan berbadan sehat; dart
e.   tidak  sedang  menjadi  tersangka  dalani  kasus  hukum  dan

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Bagian Kedua.

Star Perangkat liesa
Pasal 62

(1)  Kepala  Desa  mengangkat  star  Perangkat   Desa  dengan   Surat
keputusan Kepala Desa.

(2)  Surat  keputusan  Kepala  Desa  wajib  memuat  tugas-tugas  star
Peran8kat Desa dan masa kelja staf Perangkat Desa.

(3)  Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61  ayat
(3) huruf a, adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi,
dan kepala kewilayahan.

(4)  Masa  kelja  staf  Perangkat  Desa  mengikuti  nasa  kelja  Kepala
Desa.

(5)  Kineria staf Perangkat Desa dievaluasi  setiap tahun oleh  Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Staf Administrasi BPD

Pasal 63

(1)  Star  administrasi  BPD  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  61
ayat  (3)  huruf b,  adalah  untuk mendukung pelaksanaan  tugas
kelembagaan BPD.
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(2)  Staf administrasi BPD dipilih melalui rapat BPD  dan ditetapkari
dengan Keputusan BPD.

(3)  Hasil   keputusan   BPD   disampaikan   oleh   Ketua   BPD   kepada
Kepala   Desa   dan   dijadikan   dasar   oleh   Kepala   Desa   untuk

pengangkatan  staf  administrasi  BPD  dengan  surat  keputusan
Kepala Desa.

(4)  Surat  keputusan  Kepala  Desa  sebagainana  dimaksud  ayat  (3)
wajib memuat tugas-tugas staf administrasi BPD dan nasa kelja
star administrasi BPD .

(5)  Masa kelja star administrasi BPD mengikuti nasa kelja BPD.
(6)  Kinelja star adminstrasi BPD dievaluasi setiap tahun oleh BPD.

Bagian Keempat
Penghasilan Star Desa

Pasal 64

(1)  Staf  Desa   sebagainana   dimaksud   dalaln   Pasal   61   ayat   (3)
diberikan tunjangan sesual dengan kemampuan keuangan Desa.

(2)  Tunjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  banyak
atau sama dengan tunjangan anggota BPD.

(3)  Pembayaran  tunjangan  star  Desa  menggunakan  alokasi  dana
Desa dan dianggarkan dalam APE Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian Staf Desa

Pasal 65

(1)  Staf Desa berhenti karena:
a.   meninggal dunia;
b.   permintann sendiri; atau
c.   diberhentikan.

(2)  Pemberhentian  Star Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ( 1)
huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
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(3)  Kepala  Desa  menyampaikan  salinan  keputusan  pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk staf administrasi BPD
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari.

(4)  Staf  Desa  diberhentikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c karena:
a.   usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.   dinyatakan  sebagai  terpidana  yang  diancam  dengan  pidana

penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berdasarkan  putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c.   berhalangan tetap;
d.   tidak lagi memenuhi perayaratan sebagai staf Desa; atau
e.   melanggar larangan sebagal staf Desa.

(5)  Pemberhentian   staf  administrasi   BPD   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (4)  huruf  c,  wajib  dikonsultasikan  terlebih  dahulu
dengan BPD untuk mendapatkan rekomendasi.

(6)  Rekomendasi   tertulis   BPD   sebagaimana   dimakeud   ayat   (5)
menjadi    dasar    Kepala    Desa    untuk    memberhentikan    staf
administrasi BPD.

(7)  harangan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e,
mengacu pada larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat ( 1 ) .

BAB VIII

KESELAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 66

(1)  Selain   penghasilan   tetap,    Perangkat   Desa   dapat   menerima
jaminan  kesehatan  dan  tunjangan  tambahan  penghasilan  serta
penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan nasa kelja
dan jabatan Perangkat Desa.

(2)  Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

`-A
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BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 67

(1)  Perangkat   Desa   dan   star  Desa  yang   telah   diangkat   dengan
keputusan  Kepala  Desa  wajib  mengikuti  pelatihan  awal  nasa
tugas  dan  program-program  pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh
Pemerintah,    Pemerintah    Provinsi,    Pemerintah    Daerah,    dan
Pemerintah Deca.

(2)  Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara,   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Provinsi,  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerali,  dan APE  Desa, serta sumber anggaran sah
lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.

BABX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

(1)  Pemerintah   Daerah   dan   Camat   melakukan   pembinaan   dan
pengawasan dalam rang]ra pengangkatan, pelantikan, pemberian
sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.

(2)  Pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
a.   memberikan pedoman pengangkatan Perangkat Desa;
b.   memberikan   pedoman   pelakeanaan   pelantikan   Perangkat

Deca;

c.   memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
d.   memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara

dan pemberhentian Perangkat Desa;
e.   memberikan  pedoman  penyusunan  tata tertib  pengan8katan

Perangkat Deca;
f.    mengawasi pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa; dan

9.   melakukan  fasilitasi  penyelesaian  perselisihan  pengangkatan
Perangkat Desa.

H
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(3)  Pembinaan    dan    pengawasan    yang    dilakukan    oleh    Camat
sebagaimana dinaksud pada ayat ( 1) meuputi:
a.   fasilitasi pelaksanaan pengangkatan Peran8kat Desa;
b.   fasilitasi pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
c.   fasilitasi pelaksanaan pemberian sanksi Perangkat Desa;
d.   fasilitasi     pelaksanaan     pemberhentian     sementara     dan

pemberhentian Perangkat Desa;
e.   fasilitasi penyusunan naskah ujian Pelangkat Desa;
f.    fasilitasi      pemberian     rekomendasi     pengangkatan      dan

pemberhentian Peran8kat Desa; dan
9.   fasilitasi  penyelesalan  perselisihan  pengangkatan  Perangkat

Desa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69
Pengangkatan  dan  pemberhentian  Perangkat  Desa  yang     sedang
dalam  proses  sebelum  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  ini,  tetap
dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 70

(1)  Format   tentang   pengan8hatan   Perangkat   Desa   sebagaimana
tercantum  dalam  I.ampiran   I  yang  merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)  Format  tentang  pemberian  sanksi  Perangkat  Desa  sebagainana
tercantum  dalam  Lampiran  11  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)  Format   tentang   pemberhentian   Perangkat   Desa   sebagaimana
tercantum  dalam  hampiran  Ill  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)  Format   tentang   pengangkatan   dan   pemberhentian   star  Desa
sebagaimana  tercantum  dalam  hampiran  IV  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

hill
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BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalani  Berita  Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di .Rantau

::dpaA=TesAV:NTvember2o2t

dy
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

BERITA DAERAII KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021  NOMOR   55



LJ"PIRAN I
PERATURAI\l BUPATI TAPIN             .
NOMOR...55........TAHUN......202.1.
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

FORMAT Doi{uHEN PENGANGRATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

1.   Format Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Desa.

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP DE§h .....

I,,,,,,,,,,,,,,,,,.................,,,,,,,,,,,,,,,

SufIAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar        :    Bupat  Tapin  nomor  .....  Tahun   .....  tentang   Pengangkatan  dan
Pemberhentian Perangkat Desa dan Stol Desa Pasal 4 :
-    Ayah (2) : Dalam hal teriadi kckosongan jabafan perangkat Desa

maka  tugas  perangkat  desa  yang  kosong  dilaksanakan  oleh
pelaksena tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa yang lain.

-    Ayat (3) : Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat pen.ntah tugas yang
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.

MEMERINTAHKAN

Nana
TenpatITgl. Lahir

Jabatan

Untuk  menjalankan  tugas  sebagai  Prt.
dari fanggal ........................ 8ampai dengan terpilihnya

terhituno
melalui mekanjene

penjaringan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Sunat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................,.........,....,......   20 .....

Kepala Dce ............................,

Tembusan :
1.    BupatiTapin

u.p' Camat ...
2.   Ybs. Saudara
3.   Arsip.

i



2.   Format Pemberitahuan Tertulis Kepada Camat Rencana Pengangkatan  Perangkat
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP DESA .....

.....................,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.........-.....................,,

Nomor
Sifat
lampiran
Perihal

Segera

Rencana Pengangkatan
Perangkat besa.

..............-.I.....................20--

Kepada Yth :

CAI'AT...................

di-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ......., tenfang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa, Pacal 6 ayat
(1),  menyebutkan  :  (1)  Dalam  rangka  melaksanakan  proses permalonan  dan
pengangkatan Jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara
tertulis    kepada    Camat    paling    lambat    30    (noa    puluh)    hari    sebelum
pelaksanaannya.

Mendasari hal tersebut di atas dan sesuai dengan klasifikasi mod I Desa
kami            yaitl,            : (disi           dengan
swadaya/swakarya/swasembada),            make            akan            dilakcanakan
pengisian/pengangkatan  Perangkat  Desa  yang  kosong  sesuai  dengan  data
tersebut dibawah ini :

NO Nana Jabrfun Penngkat Desa Yang Kosono

1.

2. ... dst

Demikian disampaikan. alas perhatannya diucapkan terimakasih.

I{®pefa Don,

i

Tonbucan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan

u.p. Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.    Amsip.



3.   Formait Surat Undangan Rapat Pembentiikan Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEWIERINTAI+ KABuPATEN TAPIN

KECANATAN...........

DESA..............

Oktober 2021

Pombenfukan Tim
Pengangkatan Perangkat Desa

Kepada

Yth'.................-.........

di - tempat

Seliubungan dengan akan dilakcanakan kegiatan Pengangkatan Perangkat
Desa    ......................,    Kecamatan    ..................   fahun ...........,    dengan   ini   kami
mengundang Bapak/lbu/Saudara(i) untuk beThedir  pada:

Hari
Tanogal
Waktu
Tempat
Acara Pembentukan llm Pengangkatan Perangkat Desa.

Demikian   undangan   ini   digampaikan   alas   pematian   dan   kehadirannya
diucapkan terima kasih.

Kepala Desa  ...................

Tembusan :
1 . Yth. Camat ....................... sebagai laporan.
2. Amsip

i



4.   Format Berita Acara Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat besa.

PEHIERINTAH RABuPATEN TAPIN
KECANATAII...........

DESA.....--.......

BERITA ACARA RAPAT

pEHBENTUKAi\i Tin PENGANGKATAN PERANGKAT  DESA ........................
KECAMATAII....................

IIABuPATEN TAPIN TAHUN  2021

Nomor

Pada  hari  ini ,............  tanggal   .................   bulan   ,..............   Tahun   ............,

felah  dilaksanakan  Rapat  PembemLikan  Panitia  Pengangkatan  Perangkat  Desa  yang
dihadiTi oleh Kepala Desa,  un8ur Perangkat Desa,  Lembaga Kemasyarakatan Pesa dan
Tokoh Masyarakat Desa sebagalmana daftar hedir teilampir.

Hasjl rapat antara lain cebagai berilart:

1.   Berdasaikan    hasil    rapat,    d.eepakati    bahma    susurran    kepani6aan    Panitia
Pengangkatan Peiangkat Desa terdiri alas:

No NamaL Jabaan
1

2
3
4
d8t

2.   Pada  akhir rapat,  Kepala  Desa  meminfa  kepada  Panitia  Pengangkatan  Perangkat
Deso  untuk  segera  monyusun  rencana  keria  tahapan  Pengangkatan   Perangkat
Desa sesuai  ketentuan  perundangundangan dan  melakcanakannya dengan  penuh
tanggungiawab  dengan  menjaga  rretralitas  setelah  kepanitican  djtefapkan  dengan
Keputusan Kepala De8a dan dilantik oleli Kepala Desa.

Demikian  Berita Acara  ini  dibuat  untuk dipergunakan  sebagaimana  mestjnya
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa.

PIMPIRAN RAPAT,



5.   Format Daftar HadiT.

•S£3-
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECANATAN..„.......

DESA..-...........

AIama'

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGANGKAT^N PERANGKAT  DESA .................
KECANATAN.................

TAHUN 2021

Hart

Tanooal

Tempat

NO - JrmTAV T"DA T^N¢AN

1 1..........-.

2 2........."...

3 3..........„

4 4. . . " . . . . . . . . .

5 5."..........

6 6..............

7 7..-..........

dst 8."".........

..................,  „ ...............  2021

Kepala Deso,



6.  SK Kepala ha Tenfang PembentLikan Tim Pengangkatan Perangkat Oesa

KEPuTuSAN KEPALA DESA ........................
Nomor      : -....-...........-.....-..

T®ndano :

PENETAPAN TIH PENGANCKATAN PERANGl«T DESA
...............KECANATAN...............„..

IIABuPATEN TAPIN TAHUN 2021

Menimbang

KEPALA DESA ,,........................ „

bariwa  dalam  rangka  keberhasilan  pengangkatan  Perangkat  Desa
maka     perlu     dibentuk     Tim     Pengangkatan     Perangkat     Deca,
Desa ....................  Kecamatan ....................  Kabupaton Tapin.

Mengingat            :      1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 teutang pembentukan Daerali
Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapjn dan Daerah Tingkat 11
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor  7,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan  PemeTintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Petaturan
Pelak8anaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang besa
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  RepiJblik  Indonesia   Nomor  5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43  Tahun  2014  tentang  PeratLiran  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun  2014 tenfang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan  Mentori  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Borita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) eebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017
tentang Perubahan Afas PeTaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tontang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Deca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tenfang Struk(ur Organiso8i
dan   Tata   Keria   Pemerintah   Desa   8erta   Pengangkatan   dan
Pembeitientian Perangkat Desa di Kabupaton Tapin;

6. dst ..... (dii8i se8uai tata urufan peraturan perundang-undangan yang
torkait).

Memperhatikan  :       Berifa Acara pembentukan Tim pengangkatan perangkat Dese nomor
•.......tanoga'..........;

iiiEiiumusIN:

Menctapkan

PERTAMA Mengangkat   name-nama   yang   tercantum   dalam    lampiran
Keputusan   ini   sebagai   Tim   Pengangkatan   Perangkat  Desa
...........,Kecamatan.........,KabupatenTapinTahun2021;

i



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim  Pengangkatan  Perangkat  Deca  sebagaimana   dimaksud
pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugae dan fungsi sebagai
berikut :

1.   merencanakan  dan  mengajukan  biaya  pengangkatan  perangkat
besa  dan  dengan  persetujuan  kepala  desa  dan  dikonsultasikan
kepada Camat;

2.   menyusun    jadwal    vaml    dan    tempat    proses    pelakeanaan
pengangkatan perangkat desa, dengan pereetujuan Kepala Besa:

3.   menyusun tata tortib pelakcanaan pengangkatan Perangkat ttea
dengan pertimbangan Kepala Deca dikonsuhasikan dengan Camat;

4.   mengumumkan      kepada      masyarakat      mengenai      adanya
pengangkatan Perangkat Desa;
melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
melakukan Penyaringan/selek8i administrasi Bakal Calon;
menetapkan Colon yang berhak mengikuti soleksi;
momfasilifesi   penyediaan   peralatan,   periengkapan   dan  tempat

5
6
7
8

pelaksanaan ujian ;
9.   melakeanakan ujian dan mengoretsi hasil ujian;
10. menefapkan dan mengumumkan hasil ujian;
11. mengajukan   Calon   yang   lulus   dan   memperol®h   nilai  tertl.nggi

kepada Kepala ttsa; dan
12. melaporkan  pelaksanaan  pengangkatan  Perangkat  bea kepada

Kepela De8a.

Maso keria Tim Pengangkatan Perangkat Desa terhitung mulai
bulan    .........    sampai    dengan    bulan    .........    dan    diborikan
honorarium   sesuai  dengan   ketentuan   pefatlran   perundang-
undangan yang bertaku.
Keputusan ini berlaku sejak fanggal ditefapkan.

Ditotapkan di .......................

Pada tanggal .......................

K®p®Ia -



7.  Fomat Cap Afau Stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa

•=ccT

-in
KABurmiT"



8.   Fomat SK Kepala Desa Tentang Pergantian Tim Pengangkatan Perangkat Desa

KEPuTuSAN KEPAIA DESA ...................... "
Nomor      : ,,..,....................-

T®ntano :

PENGGANTIAN TIN PENGANGRATAN PERANGRAT DESA

...............KECANATAN.................„

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA DESA ............................,

Menimbang            :      1.    bah`^/a  sehubungan  dengan maka  periu

melakukan  Pergantian Tim Pengangkatan Perangkat  Desa;

2.   bah`^/a  berdasarkan  poTtimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hunrf   a   diatas,   perlu   menetapkan   Keputucan   Kepala   Desa

Mengingat             :      1.   Undang-Undang   Nomor  8  Tahun   1965  tentang   Pombentukan

Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah

Tingkat 11 Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone8ia

Nomor 2756);

2.   Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lombaran

Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,   Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun  2014 tentang  Peraturan

Pelatsanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran  Negara  Republik  lndonesja  Tahun  2014  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)

sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemelintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tontang  PerfuJran  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor  157, Tambahan Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);



4.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 83 Tahun  2015 tontang

Pengangkatan dan Pomberhentian Perangkat Desa (Berita Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  5)  eebagaimana  telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017  tenfang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat  Desa  (Berita  Negara  Repub[ik  Indonesia  Tahun  2017

Nomor 1223);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Strukfur Organisasi

dan   Tata   Keria   Pemerintah    Desa   serta   Pengangkatan   dan

Pemberhentian Perangkat Dose di Kabupaten Tapin;

6. dst ..... (dii§i sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang

tertait).

Mempertiatikan   :        Surat pengunduran dirt sdr .... „ ...................,.., tanggal..„„„„...;

MEMUTuSK":

Menctapkan

PERTARA Memberhentikan  dengan   hormat  Sdr ......................,   Jabatan

..............   dalam   Tim   Pengangkatan   Perangkat   Deso      dan

mengangkat  Sdr ................  Jabatan  ........................  dalam  Tim

Pengangkafan Perangkat Deca.
KEDUA                 :     Segala biaya yang timbul afas pelaksamaan Keputusan Kepala

Desa  ini djbebankan  pada Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Desa.............-.

KETIGA                 :    Keputusan ini beriaku sejak tanggal difetapkan.

Ditctapkan di .......................

Pada tanggal .......................

K®pala Dha

(...................................")



9.   Format Contoh Tata Tertjb Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

KEPuTUSAN

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
NOMOR

TENTANG

T^TA TERTIB PENGISIAN PERAI\IGKAT DESA
DESA...............................KECAMATAN..........................................

Menimbang           :     1.   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   13   ayat   (13)   huruf   c

Peraaturan    Bupati    Tapin    Nomor    ......    Tahun    .....    tentang

Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  dan  Staf

Desa, maka Tim Pengangkatan Perangkat Desa perlu menyusun

tata tertib pongangkatan perangkat desa cebagai podoman untuk

kelancaran   dan   keteiliban   dalam   pelaksanaan   pengangkatan

Perangkat   Desa    ..............    Kecamatan    ................    Kabupaten

Tapin;

2.   bah\ra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam

huruf a diatae, per[u menetapkan Keputusan Tim Pengangkatan

Perangkat Desa   .........................

Mengingat            :      1.   Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014  terdeng  Desa  (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,   Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014 tentang  Porarfuran

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub]ik  Indonesia  Nomor  5539)

sebagaimana telaJi diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undeng-Undang

Nomor 6 TahtJn  2014 tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);



3.   Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 83 Tahun  2015 tentang

Pengangkatan dan PembeThentian Perangkat Desa (Berita Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  5)  sebagaimana  telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017  tentang  Perubahan  AIas  Perat`Iran  Menteri  Dalam  Negch

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembertientian

Perangkat  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017

Nomor 1223);

4.   Peraturan    Daerah    Nomor    11    tahun    2017   tenfang    Stnilctur

Organisasi dan Tata Keria Pemerintah Desa serta Pengangkatan

dan Pembertientjan Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;

5.    Peraturan   De8a   .................   Nomor   .....,...   Tahun   ........   tontang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........

6.    Kepufucan   Kepala   Desa   .......   Nomor  ......   Tahun   .......  tentang

Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa .............. Tahun

llEHUTuS"

Menetapkan

PERTAVA

KEDUA

KET'GA

KEEMPAT

Keputuson   Tim   Pengisian   Perangkat   Desa   tentang   Tata   Tertib

Pengi8ian  Porangkat  Desa  ..............  Kecamatan  ...........   Kabupaten

•....-.-...  Tahun  ...' .....

Tata   Tertib   Pengisian   Perangkat   Desa   sebagai   pedoman untuk

kelancaran  dan  kctertiban      dalam      pelaksanaan pengisjan

Perangkat besa ................  Kcamatan .............  Kabupaten .................

Tahun............

Tata   Tertib   sebagaimana   dimaksud   Diktum    KESATu tereantum

dalam  Lampiran    Keputucan  jni  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpicahkan dart Keputu8an ini.

Keputusan ini berlaku sejak fanggal ditefapkan.

Ditetapkandi..„........`..........

Pada tanggal .......................

Tlm P®noangkatan P®rahgkat Deaa
Ekm...................Tahun............



LAVPIFEN
KEPurTUSAN TIM PENGANGKATAN PERANGRAT DESA
NOMOR...............TAHUN...............
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN PERANGKAT DESA

TATA TERTiB pENGAr`IGRATAN PERANGKAT DESA
DESA . . . „ .....................  KECAMATAN

RABuPATEN......TAHUN..............„

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasol 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimakeud dengan istilah :
(1)      Desa adalah desa...„ ..... Kecamatan .......... Kabupaten .......... yang merupakan  kesatuan

masyarakat hukum yang memi[jki batas-bates wilayah yang   ber\renang  untuk  mengatur
dan   mengurus   kepend.ngan  masyarakat   setempat,    berdasarkan   asal-usul dan  adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Repub[ik Indonesia.

(2)     Pemerinfah  Desa  adalah  Kepala  Desa  ..........  dan  Perangkat  Desa .......... Kecamatan
..........    Kabupaten .......... sebagai unsur penyelenggara pemeiintahan desa.

(3)     Kepala Desa adalah Kepala Desa .......... Kecamatan „ ........ Kabupaten Bqjonegoro.
(4)     Badan   Permusyawaratan   Desa   yang   selanjutnya   disebut   BPD   adalah   BPD   ..........

Kecamafan   ..........   Kabupaten   ......,...  sebagai  lembaga  yang  merupakan  pemrujndan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan eebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

(5)     Pemerintahan   Desa  edalah   penyelenggaraan  urusan   pemerintahan  oleh Pemerintah
Desa ..... „... dan BPD.„ .......  Kecamatan ..........  Kabupaten .......... dafam    mengatur    dan
mengurus    kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  a8al-usul dan adat istiadat
setompat yang diakui dan dihomati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

(6)     beratuTan Desa adalah Peraturan Deca ..........  Kecamatan ...,.... „ Kabupeten .......... yang
merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oloh BPD bersama K®pala Deca.

0)     Pegavai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik
Indonesia.

(8)     Perangkat  Desa  adalah  unsur  stol  yang  membantu  kepala  desa  dalam penyu§unan
kebijakan  dan  koordinasi  yang  dtwadahi  dalam  sekrotariat de§a, dan unsur pendukung
tuga8 kepala desa dalam pelakcanaan kebijakan yang  di`radahi  datam  bertuk  pelakcana
teknis  dan  unsur kewilayahan.

(9)     Penjaringan adalah 8uatu upaya yang dilakukan oleh Tim pemilihan  untuk mendapatkan
bakal calon dari warga ma8yarakat desa.

(10)   Penyaringan  adalah  seleksi  yang  dilakukan  oleh  Tim  baik  dart  8egi administrasi dan
ujian tulis serta wavrancara.

(11)  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa,   selanjutnya   disebut   APB   Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditefapkan dengan Peraturan Desa.

BAB  11
LOWONGAN PERAI`IGKAT DESA

Pasal 2
Perangkat Desa yang lo`rong, yaitu :
a ....................... (diisi dengan jabatan yang dlceno
b......dst

BAB Ill
TIM PENGANGKATAN PERANGRAT DESA

Bagian Ke8atu
Pembentukan dan Penggantian anggota "m

Pasal 3 `i



(1) Kepala  Desa  membentuk  Tim  dapat  berasal  dart  unsur,  Kecamatan,  Perangkat  Desa,
Lembaga Maeyarakat Desa dan unsur tokoh masyarakat sctempat yang difetapkan dengan
Keputusan Kepala deca.

(2) Tim  sebagaimana dimaksud  peda ayait (1)  sebanyak  .....  ( ......... )  orang   dengan susunan
Kefua, Sekrctaris, dan anggcta.

(3) Su8unan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 9ebagai berikut  :
/di.i.er. dongan name/ KctLJa merangkap anggota;
/d/./.s/. dengon name/ Sekedris merangkap anggofa;
(diisi dengan name) ariggo:to.,

d....dst

(4) Untuk keperluan administrasi Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim.
(5) Apabila terdapet Anggofa Tim Pengangkatan yang mengundurkan diri make  diatur sebagai

berikut :
a.   Tim melakukan musya`^rarah internal membahas u8ulan  pengunduran dirt dart anggcta

b.   Ketua Tim melaporkan basil musyawarah kepada Kepala Desa :
c.   Alas  laporan  dari  Ketua  Tlm,  K®pala  Desa  m®nunjuk  pengganti  Anggota  Tim  yang

mengundurkan dirt dapat dari unsur Perangkat Desa atau dari unsur Kelembagaan Desa;
d.   Pergantjan anggcta Tlm disertal dengan Surat Keputuean K®pala Deso.

Bagian Kedua
Tugas Tim

Pasal 4

(1 ) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 beTtugas:
a,   morencanakan  dan  mengajukan  biaya  pengangkafan  perangkat  Desa  dan  dengan

per8etLljuan kepala desa dan dikonsuhasikan kepada Camat;
b.   menyusun jadwal wawhl dan tempat proses pelakeanaan pengangkatan perangkat desa,

dengan persetujuan Kepela Desa;
c.   menyusun tata tertib pefakcanaan pengangkatan Porangkat Desa dengan pertimbangan

Kepala Desa dikonsuhasikan dengan Camat;
d.   mongumumkan kepada masyarakat m®ngenai adanya pengangkatan PeTangkat Desa;
e.   molakukan Penjaringan/pendataran Bakal Calon;
f.     melakukan penyan.ngan/selekei administrasi Bakal calon;
9.   menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi;
h.   memfasilitasi penyediaan peralatan, porlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
i.     melaksanakan ujian dan mengoreksi basil ujian;
j.     menctapkan dan mengumumkan hasil ujian;
k.    mengajukan Ca]on yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepafa Desa; dan
I.     melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa kepada Kepala Deca.

(2) Dalam  pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk seknatariat
Tim yang berfempat di ............. besa ...........

(3) Dalam   pembuatan   soal   ujfan   bagi   calon   Perangkat   Desa, Tim   bekeriasama dengan :
Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi yang sekurang kurangnya terakreditasi 8,
Lemabag  Bimbingan  Bolajar tingkst SLTA,  Organ.tsasi  Komaeyarakatan  dan  Perusohaan
yang   somber   keuangan   dan   kegiaatannya   tidak   berasal   dari   anggaran   Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerinfah Daerah dan/atau Desa,

(4) Dalam  hal  kemampuan  keLiangan  desa  tjdak  mencukupi  untuk  memblayai  penyusunan
naskah ujian oleh pihak ketiga,  make dapat disusun Camat dengan berkonsultasl kepada
Perangkat Daerah yang membidangi pembinaen desa.

Bagian Ketisa
Mekanisme Rapat Tim

Pasal 5

Didalam  pengambilan  Keputuson  dilakukan  Rapet  dengan  mekanisme  sebagai berikut :
(1 ) Rapat dipimpin oleh Ketua Tim;
(2) Apabila ketua berhalangan hedir, Rapat dipimpin oleh Sekretaris;
(3) Rapat dianggap ssh apabila dihadiri oleh 2/3 (due pertiga) anggcta;
(4) Keputucan Rapat diamb.n dengan mueyavrarah mufakat:
(5) Apabila  tjdak temapai  mufakat  maka  keputusan  diambil  dengan  cara pemungutan suara/

voting; dan
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(6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (5) dianggap sah apabila didukung
olch 2/3 suara dari anggota yang nadir

Bagian Keempat
Larangan dan Sanksi Tim

Pasal 6

Tlm Pengisian Perangkat Desa .............., Dilarang :
a.   Bertindak dan bersikap tidak adil terhadap calah satu atau lebih Bakal Calon Perangkat Desa;
b.   Memanipulasi   persyaratanpersyaratan   yang   scharusnya   dilengkari   oleh  Bakal Calon

Perangkat Desa ;
c.    Menerima 8esuatu   baik  dalam   bentuk  uang maupun barang dari Bakal Calon Perangkat

ha maupun pare pendukungnya dengan mak§ud untuk memudahkan kelulusannya;
a.   Bersikap dan atau melakukan tindakan-tjndakan yang dapat mengganggu jalannya proses

pengisian lowongan Perangkat Desa;
e.   Melakukan    tjndakanltindakan    lain    yang    dapat    menggagalkan    pengisian  lowongan

Perangkat Desa; dan
f.    Mencalonkan diri sebagai perangkat Deca, kecuali mengundurkan dirt dari keanggctaan Tim.

DAB IV
TATA CARA PENGISIAN PERANGKAT DESA .................

Pasal 7

(1) Pengisian  lowongan   Perangkat  Desa   .......................  dilakukan  dengan  care penjaringan
dan penyaringan.

(2) Pengisian   Perangkat   Deca   Prayungan   diselenggarakan   oleh   Tim   yang dibentuk dan
difetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjamab kepada Kepala Desa.

BABV
PERSYARATAN BAKAL CALON PERAI\IGRAT DESA ..................

Pasal 8

(1 )   untuk menjadi Perangkat Desa .................... edalah WaTga Negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
a.   fotocopy Karfu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir atau sesuai aturan yang berlaku;
b.   fotcoopy Kartu Keluanga yang dilegalisir atau 8esuai aturan yang beriaku;
c.   fotocopy Alcte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang djleglisir atau sesuai aturan yang

berlaku;
d.   fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang te]ah

dilegalisir oleh pejabat yang beivenang atau sorat pemyataan dari pejabat berwenang.
e.   surat keterangan cafatan kepolisian dari kepolisian negara Republik Indonesia;
f.    surat ketorangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dart dokter

pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Maeyarakat);
9.   surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasorkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuafan hukum tctap,  karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) fahun atau lobih dari Pengadilan
Negeri.  Bagi  yang  pemah  dijatuhi  pidana  penjara  dan telah  selesoi  menjalani  pidana
penjara  lebih  dari  5  (lima)  tahun,  dilengkapi  dengan  surat  keterangan  dart  Lembaga
Pemasyarakatan setempat. dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada pub]ik
bahwa  yang  bersangkutan  pomah  dipidana  serta  bukan  sebagai  pelaku  kejahatan
berulang-ulang 8erta tidak akan mengulang tlndak pidananya:

h.   Sunat pemyataan bermaterai oukup yang menyatakan :
1.   beTtaqma kepeda Tuhan Yang Maha Esa;
2,   memegang  teguh  dan  mengamalkan   Panca§ila,   melaksamakan   Undang-Undang

Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945,   serta   mempertahankan   dan
memelihara keutuhan  Negara Kesatuan  Republik Indonesia dan  Bhinneka Tunggal
lka;

3,   bersedia diangfat sebagai Perangkat Desa;
4,   tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
5.   siap menerima  dan  mengakui  basil selek§i  pengangkatan  perangkat desa dengan

cedar dan penuh tanggungjawab; dan



6.   akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan eebagai   Calon yang berhak mengikuti
seleksi, bagi anggota BPD;

i.     Pas fcto benrama ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) Iembar.
(2)  Surat  permohonan  beserta  lampirannya  sebagaimana  dimaksud  pads  ayat  (1)  dibuat

sebanyak 4  (empat)  rangkap yang  dimasukan  ke dalam  map/amplop becar tertutup dan
ditulis nana Bakal Calon dan formasi jabatan yang dilamar dengan ketentuan :
a.  3 (tiga) rangkap untuk Tim;
b.  1  (8atu) rangkap untuk pelamar.

(3)   Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masukkan dalam amplop
besar tertutup dan ditulis nana Bakal Calon dan fomasi jabafan yang dilamar.

BAB VI
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Bagian Ke8atu
Pengumuman

Pasa'  10

(1 ) Tim  melaksanakan pengumuman tentang adanya pendaftaran bakal calon Perangkat De8a
dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8 ayat (1) selama
7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.

(2) Pengumuman   pendaftaran   bakal   calon   Perangkat   Desa   sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditempatkan kantor Kepala Desa, ditempat-tempat   lain yang strategjs dan mudah
dilihat oleh warga masyarakat desa dan disampaikan peda pelaksanaan musyawarah desa,
rapat dusun dan rapat RTfl3W.

(3) Lowongan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) oTang pendaftar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal   11

(1) Pendafaran  Bakal  Calon  Perangkat  Desa  ..........,.......  dilakcanakan  dengan  mengajukan
surat pemohonan secara tertulis kepeda Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat
Desa  ...........  dengan  dilengkapi  persyaratan  adminisdtrasi  sebagaimana  dimakoud  dalam
pesal 8.

(2) Tempat Pendaftaran di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat besa ...........
(3) Wanu Pendaftaran pada jam dan hari keria sebagai berikut :

a.   Hart Senin s/d Kamis, pukul ......... s/d ......... WIB
b.   Hari Jum'at, pukul Jam ......... s/d ......... WIB
c.  Dikecualikan hari libur Nasional Tim tidak menerima pendaftaran

(4) Pendaftaran  BakaLl  colon  Perangkat  Desa  dilaksanakan  §elama  14  (empat  belas)  hart,
terhitung sejak tanggal  ............  a/d ............  20 .......

(5) Apabila  penerimaan  pendaftaran  Bakal  caLon  sebagaimana djmakeud  pada  ayat  (4)  telah
ditutup temyata :
a.   Bakal  Calon  yang  mendaftar  lebih  dari  1  (satu)  orang,  maka  Panitia  Pengangkatan

melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
b.   Bakal Calon yang  mendaftar kurang dari 2  (dua) orang,  maka dilakukan  pengumuman

ulang paling banyak 1  (sotu) kali dengan tenggang waktu 7 (tLijuh) hart.
(6) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hunrf b dengan ketontuan sebagai

berikut :
a.   hanya untuk jabatan perangkat desa yang pendaftamya kurang dari 2 (dua) orang;
b.   tim pendaftaran membuat berita acara perpanjangan pendaftaran bakal calon perangkat

desa.
(7) Apabila sampai dengan berakhimya bates \raktu perpanjangan pengumuman pendaftaran

tetap tidak ada yang mendaftar dan/atau pendaftar yang memenuhi persyaratan administraei
tidak ada dan/atau jumlah pendaftar kurang dart 2 (dua) orang, maka proses pencalonan dan
pengangkatan  dihentikan  paling  lama   1   (satu)  taliun  dengan  ketentuan  Kepala  Pesa
menugaskan  Perangkat Desa  yang  lain  sebagai  Pe[ak8ana Tugas  Perangkat bea  yang
lowong.

(8) Pendaftaran   bakal   calon   sebagaimana   dimaksud   peda   ayat   (1)   tidak dipungut biaya
apapun.

(9) Hasil Penjaringan Bakal Calon dituangkan dalam berita acara Penjaringan.



Bagian Kctiga
Penelitan dan Pemerikcaan Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Pasal 12

(1 ) Tim Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapen
persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari §etelah
pendataran ditutup.

(2)ApabilaeetelahditelitiolehTimPengangkatantomyataterdapatkckuTangandanfataukeragu-
raguan tentang  syarat administrasi  yang telah  ditetapkan,  Bakal  Calon  diberi  kesempatan
untuk   melengkapi   paling   lama   7   (tujuh)   hari   terhifung   sejak   pemberitahuan   adanya
kekurangan persyaratan.

(3) Apabila Tim Pengangkatan akan melakukan upaya pembuktian terhadap keabsahan berkas
persyaratan  administTatif Bakal  Calon,  maka  Panitia  Pengangkatan  dapat  mengirim  siirat
kepada lembaga yang beiwenang untuk mendapatkan keterangan secara teTtulis.

(4) Tim  Pengangkatan  dalam  melakukan  Penyaringan  §ebagaimana  dimakeud  pada  ayat  (3)
hasilnya dibuktikan dengan surat kcterangan terfulis.

(5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara hasil Penyaringan.
(6) TeThadap  pereyaratan  Baka[  Calon  yang  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat,  maka  Tim

Pengangkatan   mengembalikan   surat  permohonan   beserta   lampirannya   secara  tertulis
dengan disertai alasan pengembalian surat pemohonan dan tanda buRE penerimaan dari
Bakal Ca]on yang bersangkutan atau keluarganya.

(7) Bakal calon yang telah mela[ui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim
Pengangkatan Perangkat Desa ditctapkan sebagai bakal colon yang dituangkan dalam berita
acara penetapan calon.

(8) Nana-nama  bakal calon sebagaimana dimaksud ayat 0) selanjutnya diumumkan kepada
masyarakat paling  lambat 3 (noa)  hari setelah ditetapkan  untuk memberikan kesempatan
maeyarakat menilai masing-masing bakal calon.

Pasal 13

(1)  Penyampaian  keberatan oleh  masyarakat terhadap Bakal Calon yang ditetapkan  oleh Tim
Pengangkatan  Perangkat Desa,  disampaikan  kepada "m  Pengangkatan  Perangkat besa
dengan  menyebutkan  identitas  pengirim  secara  jelas,  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sQiak
penetapan Bakal Calon.

(2)  Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah d-rteliti kebenarannya,
dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Maeyarakat.

(3)  Berita Acara Penelifen Keberatan Masyarakat sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menctapkan bakal calon yang
berhak mengikuti seleksi ,
Penyampaian keberatan yang melebihi bates waktu sebagainana dimakeud pada ayat (1 )
tidak diper(imbangkan dan tidak mempengamuhj hasil seleksi.

Pasal 14

(1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan Bakal Calon peserta seleksi kepeda Kepala
Desa  dengan  dilampiri  Berita  Acara  Penetapan  Calon  dan/atau  Berita  Acara  Penelitian
Keberatan Masyarakat.

(2) Kepala  Desa setelah  menerima  ilsulan Tim  Pengangkatan  Perangkat Desa sebagaimana
djmakeud  pada  ayat  (1)  menctapkan  calon  peserta  yang  berhak  mengikuti  seleksi  yang
dituangkan dengan Keputucan Kepala Desa,

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Pengangkatan
Perangkat  Desa  paling  lambat  2  (due)  hari  sebelum  pelaksanaan  ujien  seleksi  untuk
eelanjutnya diumumkan di kantor/balai desa dan ditempat strategis lainnya.

BAB VI
PELAKSANAAN, MATERI, KOREKSI DAN PENETAPAN HASIL UJIAI`l SERTA

PENGUMUMAN HIASIL  UJIAN
Bagian Keatu

Pelaksanaan Ujian
Pasal 15

(1) Bakal   calon   Perangkat   De8a   yang   dinyatakan   lolos   seleksi   administrasi ditetapkan
sebagai Calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim;
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(2) Pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh Tim dan penyusunan naskah ujian Tim bekecasama
dengan .................. yang telah ditetapkan oleh Tlim.

(3) Seleksi  tulis  dilaksanakan  secara  ber8ama-sama  di  Tingkat  Kecamatan  ....................  yang
difasilitasi oleh Camat ....,.........,.,.

(4) Walctu  dan  Tempat  Pelaksanaan  seleksi   ujian  sebagaimana  dimakeud  ayat  (3)   akan
ditentukan lebih lanjut oleh Tim.

(5) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimak§ud pada ayat (1) dituangkan dalam berifa acara;
(6) Dalam pelaksanaan ujian dan koreksi Tim Pengisian Perangkat Desa dapat menunjuk  pihak

lain untuk membantu pengawacan ruang ujian.
(7) Tata tertib ujian dapat diatur lebih lanjut oleh Tim bekeria sama dengan

ditunjuk oleh "m
yang telah

Bagian Kedua
Materi Ujian

Pasal 16

Materi seleksi ujian  meliputi :
a.    ujian tertulis;
b.   ujian praktek komputer:
c.   wawancara.

Pasal 17

(1) Naskah  ujian  tertulis    sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  25  hurut  a,  disusun  oleh  tim
penyusun naskah ujian dengan materi :
a.    panca8ila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
b.   pengctahunan tentang Pemerintahan dan/atau Pemerintahan Desa;
c.    pengetahuan umum;
d.   administraei perkantoran.

(2) naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimak8ud pada ayat (1 ) dibuat dalam bentuk pilihan
ganda  beriumlah  100  (seratus) soal dan  penilaian dilakukan dengan  menggunakan  angka
satiian maksimal nilai 100 (seratus), dengan ketentuan sctiap 1 (catu) ja\^/aban atas coal yang
benar bemilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai.

Pasal 18

(1 ) Naskah ujian pralctek komputer sebagaimana dimakeild pada pasal 25 huruf bdengan maateri

a.   pembuatan suratmenyurat dengan menggunakan program word;
b.   pembuatan tabel dengan menggunakan program excel.

(2) Naskah coal ujian praktek sebagaimana dimaksud pads ayat 1  huruf a dan b dibuat dalam
bentuk praktek pengoperasian komputer dengan penilaian kemampuan :
a.    mampu dengan nilai 20 (duapuluh);
b.    kurang mampu dengan nilai 10 (§epuluh);
c.   tidak mampu dengan nilai 0 (nol).

Pacal 19

(1) Wawancara  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  16 hunrf c,  dilakukan  oleh  Kepala  Desa
........... dan/atau Un§ur Kecamatan ...................

(2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah materi :
a.   bidang pemerintahan;
b.   pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan;
c.    situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.

(3) Wawancara dilaksanakan dalam bentuk pertanyaan kepada Calon Perangkat Desa beriumlah
5 (lima) buah pertanyaan dengan penilaian sebagai berikut :
a.    mampu dan baik menjawab pertanyaan dengan nilai 10 (sepu[uh):
b.    kurang mampu menjawab perfanyaan dengan nilai 5 (lima);
c.   tidak mampu menja`^rab pertanyaan dengan nilai 0 (nol).



Bagian Ketiga
Pelaksanaan Ujian

Pasal 20

(1) pemberian  nilai  dilakukan  dengan  menjumlahkan  perolehan  nilai  ujian  tertulis,    nilai  ujian
praktek dan nilai ujian wawancara;

(2) Dalam hal terdapat Calon datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek,
maka yang bersangkutan mengedakan seluruh naskah ujian tulis dan ujian praktek dari sisa
waktu yang tersisa.

(3) Calon yang tidak nadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.
(4) Pelakeanaan ujian tulis, ujian praktek komputer dan wawancara dilaksanakan dalam waktu 1

(satu) hari.

Bagian Keempat
Koreksi Nilai Ujian

Pasal 20

(1) Koreksi  basil  ujian  dilakukan  oleh  Panitia  Pengangkatan     segera  setelah  ujian  selesai
dihadapan Calon.

(2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masingmasing Calon.
(3) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh jumlah nilai tertinggi yang sama

lebih   dari   1   (satu)   orang,   maka   Tim   Pengangkatan   melakukan   penilaian   tambahan
berdasarkan :
a.  tingkat pendidikan; dan
b.  pengalaman bekeria di bidang Pemerintahan Desa.

Bagian Ke[ima
Penefapan dan Pengumuman Hasil ujian

Pasal 21

(1 ) calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi
dan mengikuti semua tahapan ujian.

(2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus :
NK               = NUT + NUK + Nu`^/
NK                = Nilai Kelulusan
NUT             = Nilai ujian Tulis
NUK            = Nilai ujian praktek Komputer
NU\^/          = Nilai ujian wawancara

(3) Apabila  terdapat  nilai  tertinggi  yang  sama  lebih  dari  1  (safu)  orang,  maka  nilai  kelulu§an
ditambah bobot penilaian tambahan.
NT = Nilai Pendidikan + Ni[ai Pengalaman
NT = Ni[ai Tambahan

(4) Apabila masih terdapat nilai yang sama setelah ditambah dengan bobot penilalan tambahan,
maka Tim  Pengangkatan  melaksanakan  ujian tulis  ulang  pada  calon yang  mendapat  ni[ai
tertinggi yang coma dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hart.

(5) Tim  pengangkatan  mengadakan  rapat  pleno  terbuka  untuk  melakukan  rekapitulasi  nilai
selumuh tahapan ujian dan hasjlnya diumumkan secara terbuka dihari yang sama pelaksanaan
ujian dan dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Hasil pe]akcanaan ujian sebagaimana djmaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim kepada
Kepala Desa dan di umumkan kepada ma8yarakat di Sekrefariat Tim.

BAB V[ll
BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasa'  22

(1 ) Biaya pelakcanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari APBDesa
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , digunakan untuk:

a.    biaya administrasi (ATK);
b.   biaya rapat dan konsumsi;
c.    biaya penjaringan dan penyaringan;
d.    biaya penyu9unan naskah soal ;
e.    honorarium panitia;
f.    biaya pengamanan;



9.   biaya pelantikan; dan
h.    bl.aya    Perialanan    Dinas    untuk   koordinasi    dan    konsultasi    pelaksanaan  pengisian

Perangkat   Desa   atau   klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal calon
Perangkat Desa pada lembaga finstansi terkait.

BAB IX
LAPORAN
Pasal 23

Hasil Penjaringan dan penyaringan sera ujian dilaporkan kepada Kepala De8a paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah penetapan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (6).

EIAB X
PENUTuP
Pasal 24

(1 ) Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Apabila   dikemudian   hari   terdapat   kekeliruan   dalam   tata   tertib   ini,    akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Tim Pengisian Perangkat Desa Desa
Desa.....................'......

NO Nana Jabatan Tanda Tangan

1 Ketua 1 . ttd

2 Sekretaris 2. ttd

3 Anggota 3.   ttd

4 Anggota 4. ttd

5 Anggota 5. ttd



©Acarapengam::n:m=a:/i#'isn;a.:.g;k.:faEnNpeTra::k[aiDeca

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SuNPAH/JANJI

PANITIA PENCANGKATAN PERANGRAT DESA ...............
Nomor

Pada  hari  ini tanggal   .........................   bulan   ..............   tahun   ............   Kepala   Desa
................, telah mengambil sumpaManji Tim pengangkatan perangkat Desa ...................

Pada pengambilan sumpaManji, dihadiri o[eh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dan Tokoh Ma8yarakat Desa ..........,........., sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan d.rtandatangani pada saat acara  pengambilan sumpaManji,
untuk djpergunakan sebagaimana mestinya.

Yang N®ngainbll sumpah                                               Roltanlaman,
Kepe[a lto ........... '...

TIN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .... YANG DIAMBIL SuMPAH :

Kctua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

(diisi name)          ...........................  (ttd)

(diisi  name)          ...........................  (ltd)

(diisi nama)         ........................... (ttd)

(diisi  name)          .............,..............  (ttdy

(diisi name)         ...........................  (tit)



11. Pengumuman Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

RECAMATAN.................................
Alamat

PENGUMUMAN
TAHAPAN PENGANGKATAN pERANGrIAT DESA ...... „

Nomor:............

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Deso pada jabatan:

3......ddt.

Tim     Pengangkatan     Perangkat     Desa ...................        Kecamatan      .........................        akan
melak8anakan   penjaringan,   penyaringan   dan   selekei ujian   dengan   tahapan pelaksanaan,
sebagai berikut:

NO TAHAPAN PELAKSAI\lAAN WAKTUPELAKSAhIAAN
KET

1 Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa 7H

2 Pendaftaran   Bakal    Calon    Perangkat Desa 14H

4 Penutupan Pendateran

Apabila  Bckal  Colon  yang  mendaftEir-h-a-nFj5-1-(REj +7H
orang,   mcka   dilckukan   pengumumen   uleng   paling
benyck  1  (s8fu)  kali dengan tenggang walchi 7  (rtyuh)
hari   khusus   untuk  formasi   yang   rfendaftamya  -tidk
mencukupi.

5 Ponyaringan    Bakal    colon    Perangkat    Desa,    yang 3H
me'iputi :
a.  Pemerikcaan/Penelitian Berkas Persyaiatan
b.  Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan
Pengumuman nama-nana bakal calon kepadamasyarakat. 3H

i:eF#cmai:Lankeberatanolehmasyarakattorhaclap
3H

. Panitia  melaporkan  hasil  penyaringan  kepada  Kepalabeca ZH

9 Penetapan     Bakal     Calon     Perangkat    Deca     yang 3H
memenuni syarat menjadi Calon  Perangkat Desa yang
Ererhak menaikuti seleksi.

10 Pengumuman Calon yang berhak rnengikuti selekei 1H
11 PersiaDan Pelaksanaan Seleksj:

-Pembahasan penyusunan Naskah uijan
-Ponuniukan Tim penyuson Nackah ujian
-    Penyusunan Naskah uiian
-    Penyampaian surat undangan H-7
•    PersiaDan TemDat uiian dan KelenakaDannya H-1

12 Flelaksanaan ujian H



13 Koreksi Hasil Ujian H
Dalam hal terdapat lebih dch 1  (safe) orang colon yang H
memperoleh  nilai torfuggi some pedo  1  (safe) formasi
jabatan,  make  peda  hari  rfu  juga  diedcken  penilaian
tombahan berdasarkan :

1.   Tingkat pendidiken;
.   Pengalaman keqa dibidang Pemerinfahan Des®.

i;3:hpt#a(:R:i:TUE#anokatanurfuJkmerekagiviasinilei
14 Pengumuman hasil ujian. H
15 Panitia melaporkan basil ujian kepada Kepala Desa 3H
16 Konsultasi  tor(ulis  olch  Kepala  Desa  kepada  Camat H

mengenai uoulan pengangkatan Perangkat Desa.
17 Camat    memberikan    rekomenda8i    terfulis    berupa 7H

persetujuan   atau   penolakan   usulan   pengangkatan
Perangkat De8a.

18 Penetapan      Keputusan      Kepa[a      Desa      tentang 7H
Pongangkatan Perangkat Deca.
D8Iem rial rekomend8si Cemat berisi penolckan. Kepela
Des8 melakukan ujian ulang Bckal Calon.

19 Pelantikan Perangkat Desa 1H

20 Penyampaian     Laporan     Pelaksanaan     tugas     dan 30H
pertanggungjawaban     penggunaan     anggaran     oleh
Panitia.

21 Pembubaran Panitia. H

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Ketua'



12. Format Contoh Pengumuman Penjaringan Perangkat Desa

pEI\mRINTAH KABupATEN TAplN
HOP DEIA .....

PENGUMUMAN

NOMOR

TENTANG

PENJARINGAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Dalam    rangke   mengisi   kekosongan   Perangkat   Desa ..........       Tahun   .........   dengan   ini
diinfomasikan kepada seluruh masyarakat atau warga desa begi yang akan mendatarkan diri
menjadi calon Perangkat Desa agar mendaftar kepada Tim Pengangkatan Perangkat Dosa.

Alokasi jabatan p®rangkat desa  yang torsediackosong adalah sobagai berikut :

NO Jahan Juml.h yang dlcari

1. "...........(Orano)

2. .............  (Orang)

•..  dst...

WAKTu  PENDAFTARAN  :  PendaftaTan  Pengangkatan  Perangkat  Desa  dibuka  tanggal  ......
campai dengan  fanggal ...... bulan ........ 2021.

Adapun  p®reayaratan  yang  dlp®rlukan  pada  Tafa  T®rub  P®n]aringan  dan  P®nyaringan
P®rangkat Desa, adalah ®obagai b®rikut:

a.   Bertalowa kepeda Tuhan Yang Maha Esa;
b.   Memegang  teguh  dan  mongamalkan  Panca8ila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945,   serta   mempertahankan   dan   meme[ihara
keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ike;

c.    Berusia peling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.   Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Monengah Athjr atau sederajat;
e.   Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa dan membuat surat lamaran:
f.     Bertempat tinggal di wilayah  pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda  P®nduduk

Elektronik (KTP-E) atau Surat Kcterangan Domisili dari Kepala Desa:
9.   Sehat jasmani dan rorianj aorta bebas narkobe dan zat adilctif lainnya;
h.    Berkelakuan baik, jujur dan adil;
i.     Tidak  pemah  dihukum  penjara  karena  melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  dengan

ancaman hukuman paling singket 5 (lima) tahun;
j.     Pemohonan izjn begi pegavai Negeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah Daerah yang

mencalonkan sebagai Perangkat Deca diajukan kopada Bupati m®lalui Kepala Perangkat
Daerah masing-masjng.



BERRAS PEND^FTARAN/LAllARAN :

Disamping calon liarus memenuhi syarateyarat tersebut di alas, Pelamar diwajibkan melengkapi
Persyaratan AdmlrLfstrasl sebagai berikut :
Pendaftaran   Calon   diajukan   sendiri   oleh   Bakal   Calon   yang   bersangkutan   dengan   care
mengajukan surat pemohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas
bematerai  oukup  kepada  Tim  Pengangkatan,  dengan  melampirkan  persyaratan  administrasi
sebagai berikut :

1.    fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir atau 8esuai aturan yang beriaku;
2.    fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir atau sesuai aturan yang berlaku;
3.    fotocopy  Akte  Kelahiran  atau  Surat  Kenal  Lahir  yang  dileglisir  atau  sesuai  aturan  yang

berlaku;
4.    fctocopy  ijazah  pendidikan  dari  tingkat  dasar  sampai  dengan  ijazali  terakriir  yang  telah

dilegalisjr oleh pejabat yang beivenang atau surat pemyafaan dart pejabat berwenang.
5.    surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian negara Republjk Indonesia;
6.    surat  kcterangan  berbadan  sehat jasmani  dan  rohani  seha  bebas  narkoba  dart  dokter

pemerintari (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
7.    surat kcterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tefap,  karena  melakukan tindak  pidana  yang  diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi
yang pemah dijatuhi pjdana penjara dan telah selesai menja]ani pidana penjara lebih dari 5
(lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dart Lembega Pemasyarakatan eetempat,
danmengumumkansecarajujurdanteTbukakepadapublikbahwayangbeTsangkutanpemah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengu[ang
tindak pidananya;

8.    surat pemyataan bermaterai cukup yang menyafakan:
a.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara   Republik  Indonesia  Tahun   1945,   sera   memperfahankan   dan  memeljliara
keutuhan Negara Kesatuan F`epublik Indonesia dan Bhjnneka Tunggal lka;

c.     bersedia diangkat sebagai perangkat Desa;
d.    tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
e.    siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan perangkat desa dengan sadar

dan penuh tanggungjawab; dan
f.      akan  melaksanakan  cuti  setelah  ditetapkan  sebagai    Calon  yang  berhak  mengikuti

seleksi, bagi anggota BPD;
9.    pas fcto berwama ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, dan
h.     surat izin dari pejabat pembina kepegawajan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
i,      Surat  permohonan  beseTta  lampirannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dibuat

sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukan ke dalam map/amplop becar tertutup dan
ditulis nama Bakal Calon dan fomasi jabatan yang dilamar.

j.      Bagi pegawai Negeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah Daerah yang mencalonkan
sebagai Perangkat Desa harms mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri
Sipil  (PNS)  dari  luar lingkup Pemerintah  Daerah  harms mendapatkan  izin  dari  pejabat
atasannya yang berwenang..

CAR^ PENDAFTARAN :
1.   Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia;
2.   Pendaftaran  Bakal Calon  Perangkat Desa dilakukan 8ecara langsung oleh  Bakal Calon

yang    beicangkufan    (tidak   diperkenankan    diwakilkan)    dengan    membawa    berkas
persyaratan lamaran Bakel Calon Perangkat Desa ke llm Pengangkatan Perangkat Desa;

3.   Tim Pengangkafan Perangkat Desa melayani pendaftaran Bakal Ca[on Perangkat Desa
antara Puku] 08.00 WIB s/a. 13.cO WIB sctiap hart dalam jangka waktu pendaftaran;

4.   Berkas  Pencalonan  akan  diteliti,  apabila  tidak  lengkap  dikembalikan  atau  diberi waktu
untuk melengkapi sampai penutupan pendaftaran.

Kctua Tim,
2021



13. Fomat Pengumuman Perpanjangan Penjaringan Perangkat Desa

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP DEth .....

PENGUMUMAN

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN PENJARINGAN

DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Sehubungan   dengan   ma8ih   tidak  terpenuhinya   kuota  dalam   rangka   mengisi   kekosongan
Perangkat Desa ..........  Tahun ........, dengan ini diinfomasikan kepada seluruh masyarakat atau
walga desa bagi yang akan mendaftarkan diri  menjadi calon  Perangkat Desa agar mendaftar
kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Alokasi jabatan perangkat desa  yang tersedia/kosong adalah sebagaj berikut :

NO Jabatan Jumlah yang dlcarl

1. .............  (Orano)

2. .............  (a,ang)

...  dst...

WAKTU  PERPANJ^NGAN  PENDAFTARAN  :  Pendaftaran  Pengangkatan  Perangkat  Desa
dibuka tanggal ...... sampai dengan  tanggal ...... bulan ......,. 2021.

Adapun  p®rsayaratan  yang  dip®nukan  pada  Tab  T®rtib  P®njaringan  dan  P®nyaringan
Perangkat Desa, adalah s®bagal bedkut:

a.   Bertakvra kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.   Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945,   serta   mempertahankan   dan   memelihara
keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ike;

c.    Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.   Berpendidikan paling rendah famat Sekolah Menengah Akhir atau §ederajat;
e.   Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa dan membuat surat lamaran;
f.     Bertempat tinggal di wilayah  pemilihan yang dibuktikan dengan  Kartu Tanda  Penduduk

Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
9.   Sehat jasmani dan rohani aorta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
h.    Beri{elakuan baik, jujur dan adil;
i.     Tidak  pemah  dihukum  penjara  karena  melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  dengan

ancaman hukuman paling 8ingkat 5 (lima) tahun;
j.     Permohonan izin bagi pegawai t\[egeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah Daerah yang

mencalonkan sebagai Perangkat Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah masing-maeing.

I,..,,



BERKAS PENDAFTARAN/LAMARAN :

Disamping ca[on harus memenuhi syaratcyarat tersebut dj ata§, Pelamar dtwajibkan melengkapi
P®rsyaratan Adminlshasi sebagai berikut :
Pendaftaran   Calon   diajukan   sendiri   oleh   Bakal   Calon   yang   bersangkutan   dengan   care
mengajLJkan 8urat pemohonan tertulis yang dibL[at dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas
bermaterai  cukup  kepada  Tim  Pengangkatan,  dengan  melampirkan  persyarafan  administrasi
sebagai berikut :

1 .   fctocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegaljsir afau sesuai aturan yang berlaku;
2.    fctocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir atau sesuai aturan yang berlaku;
3.    fotocopy  Akte  Kelahiran  atau  Surat  Kenal  Lahir  yang  dileglisir  atau  sesuai  aturan  yang

berlaku;
4.    fctocopy  ijazah  pendidikan  dari  tingkat  dasar  sampai  dengan  ijazah  terakhir  yang  telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pemyafaan dari pejabat ben^/enang.
5.     surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian negara Republik lndonesja;
6.    surat  keterangan  berbadan  sehat jasmani  dan  rohani  serta  bebas  naTkoba  dart  dokter

pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Maeyarakat);
7.    surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah  mempunyai  kckuatan  hukum  tctap,  karena  melakuken tindak  pidana  yang  diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi
yang pemah dijatuhi pjdana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5
(lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat,
dan mengumumken secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahafan berulang-ulang serta tidak akan mengulang
tindak pidananya:

8.    surat pemyataan bermateraj cukup yang menyatakan:
a.     bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.     memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, metaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara   Republik  Indonesia  Tahun   1945,   seha   mempertahankan  dan   memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Repub[jk Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

c.     bersedia diangkat sebagai perangkat Desa:
d.    tidak sedang menja]ani hukuman pidana penjara;
e.    siap menen.rna dan mengakui hasjl seleksj pengangkatan perangkat desa dengan sadar

dan penuh tanggungjawab; dan
f.      akan  rnelaksanakan  cuti  seteleh  ditetapkan  sebagai    Calon  yang  berhak  mengikuti

seleksi, bagi anggcta BPD;
9.    pas fcto be"ama ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Iembar: dan
h.     surat izin dart pejabat pembjna kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
i.      Surat permohonan  beserta  lampirannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat

sebanyak 4 (empat) Tangkap yang dimasokan ke dalam map/amplop besar tedutup dan
ditulis name Bakal Calon dan fomasi jabatan yang dilamar.

j.      Bagi pegawai Negeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah Daerah yang mencalonkan
sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dart Bupati dan bagi Pegawal Negeri
Sipil  (PNS)  dari  luar lingkup Pemerintah  Daerah  harus mendapatkan  izin  dari  pejabat
atasannya yang berwenang. .

CARA PENDAFTARAN :
1 .    Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia;
2.   Pendaftaran  Bakal Calon  Perangkat Desa dilakukan secara langsung oleh  Bahal Calon

yang    bersangkutan    (tidak   dipeikenankan   diwakilkan)   dengan    membawa    berkas
persyaratan lamaran Bakal Calon Perangkat Desa ke Tim Pengangkatan Perangkat Desa;

3.   Tim Pengangkatan Perangkat Desa mefayani pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
antara Pukul 08.00 WIB s/d, 13.00 WIB setiap hari dalam jangka waktu pendaftaran;

4.   Berkas  Pencalonan  akan  diteliti,  apabila  tidak  lengkap  dikembalikan  atau  diberi  waktu
untuk melengkapi sampai penutupan pendaftaran.

Kctua Tim.
2021



14. Format SuTat Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa,

Kepada :

Yth.   Tim Pengangkatan Perangkat Desa

di-....

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Memenuhi   ketenfuan   dalam   Pengumumam   Pendaftaran    Bakal   Calon   Perangkat  Desa  Nomor  : .................
tanggal...„ ....,...  dengan ini menyampaikan bchwa saya :

Nana
TempatITanggal Lahir
Pendidikan Terakhir
Alamat Runrah

mengajukan  dirt   unfuk  mendaftar  sebagal   Bakal   Calon  Perangkat  Desa
......(diisisesuainamajabatan).

Sebagai balian perGmbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

pada  forimasi  jabatan

1.    Surat Pemyataan bemrferaj cukup yang nenyatkan:
a.     Bertaq`ra kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.     Momegang  teguh  dan  mengamalfan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar l\legaTa  Roputlit

liidonesta  Tahun   1945,  serta  nempehahankan  dan  inenelihara  keuthan  Negara  Kesatuan  Repu"ik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

c.     Bersedia diangkat sebayai Peiangkat Desa;
d.     Tidak sedang menjalanj hukuman pidana peT¢an; dan
e.     cuti dart keanggotaan BPD bagi anggofa BPD harms bedend semewhara dart keanggotaan BPD.

2.     Surat   Kderangan   Tiidak   Penal   Dijatilii   Pidana   Penjara   Berdasarkan   Prfusan pengadilan   yang   tBlah
mempunyai   kekLlatan   hukum   tfap,   karena   melakukan tindak pidana yang dianeam dengan  pidana penjae

paling singkat 5 (lima) talun atau lehih dart Pengadilan Negeri. Bagj yang pemah dijathi quama penjara dan tBlah
selesa  menjalani  pidana penjan letih  dari 5  (lima) tahun,  dilengkapi  dengan suTat ketsrmgan dart  Lerrhaga
Pemasyarakatan sefempaL dan mengumumfan secara jvjur dan fort)Lika kepada puHik batwa )eyig bersangkutan

pemali  dipidana  serta  hoken  sebqai  pelaku  kejalath  berulang+ilang  serta  Gdak  akan  merigulang  tindak
pidananya:

3.     Surat   KotBrangan   Tidak   Sedang   Dicabut   Hck   Pifihnya   sesuai   dengan    prfusan pengadilan yang telah
nempunya hLikum fetap daTi PengadiLan Negeri;

4.    Sufat lfeteiangan catatan fepolisjan dari Kegivisian Negan Reprunk Indonesia;
5.    Surat KBterngan  Berbadan  Sehat Jasmani  Dan  Rohahi  Serta Bebas  Narkoba dari doker pemerirfuah (Rumah

Sakft Umum Daerahrfusat Kesehatan Maeyarakat);
6.     Daftar Rjvayat Hidup yang  memuat riwayat pendidikan,  pekedaan,  dan  keluarga kandung;
7.    Copy Karfu Tanda penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabet yang beivenang;
8.     Copy Kartu Keluarga (Kxp yang dilegalisir oleh pejabal yang beiwenang;
9.    Copy Akte Kelaliiran yang dinoalisir deh pejabat yang bemenang;
10.  Copy ljazah/SuTat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang djlegalisir deh Pejabat yang beivenang;
1 1.  Pas foto benrama ukuran 4x6 sebanyak 4 lember; dan
12.  Surat lzin daTi Pejabat Pemhina Kepegafaan bagi Pegawai Negeri Sipjl (PNS).

Demikian  pemohonan  pendaftaran  ini §aya  buat untuk dapat diikutsertakan sebagai  bakal calon perangkat
desa.  Adapun  seluruh  data  dan  dokumen  yang  saya  berikan  adalah  benar  dan  apabila  dikemudian  hari
ditemukan  data yang tidak  benar,  maka saya  bersedia  untuk  mempertanggungjawabkan secara hukum dan
diberhentikan  sebagai  Bakal  Calon/Perangkat  Desa.  AIas  perhatian  dan  kesempatan  yang  diberikan  saya
ucapkan terimakasih.

Bakal Calon Perangkat Desa ..„ ........

tenda tangan & mderai Rp.10.000,-



15. Format Pemyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

SURAT  PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TullAN YANG MAMA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

Tempatnol. Iahir

Jenis Kelamin

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenar-benamyanya bahwa saya berqalowa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian  pemyataan  ini  saya  buat  dengan  sebenamya  sebagai  syarat  pendaftaran  calon

perangkat  Desa  .....  Kecamatan ...,.,.,.,,  dan  apabila  temyata  pemyataan  ini  tidak  benar,  saya

sanggup dituntut se8uai ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

...............,.................. 20 ....

Yang menyatakan

flraterai
Rp.10.OOO,-

Keterangan :
*) Caret yang tidak diperlukan.

I....\



16. Format Pemyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, UUD 1945 Serta
Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan NKRl.

SuFIAT  PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH, NENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945 SERTA
MEMPERTAHANKAI\l DAN MEMELIllARA KEUTUHAN NKFU

Yang bertanda tangan dj ba`^rah ini :

Nama lengkap

Tempanol. Iahir

Jenis Kolamin

Agama

Pekeriaan

Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenamya bah`ma caya Memegang Teguh, Mengamalkan Pancasila, UUD

1945 Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Nkri.

Demikian  pemyataan  inj  saya  buat  dengan  sebenamya  sebagai  syarat  pendaftaran  calon

perangkat  Desa  .....  Kecamatan ..........,  dan  apabila  temyata  pemyataan  ini  tidak  benar,  saya

sanggup dituntut se§uai ltetentuan peraturan perundang-undangan yang behaku.

•'......'......,..................20..-

Yang menyatckan

materai
Rp.10.OOO,-

Keterangan :
*) Caret yang tidak djperlukan,

d..,,



17. Fomat Pemyataan Bersedia Diangkat Sebagai Perangkat Desa

SufIAT  PERNYATAAN

BEF{SEDIA DJANGKAT SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

Tempanol. Iahir

Jenis Kelamin

Agama

Pekeriaan

Alamat tempat tinggal

Menyatakan  dengan  sebenamya  bahwa  saya  Bersedia  diangkat  sebagai  Perangkat
Desa.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya sebagai syarat pendaftaran calon
perangkat Desa .....  Kecamatan .........., dan apabila temyata pemyataan ini tidak benar,
saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

............... '   .......... ' ....... 20 ....

Yang menyatakan

matera'
Rp.10'OOO,.

Ketorangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.



18. Format Pemyataan Tidak Sedang Menja]ani Hukuman Pidana Penjara

SURAT  PERNYATA^N

TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUHAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana lengkap

Tempattgl. Iahir

Jenis Kelamin

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenamya bahva saya Tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya sebagai syarat pendaftaran calon
perangkat Desa .„..  Kecamatan .........., dan apabila temyata pemyataan ini tidak benar,
saya sanggup dituntut sesuai kefentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...............,................ _20 ....

Yang menyatakan

rrraterai
Rp.10,000,-

Keterangan :
•) Corot yang tidak diperlukan.



19. Format  Pemyataan  Slap  Menerima  Dan  Mengakui  Hasil  Seleksi  Pengangkatan
Perangkat Desa

SURAT  PERNYATMN

SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI

HASIL SELEKSI PENGANGKATAN PERANGRAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana lengkap

Tempattgl. Iahir

Jenis Kelamin

Peketiaan

Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil seleksi
pengangkatan Perangkat Desa.

Demikian pemyafaan ini saya buat dengan sebenamya sebagai syarat pendaftaran calon
perangkat Desa ..,..  Kecamatan .........., dan apabila temyata pemyataan ini tidak benar,
saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...............,   " ................ 20 ....

Yang menyatakan

materal
Rp.10.000,-

Keterangan :
*) Caret yang tidak diperlukan.

i,,



20. Fomat Pemyafaan Akan Melaksanakan Cuti Setelah Difetapkan Sebagai Calon Yang
Berhak Mengikuti Se[eksi  Bagi Anggota BPD

SuFIAT  PERNYATAAN

AKAI\l MELAKSAI\lAKAN Curl SETELAl+ DITETAPKAI\l SEBACAI CALOw YANG BERllAl{
MENGIKull SELEKSI PERANGKAT DESA

Yang behanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

Tempatnol. Iahir

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

menyatakan  dengan  sebenamya  bahwa  saya  akan  melaksanakan  cuti  sctelah  ditetapkan
sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi Perangkat Desa. /bagi. anggofa BPD/

Demikian  pemyataan  ini  saya  bust  dengan  sebenamya  sebagai  syarat  pendaftaran  colon
perangkat  Desa  ...,.  Kecamatan ..........,  dan  apabila temyata  pemyataan  ini tidak  benar,  saya
sanggup dituntut sesuaj kctentuan peraturan perundang"ndangan yang berlaku.

'..............,.......I..........20....

Yang menyafakan

materal
Rp.10.CKX},-

Keterangan :
*) Caret yang tidak dipedukan.

J.,,.



21. Fomat Cek List Berkas Pendaftaran Bakal Calon.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

CHECK IJST PERSYARATIN
pBNDAFrARAN BAKAL CALON PERANGKAT DrsA

a.    Nana Balml calon
b.    Tcmpat, Tanggal lahir
c.    Alanat Tempat Tinggal
d.    Formasi Jabatan

NO JENIS PERSYARATAN JUMLAH

RTEENGIEN
LENGEN/ThDAKLENGHAP SAH/ThDAKSAH

1 2 3 4 5
1 Surat Pemyataan, yang menyatakan bahwa : 4 rangkap

a.  bertaqwa kepada Tuhan Yalig Maha Esa;
b.memegang      teguh      den      men    maltmi.

Panca8ila,  me                       Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Thhun
1945,       serta       nempe   ahanhari       den
mcmelihara   keut`inan   Negara   Kesatuan
Republik Indonesia dan  Bhinnelra TungBal
Ika;

c.  bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
d.  tidak  eedang  menjalani  hulmman  pidana

penjan; dan
2 surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana 4 rangkap

penjara berdaarkan putusan                    yang
telah   mempunyai   kekuatan   hukum   tetap,
karena    melakukan     tindak    pidana    yang
diancam dengan pidana penjara paling aln8hat
5 qjma) tahun atau lebin dari Pengadilan Negpri.
Bagi yang pernah dijatuhi pidam penjara dan
telah  selesai  menjalani  pidana  penjara  lebin
deri  5  (lira)  tahun,  dilengkapi  dengan  8urat
keterangan   dari   Ifmbaga   Pemaeyarhatan
sctempat,  dan mengumumkan secanjujur den
terbuka      kerrada      publik      bahwa      yang
ber9an8!mtan   pemah   dipidana   serta  buhan
sebagai pelaku kejahatan benilang-ulang serta
tidak akan mengLilang tindak pidananya

3 sufat  keterangan  tidak  sedang  dicatnit  hakpilihnyaee8ualdenganputusangadflan 4 lrm8kap

yang   telah   mempunyal   hulmm   tetap   dari
Pengadfro Neaeri

4 surat    kctemngan    catatan    ke|x>nsian   dari 4 rangkap
Kepelisian Negara Republik Indonesia

5 8urat keterangan berbadan eehat jasmani den 4 rangkap
rohani    9elta    bebas    Narlroba    dari    dolcter
penerintah        (Rumah        Salrit            Umum
Daerah / Pucat Efesehatan Maeyamlrat|



I 2 3 4 5
6 co|ry   Kartu   Tanda   Penduduk   (KIP)   yang 4 ranghap

dilemli8ir oleh Pejabat yang berwenanE
7 copy Kartu kelualgr (KK) yang dilegalisir olch 4 ran8kap

Peiabat ya"! berwenang
8 copy   Alde   kelahinn   yang   dilegalidir   oleh 4 ranghap

Pejabat yang berwenan£
9 copy ljazch/Surat Tanda Tamat Belajar (STrB)

yang dilemlisir oleh Ptiabat yang berw€nan£
10 Pag foto berwarna ulnilnn 4 x 6 cm. 4 lembar
11 Persyaratan Tambahan :

a.   Surat Pemyataan akan mel    JaariJ]1ran outi 4 rangkap
eetelah   ditetadcan   eebagal   Calon   yang
bethak mengikuti eelekei, bagi anggota BPD.

b.   surat      izin      dad      pejabat      pembina 4 mn8hap
kepegawaian,   bagi   Pegawai   Negeri   Sipil
(PNS)

nM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA...................

Krfua,

?



22. Format BeTita Acara Penutupan Penjaringan Perangkat Desa

TIM PENGANGIIIATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

BERITA ACARA

KLARIFIRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANAL CALON
pERANGrIAT DESA

Pads  hari  ini ..........  tanggal  ...............   bulan  ................   Tahun  .........,     kami  yang  bertanda
tangan  di  bawah  ini  Tim  Pengangkatan  Perangkat  Desa  ...,.................  telah  selesaj  dan
menutup penerimaan pendaftaran Bakal Colon Perangkat Desa sebagai hasil Penjaringan Bakal
Calon Perangkat Desa yang dilakukan mulai tanggal .............. s.d

BerdasaTkan  proses  pendaftaran  tersebut,  Bakal  Calon  Perangkat  Desa  yang  mendaftar
adalah sebagai berikut :

A.     Fomasi Jabatan  .........,..
1.     Nama

Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Peker]'aan
Alamat

2.    dst.

8.     Formasi Jabatan   ......,.....
1.    Nama

Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekeriaan
Alamat

C.....dst..

Dart......( )  orang  Bakal  Calon  Perangkat  Desa yang  mendaftar,  Bakal
Calon  Perangkat Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak ......  ( ................. ) orang
dan yang belum melengkapi persyarfuan sebanyak ......  ( .................... ) orang.

Tim  Pengangkatan  Perangkat  Deso  sesuai  tahapan  yang  telch  dijadwalkan,  akan  segera
melaksanakan   pemeriksaan/penelitian   berkas   persyaratan   Bakal   Calon   Perangkat   Desa
untuk mengetahui keabsahannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan eebagaimana mestinya dan menjadi bagian
yang tak terpisahkan daii DokuiTien Pengangkatan Perangkat Deca Tahun ....

TIWI PENGANGKATAN PERAl\IGKAT DESA .....................................

NO NANA JABATAN TANDA TANGAN
1.

2.

3.

4.

5.

i



23. Format  Surat  Pemberitahuan  Untuk  Melengkapi  Persyaratan  Administrasi  Bakal
Calon Perangkat Desa

Tn¢ PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

PEMBERITAHUAN KEKUFIANGAN PERSYARATAN

Penyelesaian Administrasi dan
Kelengkapen Berkas

¥teh?asddar.:
(Bakal Calon Perangkat Deca)
di-

Dengan hormat, bersama inj kamj sampaikan bahwa Tim Pengangkatan Perangkat
Desa .................   telah   melaksanakan  pemeriksaan/penelitian  berkas  persyaratan
Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan cara sebagai berilait :
1.   Meneliti  jumlah  kelengkapan  administrasi  yang  disampaikan  oleh  para  Bakal

Calon Perangkat Deca;
2.   Membandingkan  copytsalinan  dokumen  persyaratan  dengan  naskah aslinya
3.   Melakukan          kcordinasickonfirmasi          keab§ahan         dokumen          kepada

lembaga/instansi yang mengeluaTkan dokumen.
Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Nama         :

Alamat       :

Selaku       :  Bakal  colon  perangkat  Desa  ..........,....

pada  fomasi jabatan

Masih terdapat kekurangan dan/atau keraguLraguan tentang syarat administrasi yang
telah ditetapkan, yaitu :

1.

2.

3.

4.

Kepada Saudara Balon Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi
persyaratan administrasj  tersebut di ata8  paling lama 7 (tujuh) haii terhifung  sejak
tanggal surat ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Deca.

Penyampafan berkas dapat diterima oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa terakhir
pada  tanggal  ..................   pukul  .......  WIB,  penyampaian  berkas  inelebihi  walthi
tersebut di alas tidak diferima oleh  Panitia.  Untuk itu, dimohon keriasamanya agar
segera menyampaikan beikas dimaksud pada kesempatan pertama.

Demikian   di8ampaikan   untuk   menjadikan    peit`atian   dan   atas   keriasamanya
disampaikan terima kasih.

.......................,.................  2021

Kefua Tim,

1



24. Fomat Berita Acara hasil penyaringan yang lulus seleksi administrasi

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

BEFtlTA ACARA

KLARIFIKASI KELENGRAPAN PERSYAIIATAN ADMINISTRASI BARAL CALON
PERANGKAT DESA

Pada  hari  ini ,.........  tanggal  ...............   bulan  ................  Tahun  .........,     kami  yang  bertanda
tangan  di  bamah  ini  Tim  Pengangkatan  Perangkat  Desa  .....................  telah  menyelesaikan
Pemeriksaan/Penelitian  Berkas Persayaratan  Bakal  Calon  Perangkat  Desa  yang dilaksanahan
mulai tanggal  ..............  s.d dengan hasi[ sebagai berikut

1.     Bakal calon yang mendaftar sebanyak                                                 :  ..... ( ................. ) orang;

2.     Bakal calon yang Memenuhi persyaratan sebanyak                     : ..... ( ................. ) orang;

3.     Bakal calon yang Thdak Memenuhi pelsyaratan sebanyak         : ..... ( ........,........ ) orang:

Berdasarkan  basil pemerikcaan/penelitian data administTasi dan kelengkapan pendaftaran,
Bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan adalah :

A.   Formasi Jabatan
1.    Nama

Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

2.    dst.

a.     Fomasi Jabatan   ............
1.   Nana

Tempat, tanggal lahir
Pondidikan
Pckedaan
Alamat

2....-dst..

C....dst...

Tim Pengangkatan  Perangkat Desa sesilai tahapan selanjutnya akan mengumumkan
daftar   nana   Bakal   Calon   Perangkat   Desa  yang   memenuhi   persyaratan   kepada
masyarakat Desa sebagai untuk mendapat masukan sebagai bahan penetapan Ca[on
Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadj
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun .....

TIM PENGANGKAT^N PERANGKAT DESA .....................................

NO NANA JABATAN TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.



25. Format Surat Pengembalian Berkas Penyaringan Karena Tidak Memenuhi Syarat.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
A'amat

PENGENBAUAN BERRAS PERSYAF`ATAN CALON PERANGRAT DESA

Nomor           :   ....................

Sifat            : Biaca
Lampiran   :
Perihal       : Pengembalian Berkas pereyarafan calon

Porangkat Desa

ftehpe#r.:
(Bakal Calon Perangkat Desa)
di-

Dengan homat, bersama ini kami serahkan berkas pendaftaran Calon Perangkat
Desa .......... sebanyak 4 (empat) rangkap atas nama :

Nama         :

NIK                 ..

Alamat       :

Pengembalian berkas ini dikarenakan

Demikian di8ampaikan untuk dimaklumi, atas partisipesinya dalam rangka kegiatan
penjaringan perangkat desa .......... diucapkan torimakasih.

.......................,.................  2021

K®qa Tf m'

potong disini

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BERKAS

Telah  disampaikan  dan  diterima  pengemba[ian  berkas  pendaftaran  Calon  Perangkat  Deca
alas name

Yang menerima berkas, Yang menyerahkan
Ketua Tim,

2021



26. Format Pengumuman Bakal Calon Perangkat Desa Yang Lulus Seleksi Administrasi

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

PENGUMUMAN

NOMOR

TENTANG

NANA-NAW^ BANAL CALON PERANGKAT DESA

YANG TELAH LULUS VEFtlFllIASI ADMINISTRASI

Berda§arkan  hasil pemerikcaan/penelitian data edministra8i dan kelengkapan pendaftaran
sesuai dengan Berfta Acara nomor ....... tanggal ........, Bakal calon Perangkat Desa yang
memenuhi pensyarafan adalah :

A.   Foma8i Jabatan
1.    Nama

Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekeriaan
Alamat

2.   dst.

8.     Fomasi Jabatan   ............
1.    Nama

Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekeriaan
Alamat

2.....dst..

C....dst...

Kepada masyarakat Desa ........ diberikan kesempatan untuk menilavmenyampaikan keberatan
terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang namanya tersebut di alas paling lambat 3 (tiga) hart
sejak penetapan bakal Calon.  Keberatan alas Bakal caton tersebut dicampaikan kepada Tim
Pengangkatan Perangkat Desa untuk dilakukan penelitian dan dibuatkan Berita AcaTa Penelitian
yang  akan  djgunakan  sebagai  bahan  pertjmbangan  dan  masukan  bagi  Kepala  Desa  untuk
menetapkan Bakal Calon yang berhak mengikuti selek8i/ujian.

Tim   PENCANGRATAN   PERANGKAT   DESA  Ai{AN   MEil.ANIN   KERAriAsiAAI`i   DATA
PELAPOR

```-.`.`-.`-````..``.'.,    ``````.

Ketua "m,
2021

d\



27. Format Forimulir Penyampaian Keberatan Oleh Masyarakat Terhadap Bakal Calon

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

FORMULIR PENYAMPAIAN KEBEFIATAN OLEH MASYARAKAT

TERHADAP BAIIAL CALON PERANGKAT DESA

A. Informasl P®ngajuan Keberfun

Nomor regestrasi keberatan      :  .......... „..„ ...... (diisi oleh panitia)

Nama pelapor

Alamat

Pekeriaan

NOHp

8. Alasan keb®ratan

C. HarITang€aL.          Tanggapan          atas          k®beratan          akan          diberikan
I,,,,,,,,,,,,,,,,...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,,,,11,,

(Diisi oleh Panitia)

Demikian  keberatan  ini  saya  sampaikan,  alas  perhatian  dan tanggapannya  saya  ucapkan

terimakasih.

Tim Pengangkatan, Pelapor,



28. Fomat Berita Acara penel.rtian keberatan maeyarakat oleh Tim Pengangkatan.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA......................,.,,...,...

KECAMATAN.................................
Alamat

BERITA ACARA

TENTANG

PENELITIAN KEBEIRATAN NASYARAKAT

Pada  hart  ini tanggal.............bulan tahun dua ribu dua puluh
satu, kami yang bertanda tangan di ba\^/ah ini tim  Pengangkatan  Perangkat Desa
bea ..............,    Kecamatan ...................,        Kabupaten        Tapin,    telah    bersema-sama
mengadakan   rapat  penelitian  laporan  keberatan  masyarakat  terhadap  Bakal  Calon
Perangkat Desa ...............  Kecamatan ................. Taliun 2021 .

Adapun  basil  rapat dimaksud  memutuskan  bahvva  Bakal  Calon  PeTangl(at  Deso  yang
mendapatkan laporan keberafan dari masyarakat adalan set)agai trenKut :

No1 Nana Efakal Calon Laporan K®beratan Tanggap®n Panitla
P®ranghat Dcea Maeyarakat

2
3
456

dst

Demikian    berita    acara    ini    dibuat    dengan    sesungguhnya    untuk    dipergunakan
sebagaimana mestinya.

T" pENGANGiaTAN PERANGKAT DESA .....................................

NO NANA JABATAN TAN DA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

d\



29. Format SK Kepala Desa Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak
Mengikuti Seleksi.

KEPAI`A DrsA ..........................

KEPUTUSAN KEPAIA DESA ...................
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CAI.ON PBRANGKAT DESA YANG BBRHAK MENGIKUTI SELEKSI
DESA rmARATAN

TAHUN

KEPAI,A DESA .........................,

Memperhatikan   :   a.  bahwa   dalan   rangka   keberhasilan   pengangkatan
Perangkat    Desa    maka    perlu    ditetapkan    calon
perangkat   desa   yang   berhak   mengivnrd   seleksi,
Desa....................Kecamatan.

b.  bahwa    berdasarkan    pertimbangan
dinaksud    dalam    hunif   a,    perlu
Keputusan Kepala Desa

..``,

sebagaimana
menetapkan

Mengingat         :   1. gen£::-#anD8aerfmfaft|ipT:ahL9£:t,t£:ei¥
Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  Tin8kat  11  Tabalong
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965
Nomor  51,  Tamhahan  Ilembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2756);

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lemharan  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelcksanaan   Undang-Undang   Nomor   6
Tchun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia    Tahuri    2014    Nomor    123,    Tambahan
I-embaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagainana    telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemeiintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembchan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang    Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang
Nomor 6 Tchurl 2014 tentang Desa (Ifmbaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2015    Nomor     157,
Tambahan   I+embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5717);

i



Memperhatikan

Menetapkan    :

KESATU

REDUA

4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun
2015   tentang   Pengan8katan   dan   Pemberhentian
Perangkat  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  5)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67
Tahuri   2017   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223)

5.   Peraturan  Daerah  Nomor   11   tahun  2017   tentang
Stnulrfur Organisasi dan Tata Ken.a Pemerintah Desa
serta  Pengan8katan  dan  Pemberhentian  Peran8kat
Desa di Kabupaten Tapin;

6.   dst ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-
undangan yang terkait).

1.  berita acara penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa
yang  lulus  seleksi  administrasi  nomor  .......  tanggal
`.,'..```,

2.  berita acara peneutian keberatan maayarakat nomor
tanggal

MEMUTUSEN :

Menetaphan  Bakal  Calon  Peran8kat  Desa  yang  memenuhi
persyaratan  menjadi  Calon  Peranghat  Desa  yang  Berhak
Mengik:uti   Seleksi   sebagaimana   tercant`m   dalam   daftar
lampiran keputusan kepala desa ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetaphan di : Desa ............
Pada tanggal

KEPAI,A DESA ....................,

d\



LAMPIEN
KBPUTUSAN KEPAIA DESA ...................
NOMOR......................
TEINTANG
PENETAPAN CAION PERANGKAT DESA
YANG BBRHAK MENGIKUTI SELEKSI

DAF`TAR cAloH PERAHGRAT DESA TAHa BEnlIAK HENGIKilH sELH8I

HO FomiAsl .ABAT^H -caeH/RE
1 \...............--.I................--......

•       -.............-...I...............`..........

•     dst.

2 1-............-...-..I.......-.................-

.       .-................-I........-.-.-............

•     dst.

3 `....-..-...........I-...-.............-....

•       ...............-...I.....-......-............

.     dst.

4 1.............-......I.......................-..

•       -.........-..-..I..........................

.     dst.

5 .....  D8t st

rmAIA DESA .....................,

i



30. Format Pemohonan izin cuti Anggota BPD

SuFIAT  PERNOIIONAN IZIN CUTI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat, tanggal lahir

Jenis kelamin

Jabatan

Desa

mengajukan       permohonan       ijin      cuti       dart      tanggal sampai      dengan

.................,.... sehubungan dengan ditetapkannya saya eebagaj Calon Perangkat Desa dan akan

mengikuti seleksi menjadi Perangkat Desa .........,..........

Demikian sprat permohonan izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....'.'.......`..................20.-.

Pemohon



31. Fomat Surat Pemberian Cuti Dari Ketua BPD

pEnmRINT      KABUpATEN TAPIN
RECAMATAN...........

DESA............"
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Alanat :

SURAT IZIN CUTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana

Jabatan : Ketua BPD

Memberikan izin cuti kepada :

Nana

Jabatan

Pemberian  ijin  cuti  ini  mulai  tanggal sampai  dengan   .......................,

untuk    mengikuti    selek8i    Calon    Perangkat    Desa .......................    Kecamatan ........................

Kabupaton Tapin.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagai  pemenuhan eyaTat administrasi

menjadi Perangkat Desa.

•..............,.................. 20 ....

Pemohon



32.Fomat  Pengumuman  Calon  Perangkat  Desa  Yang   Berhak  Mengikuti  Seleksi
Perangkat Desa

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

PENGUMUMAN

NOMOR

TENTANG

CALON PEIIANGRAT DESA YANG BERIIAK MENGIKUTI SELEKSI

Berdasarkan    Keputusan    Kepala    Desa .,................    Nomor: ...........    tentang    Calon

Perangkat  Desa  Yang  BeThak  Mengikuti  Seleksi,  dengan  inj  diumumkan  kepada  seluruh

masyarakat Desa .................... bah`^ra Calon Perangkat Desa Yang Behak Mengikuti Selekei

adalah sebagai ben.kut:

no DomlA8I .^BAT^H MAin-n/rm
1 1....................I......-.----....-.-..--...

•        -.........-.......I..........................

.     dst.

2 \..-..'............../..'.....................-

.        ...........-......I..........................

•     dst.

3 1..................../..........................

•       .-.--.....--....-..I.-........................

.     dst.

4 .....  D8t 8t

Selanjutnya,  Tim  Pengangkatan  Perangkat  Desa  akan  melaksonakan  seleksj  sebagai

berikut :

1.    UjianTertulisdenganmateri        :     -Pancasila;
-UUD1945;
-   Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
•   Pengetahuan umum; dan
-Administrasi perkantoran

2.   Ujian praktek komputer

3.   Wawancara

-Program word; dan
-Program Excel.

-Bidang pemerintahan;
-Bidang pembangunan;
-   Situasi,  .kondisi,  budaya dan  karakteristik Deca

ujian tertulis dan ujian praktek serea \rawancara akan dilaksanakan pada :

HariITanggal

Wan
Tempet



Ketentuan lain terkait pelakeanaan ujian akan disampaikan oleh Tim Pengangkatan Perangkat

Desa dalam surat undangan pelaksanaan ujian.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...................

Ketua`



33. Fomat SK Kepala Desa Tentang Penunjukkan Pihak Ketiga Sebagai Tim Penyusun
Naskah Ujian

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN REPAIA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTENG

PENUNJUKAN ...................... SEBAGAI TIM PENYUSUN NASKAII UJIAN

DESA
PENGANGKATAIN PERNGKAT DESA
.....................   KECAMATAN  ...........

TAHUN................

KEPALA DESA .........................,

Memperhatikan   :   a.  bahwa         berdasarkaan    ketentuan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Bupati Tapin
nomor ..... Tahun ..... tentang ..........., perlu menunjuk
penyusun   naskah   ujian   pengangkatan   Perangkat
Desa;

b.  bahwa    berdasarkan    pertinbangan    sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a,    perlu    menetaphan
Keputusan Kepala Desa ..........................

Mengingat             :    1.  Undang-Undang   Nomor   8   Thhun    1965   tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Daenah  Tingkat  11  Tabalong
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1965
Nomor  51,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2756);

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6
Tahun 2014 tentang Desa (Lemharan Negara Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor    123,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang    Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2015     Nomor     157,
Tanbahan   Ifmbaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5717);

1



4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun
2015   tentang   Pengan8katan   dan   Pemberhentian
Perangkat  Desa  q3erita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  5)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67
Tahun   2017   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Penganghatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa
Q}erita Negara Republik Indonesia Thhun 2017 Nomor
1223);

5.  Peraturan  Daerah  Nomor  11  tahun  2017  tentang
Stnilrfur Organisasi dan Tata Ken.a Pemerintah Desa
serta  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat
Desa di Kabupaten Tapin;

6.  d8t ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-
undangan yang terkait).

MEMUTUSEN :

Menetapkan
RESATU

REDUA

rmGA

Menunjuk ...................... sebagai Tim Penyusun Naskah ujian
Pem8kat Desa
Tim  penyusun  nashah  ujian  sebagainana  dimaksud  dalam
DIKTUM KBSATU mempunyal fugas dan kewajiban :
a.  menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta

naskah ujian cadangan dan naskah lmnci jawahan sesuai
jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perianjian;

b.  menyampaikan  nashah  ujian  dan  naskah  kunci jawaban
serta naskah  ujian  cadangan  dan  naskah  kunci jawaban
kepada Panitia PenganBkatan sesuai ketentuan dalam surat
peljanjian; dan

c.  menjaga  kerahasiaan   nashah   ujian   dan   naskah   kunci
jawaban serta

nashah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.
:   Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala

Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Deso.............."

KEEMPAT       :   Keputuson ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal

REPAI.A DESA ....................,

i



34. Format  Perianjian  Keriasama  Kepala  Desa  Dengan  Pihak  Ketiga  Tentang  Untuk
Penyusunan Naskah Ujian.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

RECAMATAN.................................
Alamat

PEIUANJ IAN KERJASAMA

Nomor  : ....................

Yang bertnda tangan di bawah ini,

DAN

Tnt PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.co ....... co ............ ~ .......

Sepakat uTrfuk bckerjacama pada Penyu8unan Na8kali LJjiaTi Tuli8 dan Prakeek   kegiaitan
PeTtgangkatan Peranglcat Desa

A.   Pihak pertama adalah       : Tim pengangkatan perangkat Desa ...........

8.   Pihak Kedua edalah

Sehubungan  dengan  hal-hal  teTsebut  di  alas  para  pihak  telah  bersepakat  membuat  dan

menandatangani perjanjian keriasama ini dengan syarat-eyand dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tugas dan Ruang Lingkup Pekeriaan

1.  Tugas   Pekerjaan   Pihak  Pertama  dan   Pihak   Kedua   mendukung   penuh   Pengangkatan
Perangkat Desa ..............

2.  Para  Pihak  bersepakat  dan  setuju  untuk  menciptakan  keTjasama  dalam  rangka  rangka
pelaksanaan  kegiatan  eelek§i  ujian  pengangkatan  Perangkat  Desa  ,........   yang  secara
teknisnya dijelaskan pada pasolpasal perianjian ini.

Pasal 2

Hak Dan Kewajiban Pare Pihak

1.  Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

a)  Menyusun naskah ujian tulisdan naskah ujian cadangan dengan maten.
sebegai ben.kut :
-      Pancasila;
-       UUD1945;
-      Pengetahuan tentang pemerintahan Deca;
-      Pengetahuan umum; dan
-      Adminjstrasi perkantoran

i



b)  Menyusun naskah ujian tulis dengan mateTi sebagai berikut :
-      Programwnd;dan
-      PngramExcel,

c)  Menjaga kerahasian coal ujian dan kunci jawaban soal ujian.

2.  Hak den kewajiban Pihak Kedue :

a) Menerima soal ujian utama dan serta ujjan cadangan dan kunci jawaban
ujian utama  dan kunci jawaban ujian cadangan.

b)  Pihak Kedua wajib membayar biaya jasa pembuatan naskah ujian tulis dan
praktek komputer sebecar Rp ) Sudah termasuk di
dalamnya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :.

Pasal 3
Masa Berlaku Keriasama

Perianjian ini berlaku sejak tanggal ....,......... 2021  dan berakhir pada tanggal ........,....
2021

Pasa[ 4
Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat untuk kesepakafan ini, akan diselesaikan
dengan musyawarah mencapai mufakat.

Pasal 5
Penutup

Surat  Kesepakatan  ini dibuat dan ditandatangani  oleh  kedua  belah  pjhak di  .......,...
pada Hari ........... tanggal ...... bulan ...... Tahun 2021, dibuat dalam rangkap dua yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan eeperiunya.

pir" PERTAVA
tim Pengangkatan Perangkat Desa

Deca.............'......'....

Ketua tim

PIHAK KEDUA

Ketua,

i



35. Fomat Berita Aca[a Penyerahan Naskah ujian.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

BERrrA ACARA PENVERAHAN NASKAH u7IAN SELEKSI PERANGKAT DESA

DESA.................RECAMATAN...................

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

Nomor :  ............................

Pada hari ini tanggal.............bulan................tah`mduaribuduapuluhsatu,
kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nana           :  ..................-

Jabatan     : Ket`ra Tim pengan8ketan perangkat Desa.

Selanjutnya disebut sebagal PIIIAK PERTAMA,

Narm

Jabatan       :  ...................

Selanjutnya disebut sebagal PIIIAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyerahkan nashah ujian beserta lunci j abawan kapada PHIAK PERTAMA
dan PIHAK PERTAMA membayar PHAK KEDUA sesuai dengan suet perianjian keriasana
Nomor......tanggal.........

Demikianberitaacarainidibuatdengansesungguhnyauntukdipergunakansehagainana
mestinya.

PIIIAK PERTAMA
Ketun Tim,

PI-REDUA
'`.'``'..``'.`'.``.`''``'`'`.'``'``'..,

d`



36. Fomat Surat Undangan Untuk Mengikuti Ujian/Se[eksi

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

Nomor            .

Sifat                :  Biasa
Lampiran      :-

Perihal :  UNDANGAN.

Kepada :

NO.  Peserta  Ujian  :  ................

di-

Tempat

Mengharap dengan homat keliadiran BapaMbu/Saudar pada :

Hart, Tanggal

Puku'

Tempat

Acara

Catatan

: Pelakcanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa

1)  Ujian selek§i terdiri dari :
1.     ujian tertulis dengan materi :

-    Pancasila;
-UuD1945;
-Pengetahuan tentang pemerintahandan/atau pemerintahan Desa;
-Pengetahuan umum dan Admjnistrasi perkantoran,

2.     Ujian praktek komputer dengan materi :
-    Program word;
-Program Excel.

3.    Wawancara.
2) Pakaian: Bebae/Pantas dan rapi serta memakai sepatu.
3)  Peserta uian hadir di lokasi ui.ion paling lama 30 (tiga puluh) menit 8ebelum

pe[aksanaan ujian dan `rajib mengisi daftar hadir.
4) Calon yang datang terlambat pada pelaksanaan ujian tu[is dan praktek, maka

yang bersangkutan mengerjakan seluruh  naskah ujian tuli8 dan  praktek dari
sisa waktu yang tersisa.

5) colon yang tidak nadir atau tidak mengikuti ujian  dinyatakan gugur atau tidak
lulus.

6) Selama pelakcanaan ujian,  peserta  ujian dilarang membava  barang-barang
kedalam  ruang   ujian antara  lain  berupa telepon genggam atau Handphone,
buku,  kertas  beri§i catatan  mengenai  materi  ujian,  atau  peralatan  lain  yang
dapat membantu peserta ujian da[am mengeTjakan atau menjawab seal ujian.

Demikian   disampaikan   untuk  menjadikan   maklum,   dan   atas kehadirannya
dicampaikan terima kasih.

..................,..............,..  2021

Ketua Tim,

i



37. Format Daftar Hadir peerta ujian

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

DAFTAR NADIR UJIAN SELEKSI PERANGluT DESA

Hari, Tanggal

Tempat

FORMASI JABATAN  :  ....................................

LiiiAN TErmLIS

NO NAAIA CALON PERANGRAT DESA TAN DA TANGAN

1 1.................

2 2.................

3 ......  dst 3.

UJIAV I                H R,

NO NAAIA CALON PERANGKAT DESA TANDA TANGAN

1 1.................

2 2.

3 .......  dst 3.

WAVANCARA

NO IunA CALON PERANGRAT DESA TANDA TANOAN

1 1.-...............

2 2.................

3 ...,...  dst 3.................

K®tua "m,
2021

i
Catatan:
Datar Hedtr dibuat menurut jenis formasi jchaten,



38. Fomat Tata Tertjb Pelaksanaan Ujian.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

TATA TERTIB UJIAN
PADA SELEKSI PENGANGIIATAN PERANGRAT DESA ....

TAHUN...-...

1.     Ujian dimulai pukul ...... sampai dengan .......
2.    Peserta hadjr 30 menit sebelum dimulai ujian.
3.    Peserta ujian wajib mengenakan identjtas yang telah disediakan Tim pengangkatan

Perangkat Desa.
4.    Mematuhj protokol kesehatan covid-19 dengan :

a.    Peserta tidak sedang cakit;
b.    Dilakukan  pengecekan  suhu  tubuh  sebelum  memasuki  ruangan  ujian  (suhu

maksimal 37,3 derajad celcius).
c.    Wajib memakai masker;
d.    Mencuci tangan.

5.    Peserta ujian memasukj ruangan ujian setelah tanda masuk diundangkan.
6.    Peserta ujian yang terlambat hadir maka yang belsangkutan mengeriakan seluruh

naskah ujian tulis dan praktek dari sisa \^raktu yang tersisa setelah mendapat ijin dart
Tim Pengangkatan.

7.    Peserta ujian yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian dinyatakan gugur atau tidak
'ulus.

8.    Peserfa  ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik]  kalkulator,  tas,  buku
dan  catatan  dalam  bentuk apapun  temasuk  makanan/minuman  kedalam  ruang
ujian.

9.    Peserta ujian tidak boleh menyiapkan alat tulis menulis, karena sudah djpersiapkan
Tim Pengangkatan.

10.  Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
11.  Peseha ujian mulai mengerjakan soal setelah da tanda waktu mulai ujian.
12.  Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian soal ujian hanya dapat

bertanya kepada Tim Pengangkafan dengan craa mengaoungkan tangan terlebih
dahulu.

13.  Selama  ujian  beriangsung,   Peseha  ujian  hanya  dapat  meninggalkan  ruangan
dengan  ijin  dan  pengawasan  dari Tim  Pengangkatan,  serta tidak melakukannya
berulang kali.

14.  Peserta ujian yang memperoleh paket soal yang cacat atau rusak, pengeriaan soal
tetap dilakukan sambil menunggu penggantian paket soal.

15.  Peserta  ujian  yang  meninggalkan  ruangan  setelah  membacaa  soal  dan  tidak
kembali    sampai    dengan    maksimal    ......    menit,    dinyatakan    telah    selesai
menempuh/mengikuti ujian pda muatan/mata ujian yang terkait.

16.  Peserta  ujian  yang tefah  selesai  mengeriakan  soal sebelum walchi  ujian  berakhir
tidak diperbolehkan meninggalkan muangan sebelum berakhimya wak(u ujian.

17.  Peserta ujian berhenti mengerjakan seal setelah ada tanda berakhjmya waktu ujian.
18.  Selama ujfan beriangsung, peserta ujian dilarang :

a.    menanyakan jaawaban soal kepada siapapun;
b.    bekerjasama dengan peserta lain;
c.    memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d.    memperlihatkan pekeriaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekeriaan

peserta lain;
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e.    Membawa paket soal ujian keluar dari ruangan ujian;
f.     Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

19.  Pelanggaran terhadap  ketentuan fafa tertib  ujian diatas,  dapat djkenakan  sanksi
dinyatakan tidak lulus ujian oleh Tim Pengangkafan Perangkat Desa.

........-'..............'....................20....

Tim Pengangkatan Perangkat Desa ..
Ketua.



39. Fomat Lembar Penilaian Ujian Tulis/Pilihan Ganda

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat  :   ......................................................

LEMBAR PENILAIAN UJIAN TULIS/PILIHAN GANDA

-     FORMASI JABATAN

-    Jumlahcalon

-     Hadir

-     TidakHadir

-     HARl,TANGGAL

-     TEMPAT

:...........Orang

:....-....-.Orang

:....-......Orang

ro NANA CALON NO PESERTA UJIAN JUMLAl+ NIIN

1

2

3 ..... dst ..."

#REE##dnt#n',%,#uallT\mpenoanokeK£E=.erangkatDee

i



40. Format Lembar Penilaian Ujian praktek komputeT.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

LEMBAR PENILAIAN UJIAN PRAKTEK KOMPUTER

-     FORMASI JABATAN

-    Jumlah calon

-     Hadir

-     TidakHadir

-     HARl,TANGGAL

-     TEMPAT

:...........Orang

:....-......Orang

:...-.......Orang

NO NAMACALON
NO PESERTAUJIAN APLIRAsl JUMLAHNILAl

WORD EXCEL

1

2

3 •....  dst  .....

Keterangan Skafa Penilafan ;
untuk sedap Apllkasl :
- INampu : nllol 20 (duo puluh)
-Kurang mampu : nllal 10 (s®puluh)
- Tld®k mami.u ; nll81 0 (nol}

Tim Pengangkatan Perangkat Desa
Ketua'

d\



41. Format Lembar Penilaian Wawancara 1.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

LEWIBAR PENILAIAN UJIAN WAWANCARA

-     FORMASI JABATAN

-    Jumlah calon

-     Hadir

-     TidakHadir

-     HARl,TANGGAL

-     TEMPAT

:...........Orang

:.-......-..Orang

:..,........Orang

NO NARACALON NO PESERTA UJIAN JUMLAH Nluu

1

2

3 ..... dst  .....

Ketorangan Skala Penilaian ;
unfuk sanp Apllkasl :
- Wampu .. nllai 10 (sopuluh)
- Kunng mairnpu .- nllal 5 ulmo)
• Tldek mampu ; n]lal 0 (nol)

Tim Pengangkatan Perangkat Desa
Ketua'
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43. Fomat Lembar Rekapitulasi Penilaian Gabungan

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

RECAMATAN.................................
Alamat

LEMBAR RERAPITULASI PENILAIAN GABUNGAN

-     FORMASI JABATAN

-     Jumlahcalon

.     Hadir

-     TidakHadir

-     HARl,TANGGAL

-    TEMPAT

:...-.......Orang

:-..........Orang

:...........Orang

NO NANA CALON NO PESERTA

PEROLEHAN NILAl

JUMun
UJIAN UJIAN

I                 .                       .      .      .

TERTULIS PRAK" NILJU

1

2

3 ...dst.....

Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Ketua,
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45. Format  Daftar  Hadir  Rapat  Pleno  Terbuka  Tenfang  Penetapan  Perangkat  Desa
Terpilih.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

DAFTAR NADIR RAPAT PLENO TERBURA TENTANG

PENETAPAN NIIAI UJIAN CALON PERANGRAT DESA

Hari, Tanggal

Tempat

UJIAN TERTLlLIS

NO NANA TANDA TANCAN

1 1.................

2 2.........'.....„

3 3.................

4 4.....'.'.........

5 5.............'...

6 6.

7 7`.......-.....-..

8 8......'..........

.......  dst

Kct,Ja Tim'
2021



46. Format Berita Acara Pleno Pelaksaan Ujian Dan Koreksi Hasil Ujian.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat  :   ................................................. ' ....

BERITA ACARA RAPAT PLENO
PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI HASIL UJIAN

Nomor  :  .....................

Pada     hari     ini ,............      tanggal      .......... „ .........      bulan     .,................. Tahun
.............. kami yang bertanda fangan di bawah ini Tim Pengangkatan Perangkat Desa
telah melaksanakan ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara bagi Calon Perangkat
Desa yang dilaksanakan  pada tanggal.
berikut:

A.   Ujian T®rfulls :
1.    Formasi Jabatan

•   Jumlah calon
-    Hadir
-   TidakHadir

2.     "..'dst„"

8.   ujian praktek :
1.   Formasi Jabatan

-Jumlah calon
-   Hadir
-Tidak Hadir

2.    „...dst ....

C.   Wawancara :
1.   Formasi Jabatan

-Jumlah calon
-    Hadir
-TidakHadir

di  ...................,  dengan  hasil  sebagai

2......dst....

Setelah    pelaksanaan    Ujian.    Tim    Pengangkatan    Perangkat    Desa    langsung
melaksanakan tahapan koreksi hasil ujian, dengan hasil sebagai berikut :

NO FORMASI JABATAN NANA CALioN

PEROLEHAN N lLAI

JUM"UJIAN UJIAN
.                     .                            .I.

TERTULIS PRAKTEK N]LJu

1

1.............'.'...'2....................3.dst

2
1....................2.3.dst...

3

1............'......'2...........'........3.dst..



Demikian  Berita  Acara  ini  dibuat  untuk  dipergunakan  sebagaimana  mestinya  dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa
Tahun......

Perwakilan Peserta Ujian/
Calon Perangkat Desa,

Cfatetan ..
1.   Perol®han nilai diambil dari l®mbar

rckapitulasi  nilai  Calon  I=®rangkat
Desa,.

2.  Jumlah   nilai   diurut   berdasarkan
nilai toranggi.

q\

Tim Pengangkatan
Perangkat Desa ......

Ketua'



47.Surat   Permintaan   Rekomendasi   Dari   Kepala   Desa   Kepada   Camat   Perihal
Pengangkatan Perangkat Desa.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.................................

KECAMATAN.................................
Alamat

Biasa
1  (satu) berkas
Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian
Perangkat Desa.

..............   20 ....

Kepada Yth :

K.pal. Itoa ...................

di-

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa llm Pengangkatan
Perangkat  desa  ........  telah  melaksanakan  ujian  tertulis,  ujian  praktek  dan
wawancara   bagi  Calon   Perangkal   Desa   pada  tanggal   ..........................   di

.........................(terlampirBerriaAcara).

Berdasarkan  hasil  koreksj  yang  dilakukan  setelah  pelaksanaan  ujian,
djperoleh liasil sebagai berikut :

A.   Formasi Jabatan

NO NANA CALON
PEROLEHAN N IIJN

JUMIJunUJIAN UJIAN
WAI"ANfiNRA

TERTULIS PRAKTEK NILAl

1

2

3 •..  dst ...

8....dst""

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Tim Pengangkatan Perangkat Desa ........

K®tua.



48. Permintaan Rekomendasi Dari Kepala Desa Kepada Camat Perihal Pengangkatan
Perangkat Deca.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP REth .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1  (satu) berka§
Permintaan Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat Deca.

I.........-.-...'.....................20--

Kepada Yth :

CANAT..--..'............

di-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ......., tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dan Staf Desa,  Pasal 38 Ayat
(1) menyebutkan :  Hasil    penyaringan    Ca[on    perangkat   desa    sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang dengan urutan nilai terfu.nggi dikonsultaeikan Kepala
Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi,

Sesuai   dengan   hal   tersebut  di   alas,   bersama   ini   kamj   mintakan
rokom®ndasl    pengangkafan    Perangkat    Desa    ...........    dart    CaLmat
................... atas nama Perangkat Desa sebagai berikut :

No Name Jabrfu
1.

2. . . . dst

Demikian disampaikan, alas perhatiannya diucapkan terimakasih.

K®pala Desa,



49. Fomat Rekomendasi Camat Tenfang Proses Pengangkatan Perangkat Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KOp REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

Setelah  membaca,  meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  Desa  ....,..............   Nomor  :

..............,  tanggal  .......,............,   perihal

Peratilran.........................Nomor......Tahun.......,tentang

. dan memperhatikan

Pasal
......... Ayat ( .... ) serta berkas pendukung lainnya, maka kami m®mberikan rekomendasl k®pada

K®pala Desa tintuk m®ngangkat P®rahgkat Dcea d®ngah  mama dan jabatan yang tersebut di

bawah ini :

No Nana Jabrfu
1.

2. ...  dst

Demikian §urat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pengangkatan Perangkat Desa dan Surat Keputusan Ponctapan Jabatan Perangkat Desa .........

I.....`...........I.,,.,,,....'.....L...

Camat............................I

NIP.....-.....................

20.....

i



50. Fomat Surat Keputusan Pengangkatan Perangket Desa.

REPALA DrsA ..........................

KEPUTUSAN KEPAIA DESA
NOMOR

TENENG

PENGANGRATAN PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAHUN................

KEPAIA DESA .........................,

Memperhatikan   :   a.  bahwa                               sehubungan                dengannha
untuk     melaksanakan     ketentuan     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ........  Peraturan Bupati Tapin
nomor.....Tahun.....tentang...........,perlu
melakukan pengan8katan Peran8kat Desa

b.  bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud    dalam    humf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan Kepala Desa ..........................

Mengingat             :    1.  Undang-Undang   Nomor   8   Tahun    1965   tentang
Pembentukan Daerah Tin8kat 11 Tanah haut, Daerah
Tin9kat  11  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  11  Tabalong
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965
Nomor  51,  Tambahan  Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 2756);

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor    123,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagalmana    telah    diubah    dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang    Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I+embaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2015    Nomor     157,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor5717);

i



4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Thhun
2015   tentang   Pengangkatan   dan   Pemberhentian
Perangkat  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  5)   sebagainana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67
Tahun   2017   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengan8katan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

5.  Peraturan  Daerah  Nomor   11   tahun  2017  tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kelja Pemerintah Desa
serta  Pengan8katan  dan  Pemberhentian  Peranglcat
Desa di Kabupaten Tapin;

6.  dst ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-
undangan yang terkait).

Memperhatihan   :    1.  berita acara penetapan rapat pleno pelaksanaan ujian
dan koreksi haasil ujian nomor ....... tanggal ......... ;

2.  rekomendasi Camat ............... nomor ...... tanggal ......

MEMUTUSEN :
Menetapkan    :

KESATU          :   Mengan8kat   nana   dibawah   ini   sebagai   Perangkat   Desa
yaitu

Nana
No. KTP
Tempat/Tgl. Lchir
Jenis Kelamin
A8EHm
Pendidikan Terakhir

KBDUA            :   Perangkat   Desa    sebagaimana    dimaksud    dalam    DIKTUM
KESATU  Keputusan  Kepala  Desa  ini  menerima  penghasilan
tetap sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain
yang   sah   menurut   peraturan   perundang-undangan   serta
memiliki nasa kelja sampai dengan berusia genap 60  (enam
puluh) tchun.

KFrlGA           :   Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.......,.I......

KEEMPAT       :   Keputusan ini mulal berlaku sejck tanggal pelantikan, dengan
ketentunn    apabila    dikemudian    hari    temyata    terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal   :  ....................

KEPALA DESA  ....................,



Tembusan disampaikan :
1.  Yth. Bupati Tapin

c.q. Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.  Canat
3.  Yang bersangkutan,
4.  Arsip.



51. Format Surat Keputucan Penefapan Jabatan Perangkat Desa.

KEPAliA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TEN"G
PENRTAPAN JABATAN PERANGKAT DESA

DESA
KECAMATAN...............

TAHUN................

KEPAIA DESA  .........................,

Memperhatikan   :   a.  bahwa                                       dalam ran8ka
.................................................................,                 maka

untuk     melaksanakan     ketentuan      sebngaimana
dimaksud dalam Pasal ........ Perat`mn Bupati Tapin
nomor.....Tahun.....tentang...........,perlu
melakukan penetapan jabatan Peran8kat Desa

b.  bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud    dalam    humf    a,    perlu    menetaphan
Keputusan Kepala Desa

Mengingat             :    1.  Undang-Undang   Nomor   8   Tahun    1965   tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Dacrah'Ithtlrat  11  Tapin  dan  Daerah  'Iintlrat  11  Tabalong

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1965
Nomor  51,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2756);

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa (Ifmbaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2014    Nomor    123,   Tamhahan
Ifmbaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagainana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Thhun 2015 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang    Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I+embaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2015    Nomor     157,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor5717);
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4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun
2015   tentang   Pengan8katan   dan   Pemberhentian
Perangkat  Desa  q3erita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  5)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67
Tahun   2017   tentang   Perubehan   Atas   Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Peran8kat  Desa
q3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

5.  Peraturan  Daerah  Nomor   11   tahun  2017  tentang
Stmktur Organisosi dan Tata Keija Pemerintah Desa
serta  Pengan9katan  dan  Pemberhentian  Perangkat
Desa di Kabupaten Tapin;

6.  dst ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-
undangan yang terkait) .

Memperhatikan   :    1.  Surat Keputusan Kepala Desa ...... nomor ..... tanggal
...... tentang Pengan9katan Perangkat Desa;

2.  rekomendasi Camat ............... nomor ...... tanggal ......

MEMunsEN :
Menetapkan    :

KESATU          :   Menetapkan jabatan perangkat Desa yang tercantum dalam
lajur 3, kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4
lampiran Keputusan Kepala Desa ini, dengan ketentuan :
a.  selama menjabat harus melaksanakan tugas sesuai dengan

tugas pokck dan fungsinya;
b.  akan    selalu    berkoordinasi    dengan    Sekretaris    Desa

dan/atau    Kepala    Desa    dalam    setiap    pengambilan
keputusan;

c.  Setiap  akhir  tahun  akan  dievaluasi  kineljanya  selana
menjabat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan
kebijakan  dalam  pemberian  hak  dan  kelanjutan  nasa
jabatan yang bersangkutan.

KBDUA            :   Jabatan  Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud  DIKruM
KESATU  Keputusan  Kepala  Desa  ini  menerima  tunjangan
sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang
sah menurut peraturan perundang-undangan.

KEmGA           :   Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa................

KEEMPAT       :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan    apabila   dikemudian    hari    temyata    terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal

KBPAI.A DESA ....................,



Tembusan disampaikan :
I.  Yth. Bupati Tapin

c.q. Kepala DPMD Kabupaten Tapin.C-t
Yang bersan8kutan,
Arsip.



LAMPIEN
KEPUTUSAIN KEPAIA DESA ...................
NOMOR
TENTANG
PENFTAPAN JABATAN PERANGKAT DBSA

NO
NAMA DANTANcOALLAHIR JABATAN JABATAN RTLAun BARU

1 2 3 4 5
1. •........  (Nana (N- (Nana

Yang
Len8kap)franggal, ber-gkutan

Jabatan Jabatan menerima
sebelumnya) b-) tunjangan

But dan sesuai
Tchun Lahir) kemanpuankeuanganDesadanpendapatanlainyangsahmenurutperaturanpemndang-undanfan.

2. •........ (NanaLengkap)ITanggal,BundanTahunLahir
(Nana (Nana
Jabatan Jabatan
sebelumnya) b-)

3. .....'...  dst.

quana INama
Jabatan Jabatan
sebelumnya| baLnl'

REPAIA DBSA ....................,

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARFAN



LJWPIRAN  11
PERATURAN BUPATI TAPIN.
NOMOR  55     TAHUN   202t
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGRAT DESA DAN STAF DESA

FORMAT DOKUMEN PEMBERIAN SANKSI PERANGKAT DESA

1.   Format Su[at Teguran Terfulis I (Perfama)

PEn4ERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP DEth .....

SURAT TEGURAl\l I (PERTAMAl
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Name

Jabatrn         : Kepala the ............. „ ................,.

Memberikan sanksi berupa Teguran I (Pertama) kepada :

Name

Jabatan
Teguran   I   (Pertama)   ini   berupa   sankei   administra8i   ringan   dan      dibelikan
sehubungan  dengan
sehingga                melanggar                ketentuan                dalam                Peraturan

'  Pacal ...
Surat Teguran I (Pertama) ini berlaku selama 30 (noa puluh)  hari, millal fanggal
................  sompal  dongan  tanogal  ................  Pada  rentang  wak(u tersebut
diharapkan yang bersangkLhan dan jika tidak

maka   akan   diberikan   sanksi   admini8trasi
sedang berupa :
1.   Teguran ll (Kedua);
2.   Pemerikcaan lntemal; dan
3.   Dapat diberhentian sementara sebagai Perangket Desa.

Demikian    disampaikan    sebagai    bahan    perenungan    dan    peTbaikan,    atas
perhatiannya diucapkan terima kasih ,

K®pala Desa ............,..........,

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1 .   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   Inspektur lfabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang ber8angkutan An
5.   Arsip.



2.   Format Surat Teguran Teftulis 11 (Kedua)

PERERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP RESA .....

SURAT TEGURAN 11 (KEDUAl
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jahafan         : Kepala Dca ........... „ ................ „..

M®mberikan sankei berupa Teguran 11 (Kedga) kepada :

Nana
Jabatan          :  ....................-,,.,,

Teguran  11  (Kedua)  ini  berupa  sanksi administrasi sedang dan dapat dilanjutkan
dengan  pemberhentian  sementara  sebagai  Perangkat  desa.  Hal  ini  diberikan
sehubungan  dengan
sehingga                melanggar                kctentuan                dalam                Peraturan

'   Pasal ...
Surat Teguran 11  (Kedua) ini berlaku eelama 30 (tiga puluh)   hart,  mula[ tanggal
................  eampal  d®hgan  trnggal  ................  Pada  rentang  waktu tersebut
diharapkan yang bersongkutan dan jika tidak

make akan diberikan sankei administrasi berat
berupa :
1.  Teguran 111 (Kenya);
2.  Pemeriksaan lntomal; dan
3.  Dapat diberhentian sebagai Perangkat Dose.

Demikian    di8ampaikan    sebagai    bahan    perenungan    dan    perbaikan.    alas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

K®pala the .....-.. ' ..............,

Tembilsan disampaikan kepada Yth
1.   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   Inspektur Kabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang bereangkutan An
5.   Areip.



3.   Format SK Kepala Deca Tentang Tim Pemeriksa lntemal

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTAVG

pEveENTUKAN Tn4 PERERIKSA n`ITEENAL
DESA.........................

KECARATAN........................
TAEN................

KEPALA DESA .........................,

Menimbang       :    a.  Bahwa   rangka melaksanakan pcmeriksan Internal, maka dipandang
perlu membentuk tim pemeriksaan internal desa sesuai dengan ketentunn
yang berlrfu

b.  bahwa berdasirkan pertimbangan sebagainana dimaksud dalam hunrf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..........................

Mengingat        :    1.   Undang-Undang Nonor  8  Tchun  1965  tentang  Pembentukan Daerah
Tin8kat 11 Tanah I.aut, Daerch Tingkat 11 Tapin den Daerah Tingkat 11
Tabalong(LembaranNegaraRepublikhdonesiaTch`m1965Nomor51,
Tambahan Lenrdamn Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa (Itembaran Negara
RepubLik Indonesia Tchun 2014 Nomor 7, Tambahan I+embaran Negara
Republik hdonesia Nomor 5495);

3.   Perat`mn   Pemerintah   Nomor   43   Tchun   2014   tentang   Perfuran
Pelcksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
a.embaran  Negara   Republik   hdonesia  Tchun   2014   Nomor   123,
Tambahan   I.embaran   Negara   Rapublik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana  telch  diubch  dengan  Peratunn  Pemerintah  Nomor  47
Talun 2015  tentang Perubahan alas Peratunn Pemerintah Nomor 43
Tchun 2014 tentang Peratunn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tchun 20 I 4 tentang Desa a+embaran Negara Republik Indonesia Tchun
2015  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5717);

4.   Pemmn  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  83   Tchun  2015   tentang
Pengan8lratan   dan   Pembehentian   Perangkat   Desa   (Bedta  Negara
Republik hdonesia Tchun 2016 Nomor 5)  sebagaimana telch diubah
dengan Peraturan Mentch Dalan Negeri Nomor 67 Tchun 2017 tentang
Peruhahan AIas Peranlran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tchun 2015
tentang   Pengangkatan   dan   Pembeinentian  Perangkat  Desa   @erita
Negara Republik Indonesia Tchim 2017 Nomor 1223);

5.   Perat`mn Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Stniktur Organisasi dan
Thta  Keja  Pemerintah  Desa  serta  Pengangkatan  dan  Pemberhentian
Peran8hat Desa di Kabxpaten Tapin;

i



6.   dst .....  (diisi  sesuai  tata  unltan  perat`mn  perundang-undangan  yang
terkalt).

Memperhatikan    :     Surat teguran Tertulis I oertana) Nomor ............ tanggal...„ ........ „.

REh4UTUSKAV :

Menetapkan         :    KEPUTUSAN KEPALA DESA .............. „. TENTANG PEMBENTUKAN
TIM   pERERnfsA   INTERNAL   DESA   ....................   KECAMATAN
•................... TAIEN ...........

KESATU             :    Menetapkan   Tim   sebagaimana   tercantum   pada   lampiran   yang   tidak
terpisahkan dalam kaputusan ini dengan tugas sebagal berilntt :

1.    Melcksanakan pemeriksaan internal terkait pemasalahan
` ` ``` `` ` `. . ` ' . `` ` ` . . ` ` ' `` . `` ` `` ` `` ``` . ` ` ` `` ``` ' ` . ` ` ' . . `` ' . ` ` ` ``,

2.    Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan Internal;
3.    Melaporkan basil pemedksaan internal kepnda camat .................... ;
4.    Membuat berita acara dan laporan tethadap basil pelaksanaan keSatan

tahapan pei}j aringan dan tahapan penyaringan kepada Panbckal;

KEDUA

KETIGA

KEErmAT

Masa  kerja  Tin  Pemeriksa  Internal  sampai  dengan  diputuskanya  hasil
pemeriksan internal.
Segala  biaya  yang  timbul  atas  pehaksanaan  Keputusan  Kapala  Desa  ini
dibebanhan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...........,....

Kaputusan ini mulal berlahi pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal   :  ....................

KEPALA DESA  ....................,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR...............TAHUN....
TENTANG
TIM PEMERIKSA INTERNAL

susuNAIN TIM pEhmRIKSA n`ITEENAL
DESA........................'.

KECARATAN...................................
TAHUN...................„

No, NANA JABATAN RETE~GAN
1. Kepala Desa Ketun

2. Peran8kat Desa(Sekdesqdsithur) Sekretaris

3. Unsur K I     ,==`      :

KBPAIA DESA ....................,

+\



4.   Format Berita Acara Pemeriksaan lnternal

PERERINTAII KABUPATEN TAPIN
mop nE§h .....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN INTERNAL
NOMOR

Pada hart ini ,........ tanggal  .....................,  bulan  ......................  tahun  .....................,  berfempat di
.....................,     sesuai  dengan   Keputusan   Kepala   Desa   .....................   Nomor  ..........   Tahun
............... tentang Tim Pemeriksa lnternal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.     Nama

Jabatan                  : Ketua Tim pemeriksa lnternal

2.     Nama

Jabatan                  : Sekretan's Tim pemeriksa lnternal

3.    Nana

Jabatan                  : Anggota Tim pemeriksa lntemal

Menyatakan telah melakukan pemeriksaan irtemal teThadap :

Name

Jabatan

Pemerikcaan  ini dilakukan sehubungan dengan adanya dugaan
Adapun basil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

3.   dst.. (diisi sesuai hasil pemeriksaan).

Demikian  berita  acara  pemerikeaan  internal  ini  dibuat,  untuk  dipergunakan  sebagai  bahan
selanjutnya.

Tim Pemeriksa lnternal

Nama

Ketua

Sekrctaris

Anggota

Ttd

7



5.   Format  Surat  Permintaan  Rekomendasi  Pemberhentian  Sementara  Perangkat
Desa.

PERERINTAH KABUPATEN TAPIN
mop nEEL .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Rahasia
1  (satu) berkas
Peimintaan Rekomendasi
Pemborhentian Semenfara Perangkat
Desa  ..............  A.n  :

2......dst.

Sesuai  dengan  Peraturan
tentano

................,                                             20 ....

Kepada Yth :

CAMAT..................-

di-
tempat

..................,Pasal.........menyebutkan

Nomor......Tahun.......,

' Bagian ......
Surat Teguran

I  (Pertama)  dan  Surat  Teguran  11  (Kedua)  serta  Berita Acara  Pemerikeaan
lntemal  Nomor :  .............  tanggal  .....................

Mendasari    hal    tersebut    di    atas,    bersama    ini    kami    mintakan
Rekoiri®ndael  P®mberh®nuan  Sem®nfara  P®rangkat  tbesa  ...........  darl
Camat ................... atas nana perangkat Desa sebagai berikut :

No Narm Jabfu
1.

2. . . . dst

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

K®pala Dca,

T®mbLlcan :
1.    Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.     Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.     Arsip.



6.   Format Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Dari Camat.

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
Hop REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

Setelah  membaca,   merreliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  Desa  ...................   Nomor  :

..............,  fanggal  ....................,   perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tentang

dan memperhatikan

Bagian  ..........    :  ...................  Pasal  .........,  Surat Teguran  I  (Pertama)  dan

Surat  Teguran  11  (Kedua)  serta  Berita  Acara  Pemerikcaan  lntema[  Nomor  :  .............  tanggal

.....................,makakamjm®mb®rikanr®komendaeiuhtukd[berh®nt]kanSementaral(epada

nama dan jabatan yang tersebut di bawah ini :

No Nan Jabrfu

1.

2. ... dst

bemikian surat rekomendasi ini diberikan sebagai dacar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa ...................  Kecamatan .......................

Camat............................,

NIP...............I.........-.

20.....

Tembugart :
1.   Yth. Bapak Bupeti Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.



7.   Surat Keputusan Pemberhentiaan Sementara Perangkat Desa.

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPAIA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGRAT DESA
DESA.........................

KECJRATEN
TAHUN

KEPALA DBSA  .........................,

Meninbang   :    a.  bahwa  sehubungan dengan ......................... berdasarkan
Berita  Acara  Pemeriksaan  lnternal  Nomor  ......  Tanggal
........,makauntukmelaksanakanketent`ransebagainana
dimaksud Pasal ..... Ayat ........ dalam Peraturan .............
Nomor ...... Tahun ......., perlu melakuhan pemberhentian
sementara terhadap Sdr ..........  dari jahatannya sebagal

b.  bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagainana
dimaksud dalam hunrf a, perlu menetaphan Keputusan
Kepala Desa ..........................

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang  Darurut  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan Daerah Tin8kat 11 di Kalimantan qfmbaran
Negara   Republik   Indonesia      Tahun    1953   Nomor   9,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
352) Sehagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan  I+embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor   123,  Tambahan  I€mbaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diuhah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  47  Tahun   2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun   2014   tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Ifmbaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   157,
Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5717);



4.   Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Strulrfur
Organisasi    dan   Tata   Kelja    Pemerintah    Desa    serta
Pengan8katan   dan   Pemberhentian   Peran8kat   Desa   di
Kabupaten Tapin ;

5.   dst .....   (diisi  sesuai  tata  urutan  peraturan  perundang-
undangan yang terkait).

Memperhatikan    :    Rekomendasi  dari  Camat
tang8al................

MEMunsEN :
Menetapkan    :

KBSATU           :   Memberhentilran    sementara    Sdi.
tanggal lchir

Desa.........Kecamatan

Nomor

•.....................      tempat
dari jabatannya sebagai
...............yangdiangkat

berdasarkan Keputusan Kepala Desa .......
Tahun.............tentang............................;

Nomor

KEDUA            :   Pemberhentian sementara sebagaimana dimakeud pada Dilstum
RESATU  disertai  dengan  .......  (diisi  dengan  :  pemberhentian
sementara      dengan       memperoleh      hak-hak      jabatan/
pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan).

IEltGA           :   Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa................

KEEMPAT       :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaphan

Ditetapkan di : Dcsa ............
Pada tanggal   :  ....................

REPAIA DESA ....................,



8.   Format Surat Tegu[an Terfulis Ill (Ketiga)

PEMERINTAII IIIABUPATEN TAPIN

HOP I)Em .....

SURAT TEGURAl\l Ill (KETIGAl
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jabataii         : K.pala Dcoa ......... „„ ....................

Memberikan sankei berupa Teguran Ill (Kedga) kepada :

Nana
Jabatan
Teguran  Ill  (Kedua)  ini  berupa  sank§i  administrasi  Beret  dan  dapat  dilanjutkan
pemberhentian  sebagai  Perangkat  desa.  Hal  ini  diberikan  sehubungan  dengan

sehingga  melanggar
ketentuan dalam Peraturan '   Pasal ...
Surat Teguran 111 (Kedua) ini beriaku selama 30 (tiga puluh)   hari, mulaj tanggal
................  sampai  dongan  tanggal  ................  Pada  rentang walctu tersebut
diharapkan yang bersangkutan dan jika tidak

make akan di]anjutkan dengan sanksi berupa
pemberhentian sebagai Perangkat Desa.
Demikian    disampaikan    sebagai    bahan    perenungan    dan    perbajkan,    atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

K®pala Dosa ,......................,

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1 .   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   Inspektur Kabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang bersangkutan An
5.   Arsip.



9.   Format Surat Pemintaan  Rekomendasi  Pemberhentian  Perangkat Desa  Kepada
Camat

PERERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP RESA .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Rahasia
1  (8atu) berkae
Pen intaan Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat
Desa  ..............  A.n  :

2......dst.

Sesuaj  dengan  Peraturan
tentang

I............... '   ................. '...  20 ....

Kepada Yth :

CAMAT ..' ................

di-
tempat

..................,Pa8al.........menyebutkan

Nomor......Tahun.......,

' Bagian ..........
Surat Teguran

I  (Pertama),  Surat Teguran  11  (Kedua)  dan  Surat Teguran  Ill  (Ketiga)  serta
Berita Acara Pemeriksaan lntemal Nomor :  ............. fanggal ..................,..

Mendasari    hal    tersebut    di    atas,    bersama    ini    kami    mintakan
Rekom®ndaef    Pembelh®ntian    P®rangka(   Desa    ...........    dart   Camat
................... atas nana perangkat Desa sebagai berikut :

NO Nan Jabatal'

1.

2. . . . dst

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diiicapkan terimakasih.

K®pala Dca,

T.mbusan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.     Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.     Ausip.

i



10. Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dari Camat.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOD REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

Scte[ah  membaca,  meneliti  dan  mompelajari  surat  Kepala  Desa  ......,............   Nomor  :

..............,  tanggal   .................,..,   perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tontang

dan memperhatikan

Bagian ..........   : ..................,  Pasal ........., Surat Teguran I (Pertama), Sunat

Teguran 11 (Kedua) dan Surat Teguran Ill (Ketiga) serta Beriea Acara Pemeriksaan lntemal Nomor

:  ............. tanggal  ..................,..,  maka kami m®mborikah rekom®ndasl untuk dlberhentikan

kepada nama dan jabatan yang tersebut di bawah ini :

NO Name Jabeho

1.

2. ... dst

Demjkian surat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Perangkat Desa ...................  Kecamatan .......................

Camat...........-................,

NIP.......-..................I

20.....

i

Tembucart :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapjn.
3.    Arsip-



11. Format Surat Keputusan Pemberhentiaan Perangkat Desa.

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTANG

PEMBERIENTIAN PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TARN................

KEPALA DESA ...................,.,...,

Menimbang        :     a.    bahwa   sehubungan dengan ......................... berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan    lnternal   Nomor    ......    Tanggal    ........,    maha   untuk
melaksamkan kcteutuan sebagaimana dimaksud Pasal  .....  Ayat  ........
dalam  Peraturan  .............  Nomor  ......  Tahun  .......,  perlu  melalikan
pemberhentian terhadap Sdi .......... dari jabatannya sebagai ..................

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hun]f
a, perlu menctapkan Kaputlsan Kepala Desa ..........................

Mengingat         :     1.   Undang-Undang Nomor 27  Talun  1959 tentang  Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor  3  Tchun  1953  tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia  Tchun
1953Nomor9,TambahanlmharanNegaraRapubliklndonesiaNomor
352) Sebagai Undang-Undang (Lehoaran Negara Rapublik hdonesia
Tchun   1959   Nomor   72,   Tanbahan   I.enbaran   Negara   Rapublik
Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa ajembaran Negara
Rapublik hdonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tanbahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tchun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Talun  2014  tentang  Desa
(I.embaran  Negrra  Rapublik  Indonesia  Tchun  2014  Nomor   123,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana  telch  diubah  dengan  Peratunan  Pemerintah  Nomor  47
Tchun 2015 tentang Penibahan alas Peraturan Pemerfutah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tchun 2014 tentang Desa (Lembarm Negara Rapublik Indonesia Tahun
2015  Nomor  157,  Tanbahan  Lembaran Negara  Rapublik  Indonesia
Nomor5717);

4.   Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Stnilctur Organisasi dan
Tafa  Keria  Pemerintah  Desa  serta Pengangkafan  dan Pemberhentian
Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;

5.   dst .....  (diisi  sesual  tata  unitan  peraturan  perundang-undangan  yang
teckalt).

i



Memperhatihan            :     Rekomendasi    dari    Camat    .................   Nomor    ............    tanggal

REivruTusEN :
Menetapkan         :

KESATU               :    Menibechendkan        Sdi .......................        tempat        tanggal        lahir
...................................    dari    jabatannya    sebngal    ................    Desa    .........
Kecanatan .................... yang dian8kat bndasarhan Kaputusan Kapala Desa
.........Nomor..............Tchun.............tentang........................,...;

KEDUA               :    Pemberhendan sehagrinana dimaksud prda Diktum KESATu disertai dengan
.......   (diisi   dengan   :   pemberhentian   tetap   tanpa   memperoleh   hak-hak
keuangan/pemberhentian  eetap  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan
dipublikasian di media massa).

KETIGA

REENIAT

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelaksanaan  Kqufusan  Kepala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Pada saat Kqutusan Kapala Desa ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala
Desa ...... Nomor ..... Tchun ..... tentang Pemberhentian Sementara PeranBkat
Desa, dicabut dan dinyatahan tidak berlaku lagi.

KEL"A             :    Kaputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctaplran

Ditetaphan di : Desa ............
Pada tanggal

REPAIA DESA ....................,

UPATI TAPIN

i-EN L
M. ARIFTN ARPAN

i/B



LAMPIRAN Ill
PERATURAN BUPATI TAPIN   `
NOMOR   55       TAHUN    2o2r
TENTANG
PENGIANGRATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

FORMAT troKUMEN pEMBERHENTiAN pERAI\iGRAT DESA

1.   Format Surat Pemberhentian Perangkat Desa Karena Meninggal Dunia.

KEPALA DESA ..........................

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TRTAVG

pEueERIENTIAN PERANGKAT DESA
DESA.........................KECAMATiEN........................

TARN................

REPALA DESA .........................,

:     a.    balve     sehubungan  dengan  merfuggalnya  Sdr ....... „ .................
selaku    ......................... (tulis    nana   jabatan)    Desa    ..................
berdasariran  suut  keterangan  meninggal  dunia  dari  Pemerintah
Desa  ..................  tanggal  ..................,  Imka  untuk  melaksanakan
ketentuan sebagainana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Bupati
Tapin  nomor   .....   Tchun   .....,  perlu  melakuhan  pemberhentian
terhadap Sdi ................ „"  sebagal ........,.......... Desa ...................

b.   baliwa  berdasarican  pertimbangan  sebagaimana  dinaksud  dalam
hunif a, perlu menctaphan Kaputusan Kepala Desa .........................

:     1.   Undang-Undang Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3  Tahun  1953 tentang Pembentulran Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan a.embaran Negara Rapublik Indonesia  Talon
1953Nomor9,TanlbahanI.enbaranNegaraRapublikhdonesiaNonor
352) Sehagai Undang-Undang (Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Tchun   1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negara   Rapublik
Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa qembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lenbaran Negara
Rapublik hdonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Talun   2014   tentang   Peratunn
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Talon  2014  tentang  Desa
a.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tchun  2014  Nomor   123,
Tambahan   Lembaran   Negara   Rapublik   hdonesia   Nomor   5539)
sebagaimana  telch  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47
Tchun 2015 tentang Perubahan atas Perafuran Pemerintah Nomor 43
Tchun 2014 tentang Peratunn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Talon 2014 tentang Desa (I.enbaran Negara Rapublik hdonesia Tchun
2015  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5717);

1



4.    Peraturan Daerah Nomor 1 1 tahun 2017 tentang struktur organisasi dan
Tata  Keija  Pemerintah  Desa  serta  Pengangkatan  dan  Pemberhentian
Peran9kat Desa di Kabupaten Tapin;

5.    dst .....  (diisi  sesual  tata  urutan  penaturan  perundang-undangan  yang
terkait).

REMUTUSEN :

Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentikan        Sdi .....................,.        tempat        tanggal        lchir
...................................    dari   jabatannya    sehagai    ................    Desa    .........
Kecanatan .................... yang dianghat berdasarkan Kaputusan Kapala Desa
.........Nomor..............Talon.............tentang...................„.......;

RETIGA

KELIRA

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelaksaman  Kaputusan  Kepala  Desa  ini
dibebanhan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Kaputusan ini mulal berlahi pada tanggal ditetapkan

"tetapkan di : Desa ..,.........
Pada tanggal   :  ....................

KEPALA DESA ....................,



2.   Fomat Surat Pemyataan Pengunduran Diri Sebagai Perangkat Desa.

SURAT PERNYATAAAl\I PENGul\lDLJRAl\I DIRI SEEIAGAI PERAI\lGKAT DESA

Kepada Yth,

K®pala Deca ........................
Kecamafan......................

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
TempatITanggal Lahir

Jabatan

Dengan  ini  menyatakan  mengundurkan  dirt  dari  Jabatan  dan  Perangkat  De§a  .................,

dikarenakan

apapun.

dan  tidak  akan  menuntut  dalam  bentuk

Demikian 8urat pemyataan pengunduran diri ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani serta tidak ada pakeaan dari pihak manapun juga.

Homat Saya
yang mengundurkan diri,
materai

Rp.10.OcO

Tembusan :
Yth. Camat

i\



3.   Format Surat Pemberhentian Pemgkat Desa Karena Pemintaan Sendiri.

KEPALA DESA ..........................

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR.............'......'......

TENTAVG

pEreERIENnAN PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAHUN................

KEPALA DESA .........................,

:     a.    bahwa  sehubungan dengan pengunduran diri sdi ..........................
selaku    ......................... (tulis    nana   jabatan)    Desa    ..................
berdasackan surat pemyataan pengunduran diri sebagai peran8kat
desa  ..................  tanggal  ..................,  maka  untuk  melaksarmkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Bupati
Tapir  nomor   .....   Tchun  .....,  perlu  melakukan  pemberhentian
terhadap Sdi ....................  sebngal ................... Desa ...................

b.   bahwa  berdasalkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
hunif a, perlu menctaphan Keputusan Kepala Desa .........................

:     1.   Undang-Undang Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan Undang-
Undang Darmat Nomor 3  Tchun  1953  tentang Pembentuhan Daerch
Tingkat 11 di Kalimanfan (Imharan Negara Rapublik hdonesia Talun
1953Nomor9,TambahanLenbamnNegaraRepubliklndonesiaNomor
352) Sebngal Undang~Undang a.enbaran Negara Rapublik hdonesia
Tchun   1959   Nomor   72,   Tanbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor I 820);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa qembamn Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tanibahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tchun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Talun  2014  tentang  Desa
a.embaran   Negara  Rapublik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   123,
Tambahan   Lembaran   Negara   Rapublik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagainanatelchdiubchdenganPeraturanPemerintahNomor47Talun
2015  tentang Perubahan alas  Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tchun
2014 tentang Pemt`mn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tchun
2014 tentang Desa (I.embaran Negara Rapublik Indonesia Tchun 2015
Nomor  157,  Tambahan Lemharan Negara Rapublik Indonesia Nomor
5717);

i



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KELIRA

4.    PeratLrm Daerch Nomor l 1 taliun 2017 tentang stnilctur onganisasi dan
Tata  Keria  Pemedntah  Desa  serta  Pengangkatan  dan  Pembechentian
Peran8hat Desa di Kabupaten Tapin;

5.    dst..„.  (diisi  sesuai  tata  ulutan  peraturan  perundang-`mdangan  yang
terfut).

REMUTUSKAN :

:    Memberhentikan        Sdi .......................        tempat        tanggal        lahir
...................................    dari   jabamnya    sebagal    ................    Desa    .........
Kecamatan .................... yang diangkat berdasarkan Kaputusan Kqula Desa
.........Nomor..............Talon.............tentang............................;

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelaksanaan  Kaputusan  Kepala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendrpatan dan Belanja Desa ................

Kaputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctaphan

Ditetapkan di : Desa ............
Padatanggal

REPAIA DESA ....................,

i



4.   Format Pemberitahuan Dari Perangkat Desa Perihal Masa KeTja Akan Berakhir.

SuRAT PEMBERITAHUAN NASA KERUA AKAN BERAr(HIFt

Kepada Yth,

K®pala lha ........................
hamafan......................

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ten patITanggal Lahir

Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11  Tahun 2017 tentang Susunan

Organisa8i dan Tata Keria Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa di Kabupaten Tapin, Pasal 25 ayat (4) hur`rf a : Perangkat Deso dibeitientikan karena usia

telah genap 60 (enam) puluh tahun.

Dengan ini memberitahukan bah`ra nasa keria soya akan berakhir pada hart .................. tanggal

karena usia akan genap 60 (enam puluh) tahun.

Demikian surat pemberitahuan  ini  saya  buat untuk dipeTgumakan sebagai  bahan selanjutnya.

AIas peThatjan Bapak Kepala Desa saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
yang mengundurkan dirt,



5.   Surat Dari Kepala Desa Kepada Camat Perihal Akhir Nasa Keca Perangkat Desa.

PERERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP DEth .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1  (satu) berkae
Perm intaan Rekomendasi
Pomberhentian Porangkat Desa
Karena usia telah genap
60 (enam puluh) tahun.

•..........'....I.....................20....

Kepada Ytli :

CAMAT..........-.'......

di-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ......., tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa, Pasal 54
ayat 2, menyebutkan : Kepala Desa `Arajib melakukan konsultasi tertulis kepada
Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahun dart
Perangkat Desa perihal usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Mendasari    hal    tersebut    di    atas,    bersama    ini    kami    mintakan
Ft®kom®ndaei    Pemberh®ntian    P®rangkat   Desa    ...........    dari    Camat
................... atas nama perangkat Desa sebagai berikut :

No Name Jalbrfu

1.

2. ... dst

Demikian disampaikan , atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

K®pala Don,

Tembilcan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.     Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.     Areip.

+



6.   Format Rekomendasi Dart Camat Tentang Pemberhentjan Perangkat Desa Karena
Usia Genap 60 (Enam Puluh) Tahun.

pEnmRn`ITAII KABupATEN TAPIN
Hop REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

Setolah  membaca,   meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepa[a  Desa  ...................   Nomor  :

..............,  tanggal  ....................,   perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tertang

dan memperhatiken

Bagian  ..........    :  ..................,  Pacal  .........,  serta Sunat Pemberitahuan dari

Perangkat   Deca   perihal   masa   keria   akan   berakhir,   tanggal   .....................,    maka   kami

memb®rf ken rokom®ndasi untuk dlb®rheutlkan kepada nama dan jabatan yang tersebut di

bawah ini :

No Nana Jabrfu

1.

2. ... dst

Demikian 8urat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Perangkat Desa ...................  Kecamatan .......................

Camat..-.......I........,........,

NIP.......-.......-.......-...

20.....

T®mbuson :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.



7.   Format SK Pemberhentian PeTangkat Desa Karena Usia Telah Genap 60 Tahun,

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR......................'....

TRTAVG

pEveERIENnAN PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAIIUN................

KEPALA DESA .........................,

Menimbang              :     a.    bahwa          sehubungan     dengan     Sdr ..........................     selaku
.............,........... (tulis  nana jabatan)  Iiesa  ..................  telah  genap
benisia  60  (enam  puluh)  tahun  berdasatlran  surat  pemberitalilran
perihal nasa keria akan beralchir tanggal  ..................,  maka untuk
melaksanakan  kctentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54
Pelaturan  Bupati  Tapir  nomor  .....  Tahun  .....,  perlu  mehakuhan
pembethentian terhadap Sdi .................... sebagai  ................... Desa

b.   balwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a, perlu menetapkan Kaputusan Kepala Desa ..........................

Mengingat              :     I.   Undang-Undang Nomor 27 Taltm 1959 tentang penetapan undang-
Undang Danirat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penbentuhan Daerah
Tin8kat  11  di  Kalimantan  (Irmbaran  Negara  Rapublik  hdonesia
Tchun   1953   Nomor  9,   Tamhahan  lrmbaran  Negara  Rapublik
Indonesia Nomor 352) Sehagai Undang-Undang a.emharan Negara
Rapublik Indonesia Talon  1959 Nomor 72,  Tanbahan Lembaran
Negara Rapublik hdonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang  Nomor  6  Tchun  2014  tentang  Desa  (Lehoaran
Negana   Rapublik   Indonesia   Tchun   2014   Nomor   7   Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peratumn  Penedntah  Nomor  43  Tchun  2014  teutang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tchun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negara  Rapul}lik  Indonesia  Tchun  2014  Nomor  123,
Tambchan  Lembaran  Negara  Rapublik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagalmana telch diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Talun 20 I 5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tchun 2014 tentang Pennmn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemharan Negara Rapublik Indonesia
Tchun  2015  Nomor  157,  Tamhahan  Lembaran  Negara  Rapublik
IndonesiaNomor5717);

i



4.   Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Std)lctur Organisasi
dan    Tata    Keria    Penerintah    Desa    serta   Pengangkatan   dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;

5.   dst ..... (diisi sesuai tata unhan peraturan perundang-undangan yang
terkait).

Mempechalkan           :     Rekomendasi    dari    Carat    .................    Nomor    ............    tanggal

REh4UTUSKAV :

Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentikan        Sdi ..................... „        tempat        tanggal        lahir
....................................    dari   jabatannya    sebagal    ................    Desa    .........

Kecanatan .................... yang diangkat bndasarkan Keputusan Kepala Desa
.........Nomor..............Tchun.............tentang............................;

KEDUA                :    Pemedntah Desa ............. mengucapkan terima kasih dan penchargaan yang
setinggi-tingginya alas  segala pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi
Peran8kat Desa ..........

RET]GA

KEErmAT

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelaksanaan  Kaputusan  Kepala  Desa  ini
dibebanken pada Anggaran Pendapatan den Belanja Desa ................

Keputusan ini muhai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphan di : Desa ............
Pada tanggal   : ....................

KEPAIA DESA ....................,

+\



8.   Surat Teguran  Dart  Camat  Kepada  Kepala  Desa  Karena Tidak  Memberhentikan
Perangkat Desa Yang Telah Berusia Genap 60 (Enam Puluh) Tahun.

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOD NIunTAV

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting

Surat PeringatanlT®guran.

................,.....................   20 ....

Kepada Yth :

K®pala D®sa ...................

di-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun  ......., tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sfaf Desa, Pasal 54
ayat (6) dan dalam rangka pe[akcanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pembinaan
dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dj wilayah Kecamatan
.....................,  dengan  ini  disampaikan  kepada  saudara  untuk  beberapa  hal
§ebagai berikut :

1.   Se[ama  dalam  nasa  jabatan  Kepala  Desa  .....................,  saudara  wajib
mempedomani  seluruh  kctentuan  peraturan  perundang-undangan terkait
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf desa.

2.   Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang usianya telah
genap  60  (enam  puluh)  tahun  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Tapin
Nomor   .......   Tahun   .....   tentang   Pengangkatan   dan   Pemberhentian
Perangkat Desa dan Staf Desa.

3.   Kepala Desa segera memberhentikan Perangkat Desa yang telah berusia
60 (enam puluh) tahun.

4.   untuk menghindan. tuntutan kerugian keuangan negara, Camat tidak akan
memberikan   rekomendasi   pencairan   penghasilan   tetap   (sjmap)   dan
tunjangan Aparatur Desa sampai segala permaselahan ini disele8aikan.

Demikian §urat ini kami sampaikan  kepeda Saudara,  alas perhatian dan
keriasamanya diucapkan terima kasih.

Camat..-....-................-..-.

NIP...-.......................

J\

TembiJsan :
1,   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Inspektur Kabupaten Tapin
3.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
4.    Ar§ip.



9.   Format  Surat  Dari  Kepala  Desa  Kepada  Camat  Perihal  Perangkat  Desa  Yang
Dinyatakan Sebagai Terpidana.

PEMERINTAH KABUPAThN TAPIN
HOP DERA .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1  (satu) berkas
Permintaan Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa
Karena dinyatakan sebagai terpidana.

............,.,.,.........,...........  20 ....

Kepada Yth :

CAMAT..........,........

dj-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ......., tontang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa, Pasal 55
ayat 2, menyebutkan : (2)  Kepala  Desa  wajib  melakukan  konsurtasi  secara
tertulis   kepada   Camat   teTkait   pemberhentian   Perangkat   Deca   karena
dinyatakan sebagai terpidana (teriampir surat pufusan pengadilan).

Mendasari    hal    tersebut    di    alas,    bersama    ini    kami    mintakan
R®komendasl    PembeThentlan   Perangkat   Dcea    ...........   dart   Camat
................... atas nama perangkat Desa sebagai berikut :

NO Nana Jabafan

1'

2. ... dst

Demikian disampaikan , atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

K®pala Dco,

Tembqcan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.

++



10. Format Rekomendasi Dari Camat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karena
Dinyatakan Sebagai Terpidana.

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
Hop munTIN

1,,,,,,.,..,...............'.........,,,,,,,,,,,,,

REKOMENDAsl

NOMOR

Setelah  membaca,  meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  Desa  ..... „ ............   Nomor  :

..............,  tanggal  ....................,  perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tentang

dan memperhatikan

Bagian  ........,.   :  ..................,  Pasal  .........,  serta SuTat Putusan Pengadilan

yang   telah   berkekuatan   Hukum   Tctap,   tanggal   ...........,.,.......,   maka   kami   m®mberlhan

rokom®ndasl urfuk diberh®ntikan kepada nana dan jabatan yang tersebu( di bawah ini :

No Name Jabatan

1.2.

." dst

Demikian surat rekomendasi ini diberikan sebegai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Perangkat Desa ...................  Kecamatan .......,...............

..................,................-....   20 .....

Camat.............-..............,

.,,,,,,,,,-..,..-I,,,,,,,,11,,,,,,,

NIP.....-.....................

Tenbiisan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapjn sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.   Arsjp,



11. Fomait SK PembeThentian Perangkat Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana.

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPAIA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTAVG

PEMBERENTIAN PERANGRAT DESA
DESA

KECARATAV........................
TAHUN................

REPALA DESA .........................,

Meninbang              :     a.   bahwa  sehubungan dengan telch ditetapkannya sdi ..........................
selaku ................ ~ ....... (tulis nanajahatan) Desa .................. sehagai
tapidana   drlam    Tindak    Pidana    ...................................................
berdasarkan  Putusan  engadilan  yang  telah  mempunyal  kekuatan
huk`m       tctap       nomor       ...............................................       tanggal
....................,   maka  untuk  melaksanakan  ketentuan  sebagainana
dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Bupati Tapir nomor ..... Tchun
.....,   perlu   melakukan   pemberfuentian   terhadap   Sdr ....................
sehagai...................Desa...................

b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..,.......................

Men8in8at :     1.   Undang-Undang Nomor 27 Tchun 1959 tentang penetapan undang-
Undang Danirat Nomor 3 Tchim 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat  n  di  Kalimantan  armbaran  Negara  Republik  Indonesia
Tchun   1953  Nomor  9,   Tambahan  I+emharan  Negara  Republik
Indonesia Nomor 352) Sebngai Undang-Undang aiembaran Negara
Rapthlik  Indonesia Tchun  1959 Nomor  72,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik hdonesia Nomor I 820);

2.   Undang-Undang  Nomor  6  Tchun  2014  tentang  Desa  (Imharan
Negrra   Repul)lik   hdonesia   Tchun   2014   Nomor   7   Tambahan
Lenfoaran Negam Rapublik hdonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan
Pelcksanaan  Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Imharan  Negara  Rapublik  Indonesia  Tal`m  2014  Nomor  123,
Tambahan  Lchbaran  Negara  Republik  hdonesia  Nomor  5539)
sebagaimana telch diubch dengan Pe]aturan Pemerintah Nomor 47
Talun 2015 tentang Perubahan atas Perfuan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peratunn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tch`m 2014 tentang Desa (Imbaran Negara Rapublik Indonesia
Tchun  2015  Nomor  157,  Tanlhahan  Lembaran  Negara  Republik
hdonesiaNomor5717);



4.   Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Stndctur Organisasi
dan    Tata   Keria   Pemerintah    Desa    serta   Pengangkatan    dan
Pemberhentian Peran8kat Desa di Kchupaten Tapin;

5.   dst ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan perundrng-undangan yang
terkait).

Mempechatikan            :      Rekomendasi    dari    Camat    .................    Nomor    ............    tanggal

REMUTUSEN :

Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentikan        Sdi .......................        tempat        tanggal        lahir
...................................    dari    jar)atanya    sebngai    ................    Desa    .........
Kecanatan .................... yang diangkat berdasackan Kaputusan Kepala Desa
.........Nomor..............Tchun.............tentang............................;

KEDUA

KETIGA

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelcksanaan  Keputusan  Kapala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Kaputusan ini mulai berlaku prda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa ....,.......
Pada tanggal   :  ....................

KEPAI,A DESA ....................,

i



12.Surat dari  kepala  desa  kepaida  camat perihal  perangfat desa yang  berhalangan
tetap.

PERERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP REth .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Pentino
1  (satu) berkas
Perm intaan Rekomenda8j
Pemberhentian Perangkat Deca
Karena berhalangan tetap.

.............'..,.....................20-..

Kepada Yth :

CAMAT.....-..........-..

di-
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ......., tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa, Pasa] 56
ayat  (3),  menyebutkan  :  Kepala  Desa  wajib  melakukan  konsuhasi  8ecara
terfulis   kepada   Camat   terkait   pembernentian   Perangkat   Desa   karena
berhalangan tetap (teriampir surat keterangan Dokter Pemerintah).

Mendasari    hal    tersebut    di    alas,    bersama    ini    kami    mintakan
R®komehdas!    Pemberhontiah    P®rangkat   Dcea    ...........    dari    Camat
................... atas nama peTangkat Desa eebagai ber]'kut :

No Name Jabafu

1.

2. ... dst

Demikian dicampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepafa Deca,

T®mbusan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.

i



13. Fomat Rekomendasi Dari Camat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karena
Berhalangan Tetap.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOD REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

Setelah  membaca,  meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  Desa  ...................   Nomor  :

.,............ I  tanggal   .......,............,   perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tentang

dan memperhatikan

Bagian ..........   : .................., Pasal ........., serta Surat Keterangan dri Dokter

Pemerintah,     tanggal     .......,.............,     make     kami     m®mb®rikan     lckom®ndasi     ulrfuk

diberh®htikan kepada name dan jabatan yang tersebut di bawah ini :

NO Name Jabafan

1.

2. ... dst

Demikian surat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Perangkat Desa ...................  Kecamatan .........,..,,.........

Camat............................'

NIP...............-...-.......

20.....

Tombusen :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.



14. Fomat SK Pemberhentian Perangkat Desa Karena Berhalangan Tctap.

KEPALA DESA ..........................

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENIANG

pEunERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN............„..........
TAHIN................

KEPALA DESA .........................,

:    a.   bahwa          sehubungan    dengan     Sdi .......
......................... (tiilis     nana    jahatan)     Desa

selrfu
yang

berhalangan tetap karena sakit berdasalhan Surat Ketemgan Dokter
Pemerintah nomor ....................... tanggal  ...................., mcka unt`ik
melaksanakan  kctentuan  sebagaimana  dinaksud  dalam  Pasal  56
Pemt`mn  Btpati  Tapin  nomor  .....  Talon  .....,  perlu  melakukan
penberhentian telhadap Sdi .................... sebagal  ................... Itsa

b.   bahwa  berdasarkan  pedmbangan  sebagaimana  dimcks`rd  dalam
huruf a, perlu menetapkan Klaputusan Kapala Desa ..........................

Mchgingat              :     1.   Undang-Undang Nomor 27 Tchun 1959 tentang penetapan undang-
Undang Danmt Nomor 3 Talon 1953 tentang Pembentuhan Daerah
Tingkat  n  di  Kalimantan  (Lchbaran  Negara  Rapublik  Indonesia
Tchun   1953   Nomor  9,   Taribahan  I.embaran  Negara  Rapublik
Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Ichbaran Negara
Republik  Indonesia Tahun  1959 Nomor  72,  Tanlbchan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 820);

2.   Undang-Undang  Nonor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  a+embalan
Negara   Republik   hdonesia   Tahun   2014   Nomor   7   Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan  Pemeriutah  Nomor  43  Thhun  2014  tentang  Pendmn
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6  Taliun 2014  tentang  Desa
(Lembaran  Negrra  Rapublik  indonesia  Tchun  2014  Nomor  123,
Tamhahan  Leinbaran  Negara  Rapublik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagainana telah diubah dengan Perfuiran Pemerintah Nomor 47
Tchun 2015 tentang Pembahan atas Peratunn Pemerintah Nomor 43
Tchun 2014 tentang Peratunn Pelaksanaan Undang-Undeng Nomor
6 Tal`in 2014 tentang Desa (Ichbaran Negrra Rapublik Indonesia
Talun  2015  Nomor  157,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik
lndonesiaNomor5717);

i



4.   Peratunn Daerah Nomor 11 tah`m 2017 tentang Struktur Organisasi
dan    Tata    Keria   Pemerintah    Desa    serta    Pengangkatan    den
Penberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapir;

5.   dst ..... (diisi sesuai tata urutan peraturan pertmdang-undangan yang
terkait).

Mempethatikan            :      Rekomendasi    dari    Camat    .................    Nomor    ............    tanggal

REMU"SEN :
Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentikan        Sdi .......................        tempat        tanggal        lahir
...................................    dad   jabatanya    sebngal    ................    Desa    .........
Kecanatan .................... yang diangkat berdasarkan Kaputusan Kepala Desa
.........Nomor..............Tchun.............tentang..........................„;

KEDUA

RETIGA

Segala  biaya  yang  timbul  ass  pelaksanaan  Kaputusan  Kapala  Desa  ini
dibebankan prda Anggaran Pendapatan den Belanja Desa ................

Kaputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa ............
Peda tanggal   :  .................. „

REPAIA DESA ....................,



15.Format   Surat   Pemyataan   Kepala   Desa   Bahwa   Perangkat   Desa   Tidak   Lagi
Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa.

pEnmRINTAH KABupATEN TAplN
HOP DEsh .....

SuRAT PERNYATAAAN

NOMOR : ...... " ...... "..." ........... "

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jabatan
Desa

Kecamatan

Dengan ini menyatakan bah`ra Perangkat Desa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nana
TempatITgI Lahir

Jabatan

Desa
Tldak laol memohuhl p®rsyaratan sebagai p®rangkat deea ................, disebabkan oleh :

3.....dst

Terlampir bukti-bukti pendukung atas pemyataan saya tersebut.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dalam keadaan sohat jasmani dan rohani serta tidak

ada peksaan dari pihak manapun juga.

.................,..........,...............  20  ......

Kepala Besa  ........,..,,........,

materal
Rp.10.cO

i

Tembusan :
Yth. Camat



16.Surat  Dari   Kepala  Desa   Kepada  Camat  Perihal   Perangkat  Desa  Tidak  Lagi
Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa.

PEnmRINTAII KABupATEN TAplN
HOP DE!h .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1  (satu) berkas
Pemintaan Rekomendasi
Pemberhontian Perangkat Desa
Karena tidak lagi memenuhi
persyaratan eebagai Perangkat Desa.

'.'.'.......'...,.....................20.-..

Kepada Yth :

CAW[AT...................

di-
tempat

Sesuai dengan Poraturan Bupati Tapin Nomor .,.... Tahun ......., tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De8a dan Star Deso, Pacal 57
ayat  (3),  menyebutkan  :  Kepala  Desa  wajib  melakukan  kon8ultasi  secara
tertulis kepada Camat teTkait pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa (toriampir Surat pemyataan
Kepa[a Desa dan bukti-bukti pendukung lainnya).

Mendasori    hal    tersebut    di    alas,    ber§ama    ini    kami    mintakan
R®kom®nda®l    P®mb®rhentian    P®ranghat    Deaa    ...........    dart    Camat
................... atas nana perangkat Desa sebagai berikut :

NO Name Jabrfu

1.

2. ... dst

Domikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

K®pala Dca,

T®mbiisan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapjn sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.

i



17. Rekomendasi Dari Camat Tentang Pemberhentian  Perangkat Desa Karena Tidak
Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa.

pEnmRINTAII KABupATEN TAPIN
HOD REunTAV

REKOMENDAsl
NOMOR

S®telah  membaca,  meneliti  dan  mempelajari  8urat  Kepala  Desa  ...................   Nomor  :

..............,  tanggal  ....................,  perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tortang

dan memperriatikan

......   :   ......................,   Bagian   ..........     :   ...................   Pasal  .........,   8erta  Surat  Pemyataan  dari

Kepala Desa Nomor : .............., tanggal .............. dan buktLbukti pendukung lainnya, maka kami

memb®rikan rckom®ndael untuk diberhontlkan kepada nama dan jabatan yang teTsebut di

bawah lni :

No Narm Jabrfu

1.

2. ... dst

Demikian surat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian perangkat Desa ...................  Kecamatan .......................

Camat............................,

NIP....................-......

20.....

T®mbucan :
1 .   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.



18.SK  Pemberhentian  Perangkat  Desa  Karena  Tidak  Lagi  Memenuhi  Persyaratan
Sebagai Perangkat Desa.

REPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPAIA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA

KEciunTAN
TAHUN

KEPALA DESA .........................,

Meninbang        :    a.  bahwa       sehubungan   dengan   Sdr ..........................
selaku     ......................... (tulis    nana    jabatan)     Desa
..................   yang   tidak   lagi   memenuhi   persyaratan
sebagal Peranghat Desa berdasarkan Surat pemyataan
kepala        Desa        nomor        .......................        tanggal
....................,   maka  untuk  melaksanakan  ketent`ran
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   57   Peraturan
Bupati Tapin nomor  ..... Tahun  .....,  perlu melakukan
pemberhentian   terhadap    Sdr ............,........    sebagai
...................  Desa  ...................

b.  bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Deca ..........................

Mengingat         :    I.  Undang-Undang    Nomor    27    Tahun    1959    tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun
1953   tentang   Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di
Kalimantan   (Ifmbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1953  Nomor  9,  Tamhahan  I.embaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   352)    Sebagal   Undang-
Undang  (I+embaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Talnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor    7    Tanbahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5495);

1



3.  Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014    tentang    Desa    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan liembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5539)  sebagaimana
telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 47
Tahun    2015    tentang   Perubahan    atas    Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang  Desa  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia
Taliun  2015 Nomor  157, Tambahan Ifmharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

4.  Peraturan   Daerah   Nomor   11   tahun   2017   tentang
Stnilrfur  Organisasi  dan Tata Kelja  Pemerintah  Desa
serta Pengan8katan dan Pemberhentian PeranBkat Desra
di Kabupaten Tapin;

5.  dst .....  (diisi  sesuai tata urutan peraturan  perundang-
undangan yang terkait).

Memperhatikan    :     Rekomendasi  dari  Camat  .................   Nomor
tang8al................

MEMUTUSEN :

Menetapkan    :

KESATU            :    Memberhentikan   Sdr .......................   tempat   tanggal   lahir
............................... „„    dari   jabatannya   sebagal    ................
Desa      .........      Kecamatan      ....................      yang     diangkat
berdasarkan  Keputusan  Kepala Desa  .........  Nomor  ..............
Tahun.............tentang...........„...............;

KEDUA            :   Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggrran Pendapatan dan Belanja
Desa................

KEmGA           :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal   :  ....................

KEPALA DESA  ....................,



19. BeTita Acara Teguran Lisan Dari Kepala Desa Kepada Perangfat Desa.

PERERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP DEIA .....

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Nomor

Pada hart ini, tanggal
......................., memberifan teguran lisan kepada

Nama

Jabatan

bulan tahun

Sehubungan  telah   melanggar  larangan  sebagai   Perangkat  Desa   sesuai  dengan
Peratulan Bupati Nomor ....... Tahun .......... tentang Pengangkatan dan Pembeltientian
Perangkat Desa dan Sfaf Desa, Pasal ................ Ayat ( ..... ).

Ketentuan yang dilanggar adalah :

Kepada Perangkat Desa yang melanggar, diharapkan agar :

1.   Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
2.   Segera memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.
3....dst

Berita acara teguran lisan ini beriaku selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal ..........
sampai  dengan  tanggal   ..........,  dengan  ketentuan  apabila  didalam   rentang  waktu
tersebut yang bersangkutan tidak memperbaiki kesalahannya akan dilanjutkan dengan
sanksi berupa pemberian teguran tertulis I (Pertama).

Demikian   berita   acara  teguran   lisan   ini  dibuat,   sebagai   bentuk   Pembinaan   dan
Pengawasan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Yang diberi teguran lisan Yang memberi teguran lisan
Kepala Desa ..............

i



20. Surat Teguran Tertulis I (Pertama) karena melanggar larangan Perangkat Desa

PERERINTAII KABUPATEN TAPIN
H0I' DEm .....

1,,,,,,,...........................,.,,,,,,,,,,,,,

SUFIAT TEGURAN I /PERTAMA)
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jabatan         : Kopala Dca ................. „ ..............

Memberikan sanksi berupa T®guran I (Pertama) kepada :

Name

Jabatan
Teguran          I          (Pertama)          inj          diberikan          sehubungan         dengan

sehingga  melanggar
ketentuan dalam Peraturan '    Pasa'  .............

Surat Teguran I (Pertama) ini berfaku selama 30 (tjga pulur`)   hari, mulai fanggal

................  sampaj  dengan  tangoal  ...............,  Pada  rentang  waktu  tersebut

diharapkan yang bersangkutan dan jibe tidak

malta   akan   diberikan   sanksi   administrasi

sedang berupa :

1.    Teguran 11 (Kedua); dan

2.   Dapat diberhentian semenfara sebagai Perangkat Desa.

Demikian    disampaikan    sebagai    bahan    perenungan    dan    perbaikan,    atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kopala lbea .......................,

Tembusan disampaikan kepada Yth
1.   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   Inspektur Kabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang bersangkutan An
5.   Arsip.



21. Surat Teguran Terfulis 11 (Kedua) karena melanggar larangan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP I'E§h .....

SURAT TEGURAI\l 11 (KElouAI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Name

Jabatan         : K®pala Dca..." .......... " ................

Memberikan canksi berupa T®guran 11 (Kedua) kepada :

Nana
Jabatan          :  ................,,,,,..,,,

Teguran  11  (Kedua)  ini  berupa sank§i  administrasi  sedang  dan  dapat dilanjutkan
dengan  pemberrientian  sementara  sebagai  Perangkat  desa.   Hal  ini  diberikan
sehubungan  dengan
ser`ingga                melanggar                ketentuan                dalam                Peratu ran

Pasal ............. dan yang berSangkutan selama
diberikan 8urat teguran I (Pertama) Nomor ........... tanggal ............ tidak eta itikad
baik untuk memperbaiki kesalahannya.
Surat Teguran  11 (Kedua) ini berlaku selama 20 (due puluh)   hari,  mtilal fanggal
................  sampal  d®ngan tanggal  ................  Pada  rentang  `raktu tersebut
diharapkan yang bersangkutan dan jika tidak

make akan diberikan sanksj administrasi beret
berupa :
1.  Teguran Ill (Ketiga); dan
2.  Dapat diberhentian semertara sebagai Perangkat Desa.

Demikian    disampaikan    sebagai    bahan    perenungan    dan    perbaikan.    atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

K®pala the ............-........ I.I

Tembusan disampaikan kepada Yth
1 .   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   Inspcktur Kabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang bersangkutan An
5.   Arsip.

i



22.Surat   Pemintaan   Rekomendasi   PembeThentian   Sementara   Perangkat   Desa
Kepada Camat

pEnmRlr`ITAII KABupATEN TAplN
HOP I)E!h .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Rahasia
1  (satu) berkas
Permintaan Rekomenda9i

................,                                            20 ....

Kepada Ytli :

CAMAT........-.,........

Pemberhentian semontara perangkat                 di -
Desa  .............. An :                                                                       tempat

2......dst.

Sesuai  dengan  Peraturan
tentano

..................,Pasal.........menyebutkan

Nomor......Tahun.......,
Bagian .....

. Surat Teguran
I  (Pertama) dan Surat Teguran  11 (Kedua) dan bukti-buktj pendukung lainnya
berupa :

...dst.

Sesuai   dengan   hal   tersebut  di   atas,   bersama   ini   kami   mimakan
R®kom®ndasi  PembeThentlan  Sem®nfara  Perangk3t  Desa  ...........  dart
Camat ................... atas nana perangkat Desa sebagai berikut :

No Name Jaberfu

1.

2. ... dst

Demikian disampaikan, ata8 perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa,

Tembucan :
1.     Ytli. Bapak Bupati Tapin §ebagai laporan
2.     Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.     Arsip.



23. Format Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Dari Camat.

PERERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOD REunTAN

REKOMENDASI

NOMOR

Setelah  membaca,  meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  De8a  ...................   Nomor  :

...........,..,tanggal....................,perihal

Peraturan.........................Nomor......Taliun.......,tentang

. dan memperhatikan

Bagian  ..........    :  ..................,  Pasal  .........,  Surat Teguran  I  (Pertama)  dan

Surat  Teguran   11   (Kedua)   serta   bukti-bukti   pendukung   lainnya,   maka   kami   m®mborikan

lckomendasi untuk diberh®ntikan  Semendara  kepada  nana  dan jabatan  yang tersebut di

bawah ini :

No Nana Jabrfu

1.

2. ... dst

Demikian §unat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputu§an

Pemberhentian Sementara Perangkat Deca ................... Kecamatan .......................

Camat....................-.......I

NIP........-...-.........-....

20.....

i

Tembucan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Aniip.



24. Surat Keputusan Pemberhentiaan Sementara Perangkat Desa.

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTANG

pEMBERHENnAN SEMENTARA PBRANGKAT DESA
DESA.........................

RECAMATAN........................
TAHUN................

REPALA DESA  .........................,

Menimbang   :    a.  bahwa  sehubungan dengan ......................... maka untuk
melaksanahan  ketentunn  sebagaimana  dimaksud  Pasal
.....   Ayat   ........   dalam   Peraturan   .............   Nomor   ......
Tahun ......., perlu melakukan pemberhentian sementara
terhadap Sdr .......... dari jahatannya sebagai ..................

b.  bahwa      berdasarhan      pertinbangan      sebagainana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Deca .................,........

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia      Tahun    1953   Nomor   9,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
352) Sehagdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan  Ifmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2014 Nomor
7 Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3.   Peraturan   Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014   tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor   123,  Tambchan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  47  Tahun   2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun   2014   tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   157,
Tamhahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5717);

1



4.   Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Strulrfur
Organisasi    dan    Tata    Kelja    Pemerintah    Desa    serta
Pengangkatan   dan   Pemberhentian   Perangkat   Desa   di
Kabupaten Tapin;

5.   dst .....   (dfisi   sesuai  tata  urutan  peraturan  perundang-
undangan yang terkait).

Memperhatikan    :     Rekomendasi  dari   Caniat   .................   Nomor   ............
tan88al................

MEMUTUSEN :

Menetapkan    :

KESATU            :    Memberhentikan    sementara    Sdr .......................     tempat
tanggal lahir dari jabatannya sebagal
................Desa.........Kecamatan....................yangdiangkat
berdasarhan Keputusan  Kepala Desa  .........  Nomor  ..............
Tahun.............tentang......„....................;

KEDUA            :   Pemberhentian sementara sebagaimana dinaksud pada Dikeum
KESATU disertal dengan tanpa memperoleh hak-hak jabatan).

KFTIGA           :   Segala biaya yang tinbul atas pelaksanaan Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa................

KEEMPAT       :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa ............
Pada tanggal   :  ....................

REPALA DESA  ....................,

I,



25. Surat Teguran Tertulis Ill Karena MelanggaT Larangan Perangkat Desa

pHMnRINTAH KABupATEN TAplN
HOP DEm .....

SURAT TEGURAl\l Ill (KETIGAl
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jabatan          : Kopala Desa ..... „ ......... „ ...............

Memberikan sankei berupa Teguran 111 (K®t!ea) kepada :

Nana
Jabatan          :  ..........................

Teguran  Ill  (Ketiga)  ini  berLipa  sanksi  administrasi  Beret  dan  dapat  dilanjutkan
pemberhentian  sebagai  Perangkat  desa.  Hal  ini  diberikan  sehubungan  dengan

ketentuan dalam Peraturan
sehjngga  melanggar

Pa8al ............, dan

yang  bersangkufan  selama  diberikan  surat  teguran  I  (Pertama)  Nomor  ...........
tanggal  ............  serta surat teguran 11  (kedua) Nomor ........... tanggal  ............ tidak
ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya.

Surat Teguran  Ill  (Kedua)  ini  berlaku  selama  10  (sepuluh)  hari,  mLIlal  fahgoal
................  campal  d®ngan fangoal  ................  Pada  rentang waktu tersebut
diharapkan yang bersangkutan dan jika tidak

maka akan dilanjutkan dengan senkei bemupa
pemberhentian sebagai Perangkat Desa.

Demikian    disampaikan    sobagai    bahan    perenungan    dan    perbaikan,    atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

K®pala Desa ........,..,..........-,

Tembusan disampaikan kepada Yth
1.   Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
2.   In§pektur Kabupaten Tapin.
3.   Camat Tapin selatan.
4.   Yang bersangkutan An
5.   Arsip.



26. Surat Permintaan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepadai Camat

pEnmRINTAII KABupATEN TAplN
HOP DEth .....

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Rahasia
1  (satu) berkas
Permintaan Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa
..............  A.n  :

2.--...dst.

Sesuai  dengan  Peraturan
tentang

•...............,.....................  20 ....

Kepada Yth :

CANAT...................

di-
tempat

:..................,Pasal.........menyebutkan

Nomor......Tahun.......,

'  Bagian ..........
Surat Teguran

I (Pertama), Sunat Teguran 11 (Kedua) dan Surat Teguran 111 (Kctiga) serta bukti-
bukti pendukung lainnya berupa :

...dst.

Sesuai   dengan   hal   tersebut  di   ata§,   befsama   ini   kami   mintakan
R®kom®ndasi    P®mb®rli®ntlan    P®rangkat    D®so    ...........    dart    Camat
................... atas nama perangkat Desa sebagai berikut :

NO Nal" Jaha
1.

2. ... dst

Demikian disampaikan, atas perhatiannya djucapkan terimakasih.

K®pa'a lha,

Tombusai. :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.

i



27. Format Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Dari Camat.

PHMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOD REunTAN

REKOMENDAsl
NOMOR

Setelah  membaca,   meneliti  dan  mempelajari  surat  Kepala  Desa  ...................   Nomor  :

..............,  fanggal  ........,...........,   perihal

Peraturan.........................Nomor......Tahun.......,tentang

dan memperhatikan

Bagian  ..........   :  ...................  Pasal  .........,  Surat Teguran  I (Pertama), Surat

Teguran  11  (Kedua) dan Surat Teguran  Ill  (Ketisa) serta bukti-bukti  pendukung  lainnya,  maka

kami  memberf kan  rokom®hdasi  urfuk  diborhontikah  nama  dan jabatan  yang  tersebut  di

bawah ini :

No NaJ" Jabatan

1.

2. ... dst

Demikian surat rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan

Pemberrientian Perangkat Desa ...................  Kecamatan .......................

Camat............................I

NIP-.-......-..I...........-..

M. ARIFIN ARPAN

Tembusan :
1.   Yth. Bapak Bupati Tapin sebagai laporan
2.    Kepala DPMD Kabupaten Tapin.
3.    Arsip.

20.....



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAPIN   .
NOMOR     55    TAHUN     2o2J
TENTANG
PENGANGRATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF DESA

1.   Format Su[at Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa.

Menimbang

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TRTANG

PENGAINGRATAN STAF PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAHUN................

KEPALA DESA .........................,

:    a.   bahwa                                               schubungan
` ` ' ' . ' .` ` . ' ` ` ` . ` .` .` . ` ` . . `` `` . ` ` ` ' ` . -` ' `` ``` ' `. ' ' ` ' ' ` ' `` . `` ' ` . . .`,

penganBhatan Staf Perandrat Desa

dengan
mcka,  perlu  melakukan

b.   hahwa berdasakan pertinbangan  sebagaimana dimaksud dalam
hunif a, perlu menetapkan Kaputusan Kepala Desa .........................

Mengingat                 :     1.   Undang-Undang  Nomor  8  Tchun  1965  tentang  Pembentuhan
Daerah  Tinghat  11  Tanah  haul,  Daenh  Tin8kat  11  Tapir  dan
Daerah   Tingkat   11   Tabalong   a,embaran   Negara   Rapublik
hdonesia Talun 1965 Nomor 51, Tamhahan Lenhoaran Negara
Rapublik hdonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Talon 2014 tentang Desa a.embaran
Negara  Rapublik  Indonesia  Talun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 43  Thhun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa
Oreribaran Negara Rapublik hdonesia Tchun 2014 Nomor 123,
Tanibahan I+embaran Negara Rapublik hdonesia Nonor 5539)
sebagaimanatelahdiuhahdenganPeraturanPenerintahNomor47
Tchun 2015 tentang Perubahan atas Pelaturan Pemerfutah Nomor
43  Tchun 2014 tentang Peraturan Pelalrsanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa (Lchbaran Negan Rapublik
Indonesia Talon 2015 Nomor 157, Tambahan Lemharan Negara
Rapublik Indonesia Nomor 5717);

i



4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tchun 2015 teutang
Pengangkatan dan Pcmberhentian Perangkat Desa a3erita Negara
Rapublik  Indonesia  Tchun  2016  Nomor  5)  sebagainana telah
diubch dengan Penturan Menteri Dalan Negeri Nomor 67 Talon
2017 tentang Perul]ahan Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri
Nomor 83 Taliun 2015 tentang Pengan9katan dan Pembel.hentian
Pemn8hat Desa (Berita Negara Rapublik Indonesia TalLm 2017
Nomor 1223)

5.   Peraturan   Daerah   Nomor   11    tall`m   2017   tentang   Strulrfur
Organisasi dan Tata Keria Pemeriutah Desa serta Pengan8katan
dan Pemberhentian Peran9kat Desa di Kabupaten Tapin;

6.   dst .....  (diisi  sesuai  tata  unltan  perat`mn  perundang-undangan
yang terkalt).

REh4UTUSEN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEErmAT

:    Mengangkat mma dibawah ini sebagal stafperangkat Desa ..........., yaitu :

Nana
No. KIP
TempatITgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agrma

Pendidikan Terakhir :  ....................................

:    Staf  Pelnghat  Desa  sebagaimana  dincksud  dalam  DnaruM  KESATU
Kaputusan Kepala Desa ini menerima tunjangan sesuai kenanpuan keuangan
desa dan pendapatan lain yang sch menurut peraturan permdang-undangan
serta  memiliki  nasa  keda  sampai  dengan  nasa kelja  Kqula  Desa  yang
mengangkatryaL

:    Segala  biaya  yang  tinbul  atas  pelaksaman  Kaputusan  Kepala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

:    Kaputusan  ini  mulal  berhaku  sejck  tanggal  pelantikan,  dengan  kctentuan
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelinan dalam Kaputusan Kapala
Desa ini akan diadakan pelbaikan sebagainana mestinya.

Imetapkan di : Desa ............
Pada tanggal   : ....................

KEPAIA DESA ....................,

1.   Yang bersangkutan
2.   Arsip.

1



2.   Fomat Berita Acara Evaluasi Kineria Staf Perangkat Desa.

pEnmRINTAII KABupATEN TAPIN
HOP DESA .....

E)ERITA ACARA EVALUASI KINERJA STAF PEIIANGRAT DESA

Nomor :  .....

Pada hari  ini  ,..............  tanggal  .............  bulan  .......

yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  Kepala   Desa
tahun....................,kami

.„„ ............. „ ....  (diisi  nana  jabaten  kasin{aur  atasan  Staf  Perangkat  Desa),    telch
bersama-sama melakcanakan evaluasi kineria Staf Perangkat Desa :

Nama
Pekeriaan

Adapun hasil hasil evaluasi kinerja Sfaf perangkat Desa adalah sebagai berikut :

NO J®nls Evaluasl
Kriferia Nlla!

Sangat Balk Balk Cukup Kurang
1, Integritas :

(Kedi8iplinan,              Kejujuran,
motjvasi kerja dan etos keTjaa)

2. Kemampilann beketia dengan
komputer.

3. Kemampuan         bekeriasama
dalam tim

4. Pengembangan diri.

Demikian berita acara evaluasi kineria ini dibuat sebagai bahan penj]aian pekeriaan Staf
Perangkat Desa tahun ..........

'......20........

Kepala Desa .................. Atacan star Perangkat Desa



3,   Fomat Berha Acara Rapat BPD Tenfang Staf Administrasi BPD.

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
HOP BPD

BERITA ACAFIA FtAPAT TEI\lTANG STAF ADMll\IISTRASI BPD

Nomor  :  ................................ "

Pada  hari  ini  ...............  tanggal  .............  bulan  ................  tahun  ....................,  kami

yang  bertanda tangan di  bawah  ini  Badan  Permu8yawaratan  Desa  ............,
telah  bersamausama  melaksanakan  rapat dalam  rangka  mengusulkan  pengangkatan
Staf Administrasi BPD :

Adapun ha8il rapat sebagai berikut :
Kami memutuskan untuk mengusulkan nama tersebut dibawah ini :

Nana

NIK

TempatITgl. Lchir

Untuk diangkat sebagai staf Administrasi BPD Desa ...................

Demikian  berita  acara  rapat     ini  dibuat  sebagai  bahan  selanjutnya  dalam  rangka
pengangkafan Stat Admini8hasi BPD  Desa tahun ...... „„

Badan permuayawarahan Desa ...............................

NO - JABALEN TrmthTAIEN
1 1............

2 2..............

3 3............

4 4..............

5 5.-......-..



4.   Format Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Tentang  Pengangkatan  Staf Administrasi
BPD.

KEPALA DESA ..........................

Menimbang

Mengivgat

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTANG

PENGANGKATAN STAF ADMINSTRASI BPD
DESA.........................

KECAMATAV........................
TAHUN................

KEPAI,A DESA .........................,

:    a.   bahwa                                                sehubungan dengan
maha,  perlu  melakukan

pengan8katan Staf Administrasi BPD;
b.   bahwa  berdasalhan  pertimbangan  sebagaimana  dinaksud  dalam

hunrf a, perlu menetapkan Kaputusan Kepala Desa

1.   Undang-Undeng  Nomor  8  Tchun  1965  tentang  Pembentukan
Daerch  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah  Tin8hat  11  Tapir  dan
Daerah   Tingkat   11   Tabalong   a.embaran   Negara   Rapublik
Indonesia Tchun  1965 Nomor 51, Tanbahan Lembaran Negara
Republik hdonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa a.embaran
Negara  Rapublik  hdonesia  Tchun  2014  Nomor  7,  Tainhahan
Lenbaran Negara Republik hdonesia Nomor 5495);

3.   Perat`mn Pemerinfah Nomor 43  Tchun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa
a.embaran Negara Republik hdonesia Talun 2014 Nomor 123,
Tanbahan Leninaran Negara Rapublik hdonesia Nomor 5539)
sebagaimanatelahdiuhahdenganPeraturanPemerintahNomor47
Tahun 20 I 5 tentang Perubalan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43  Tchun 2014 tentang Peraturan Pelaksaman Undang-Undang
Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa (Lenibaran Negara Rapublik
Indonesia Talim 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
RapubliklndonesiaNomor5717);

4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tchun 2015 tentang
Pengan8katan dan Pemberhentian Perangkat Desa Oerifa Negara
Republik  hdonesia  Tahun  2016  Nomor  5)  sebagaimana telah
diubah dengan Peratumn Mented Dalam Negeri Nomor 67 Tchun
2017 tentang Perubahan Atas  Peraturan Mented  Dalam Negeri
Nomor 83 Tchun 2015 tentang Pengan8katan dan Pemberhentian
Peranglrat Desa Oerita Negara Rapublik Indonesia Tchun 2017
Nomor 1223)

5.   Peraturan   Daerah   Nomor   11   tahun   2017   tentang   Struktur
Organisasi dan Tata Keria Pemerintah Desa serta Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;

1



6.   dst ..... (diisi sesuai tata unitan peraturan penmdrng-undangan yang
terkait).

Memperhatikan           :     Berita  Acara  BPD  Desa  ............  nomor  .......  tanggal  .........  perihal
penganghatan Staf Administrasi BPD;

REMUTUSEN :

Menetapkan         :

KESATU              :    Mengangkat nana dibawah ini sehagai stafAdministrasi BPD Desa  ...........,
yaitu :
Narm

No. KTP

TempatITgl. Lahir

Jenis Kelamin

A8ama

Pendidikan Tethir : ....................................

KEDUA               :    Staf Administrasi  BPD  sebagainana dimaksud dalam  DKTUM  KESATU
Kaputusan Kapala Desa ini menerima tunj angan ses`rai kemampuan keuangan
desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
serta memiliki nasa keda sampai dengan nasa keria BPD Desa .........

KETIGA

REEveAT

Segala  biaya  yang  timbul  alas  pelaksanaan  Kaputusan  Kapala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Keputusan  iri  mulal  berlaku  sejak  tanggal  pelantikan,  dengan  ketentuan
apabila dikenudian hari temyata terdapat kekelirunn dalam Kqutusan Kapala
Desa ini ahan diadalran perbaikan sebngaimana mestinya.

Ditetapken di : Desa ............
Padatanggal   :  ....................

KBPAIA DESA ....................,

Tembusan  :
1.   Yang bersangkutan
2.   Arsip.



5.   Format BeTita Acara Evaluasi Kineria Staf Adminstrasi BPD.

pEn4ERINTAII KABupATEN TAplN
HOP BPD

BERITA ACAF`A EVALUASI KINERJA STAF ADMINISTRASI E)PD

Nomor

Pada  hari  ini  ....... „ ......  tanggal  ...........,.  bulan  ...,

yang  bertanda  tangan  di  bawah  jni  BPD   Desa
tahun.,.........,........,kami

telah
bersamarsama melaksanakan evaluasi kineria Staf Administrasi BPD :

Nama
Peketiaan

Adapun ha8il hasi[ evaluasi kineria Staf Administrasi BPD adalah sebagai berikut :

No J®nls EvaliJasl
Kriferia Nilal

Sangat Balk Balk Cukup Kurang
1. Integritas :

(Kedigiplinan,              Kejujuran,
motwasi keria dan etos keriaa)

2. Kemampuann bekeria dengan
komputer.

3. Kemampuan         bekeriasama
dalam tim

4. Pengembangan diri.

Demikian berita acara evaluasi kineria ini dibuat sebagai bahan penilaian pekeTjaan Star
Administra8i BPD tahun ..........

Badan permuayawaratan Desa ...............................

"o REun •   JrmTEN  , TrmATAVEN`
1 1........"..

2 2..............

3 3............

4 4..............

5 5.............

J\



6.   Format Rekomendasi Dari BPD Tendang Pemberhentian Staf Adminstrasi BPD

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
HOP BPD

REKOMENDAsl
NOMOR

Setelah dilakukan  konsultasi  dan  pembahasan  dengan  Kepala  Desa  ................... tentang

rencana pemberhentian Staf Administrasi BPD Desa .......... dikarenakan :

3....dst.

serta  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati   Nomor  .....  Tahun  ....  tentang  Pengangkatan  dan

Pemberhentian  Perangket  Desa dan  Star Desa  Pasal 65 Ayat  (5)  dan Ayat (6),  maka  kami

memberlkan rekom®ndasl unfuk dib®rhentlkan kepada nana dan jabatan yang tersebut di

bamah ini :

No Name Jabrfu

1. .Star Administrasj BPD

Demikian surat rekomendasi ini diberikan sebagai daear untuk membuat Surat Keputusan

Pemberhentian Staf Administrasi BPD Desa ................... Kecamatan .......................

•.........................................,............................  20 ......

Badan permusyawaratan Desa ...................... „ .......

No Dnun J"TAN ThroIATAVEN
1 1......."...

2 2..............

3 3............

4 4....-.....".

5 5.............



7.  SK Kepala Desa Tentang Pemberhentian Sfaf Perangkat Desa.

KEPALA DESA ..........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR...........................

TENTAVG

pEveERIINnAN STAF PERANGKAT DESA
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAHIN................

KEPALA DESA .........................,

Menimbang                :     a.    baliwa      sehubungan   dengan   ...............................................,   maka
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 Peraturan B`pati Tapin nomor ..... Talon ....., perlu melakukan
pemberhentian terhadap Sdi .................... sebagai ................... Desa

Men8in8at

b.   bahwa  berdasariran  pertimbangan  sebagaimana  dimcksud  dalam
hurufa,perlumenetapkanKeputusanKapalaDesa..........................

:     I.   Undang-Undang  Nomor  8  Tchun   1965  tentang  Pembeut`ikan
Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daunh  Tingkat  n  Tapin  den
Daerah   Tin8kat   11   Tal>along   a,emharan   Negara   Rapublik
Indonesia Talham  1965 Nomor 51, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Rapul]lik  indonesia  Tchun  2014  Nomor  7,  Tanrdahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peratunn Pemerintah Nomor 43  Talun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa
a.embaran Negara Rapublik Indonesia Tchun 2014 Nomor 123,
Tambahan lchharan Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebngaimanatelahdiuhahdenganPeraturanPemerintahNomor47
Tchun 2015 tentang Perubahan atas Perat`mn Pemerintah Nomor
43  Tchun 2014 tentang Peratunn Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa afmbaran Negara Republik
hdonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
RapubliklndonesiaNomor5717);

4.   Perat`mn Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Talun 2015 tentang
Pengan8lratan dan Pembchentian Peran8kat Desa a3erita Negara
Republik  hdonesia  Tahun  2016  Nomor  5)  sehagaimana  telch
diubali dengan Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 67 Tallun
2017 tentang Peruhahan Alas Peraturan Menteri  Dalam Negeri
Nomor 83 Talon 2015 tentang Pengangkatan dan Pembchentian
Peranghat Desa ®erita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1223);
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Memperhalkan

5.   Peratunn   Daerah   Nomor   11    tali`m   2017   tentang   Strulrfur
Organisasi den Tata Keria Pemerintah Desa serta Penganglratan
dan Pemberhentian Peran8kat Desa di Kabupaten Tapin;

6.   dst ..... (diisi sesuai tata urutan perat`)ran penmdang-undangan yang
terkalt).

Rekomendasi    dari    Camat    .,...............    Nomor    ............    tanggal

REh4umusK]EN :

Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentikan        Sdr .......................        tempat        tanggal        lchir
...................................    drri    jabatannya    sebagai    Staf   Perangkat    Desa
Kecamatan .................... yang diangkat berdasarlran Kepirfuisan Kepala Desa
.........Nomor..............Tchun.............tentang........„.~....„.........;

KEDUA

KETIGA

Segala  biaya  yang  timbul  alas  pelaksanaan  Kaputusan  Kapala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Kaputusan ini mulal berlcku peda tanggal ditetaphan.

Ditctapkan di : Desa ............
Pada tanggal   : ....................

KEPAIA DESA ..... „ .............,

Tembusan  :
1.   Yang bersan8kutan
2.   Arsip.



8.   Fomat SK Kepala Desa Tentang Pemberhentian Staf Administrasi BPD.

KEPALA DESA ..........................

REPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTAVG

pEveERIENTIAN STAF ADMINlsTRAsl BPD
DESA.........................

KECAMATAN........................
TAHun................

KEPALA DESA .........................,

Menimbang               :     a.    bahwa      sehubungan   dengan   ...............................................,   rmka
untuk melaksanakan ketentuan sebngaimana dimaksud dalam Pasal
65  Peraturan Bapati Tapin nomor .....  Talim ....., perlu melakukan
pen.berhentian tchadrp Sdr .................... sebagal  ................... Pesa

Menchgat

b.   bchwa  berdasarkan  pertitnbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..........................

:     1.   Undang-Undang  Nonor  8  Taltm  1965  tentang  Pembentukan
Daerah  Tin8hat  11  Tanah  Laud,  Daerfu  Tin8kat  11  Tapin  dan
Daerah   Tingkat   11   Tabalong   (Lemharan   Negara   Rapublik
hdonesia Tchun  1965 Nomor 51, Tanibahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa (I+embaran
Negara  Republik  Indonesia  Talon  2014  Nomor  7,  Tanbahan
lmbaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5495);

3.   PeratLrm Pemerintah Nomor 43  Talon 2014 tentang Pemmn
Pchksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa
a.emharan Negara Rapublik Indonesia Tchun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimanatelchdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47
Tch`m 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43  Tchun 2014 tentang Peratumn Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Leinharan Negara Rapublik
Indonesia Tchun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemhamn Negam
RapubliklndonesiaNomor5717);

4.   Peraturan Memeri Dalam Neged Nomor 83 Tchun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Peranghat Desa a3erita Negara
Rapublik  hdonesia Tchun  2016 Nomor  5)  sebngainana tchh
diubch dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 67 Talun
2017 tentang Peruhahan Atas Pemt`rmn Menteri  Dalam Negeri
Nomor 83 Tchun 2015 tentang Penganglratan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Oerita Negara Rapublik hdonesia Talun 2017
Nomor 1223);
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5.   Peraturan   Daerah   Nomor   11    tahun   2017   tentang   Struktur
Organisasi den Tata Keria Pemerintch Desa serta Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapir;

6.   dst...„ (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undrngan yang
terkait).

Memperhatihan            :      Rekomendasi   dari   BPD  Desa   .................   nomor  ............  tanggal

REh4UTUSEN :

Menetapkan         :

KESATU               :    Memberhentihan        Sdr .......................        tempat        tanggal        lahir
...................................  dari jal>atannya sebagai Staf Administrasi BPD Desa
............  yang diangkat berdasarkan Kaputusan Kepala Desa  ....... „ Nomor
..............Tchun.............tentang.................„.........;

REDUA

KETIGA

Segala  biaya  yang  timbul  atas  pelaksanaan  Kaputusan  Kapala  Desa  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa ............
Padatanggal   :  ....................

KEPAIA DESA  ....................,

:M¥\NANL

Tembusan  :
I.   Yang bersangkutan
2.    Arsip.


